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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai; (1) bentuk 
pelayanan ketatausahan peserta didik; (2) pelaksanaan pelayanan ketatausahaan 
peserta didik; dan (3) kendala pelayanan ketatausahaan peserta didik dan solusi. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. 
Penelitian berlangsung selama satu bulan yaitu bulan Mei sampai Juni yang 
berlokasi di SMK Negeri 2 Sewon. Subyek penelitian ini adalah Kepala Tata 
Usaha sekolah dan petugas tata usaha sekolah sebagai pelaksana pelayanan 
ketatausahaan peserta didik. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi, dan studi dokumen. Uji keabsahan data yang digunakan pada penelitian 
adalah derajat kepercayaan (credibility) dengan menggunakan teknik triangulasi 
sumber dan teknik. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan model Miles and 
Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian  mengenai; (1) bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik 
menunjukkan hasil berupa pelayanan data, pelayanan persuratan, pelayanan 
dokumentasi, dan pelayanan informasi; (2) pelaksanaan pelayanan ketatausahaan 
peserta didik menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan dalam bentuk data tidak 
dapat diberikan tepat waktu dan belum semua data yang dibutuhkan dapat 
tersedia, pelaksanaan pelayanan dalam bentuk persuratan dapat memenuhi 
kebutuhan tetapi sering mengalami penundaan, pelaksanaan pelayanan dalam 
bentuk dokumentasi tidak dapat secara cekatan diberikan sesuai permintaan, 
pelaksanaan pelayanan dalam bentuk informasi belum sepenuhnya dapat 
terlaksana dengan baik; dan (3) kendala pelayanan ketatausahaan peserta didik 
menunjukkan bahwa terdapat empat hal yang menjadi kendala, meliputi ruang tata 
usaha sekolah sebagai tempat pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik 
belum representatif sehingga ruang tata usaha didesain lebih sederhana, jumlah 
pegawai tata usaha sekolah sebagai pelaksana pelayanan ketatausahan peserta 
didik belum memadai sehingga perlu memberdayakan guru serta mengoptimalkan 
peran tata usaha sekolah, mobilitas kerja kepala sekolah yang tinggi,  serta 
kesadaran petugas tata usaha sekolah terhadap tugas dan tanggung jawabnya 
masih rendah. 
 
Kata kunci: pelayanan, ketatausahaan peserta didik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 
2003 Bab I Pasal 1). Dengan demikian, pendidikan merupakan suatu proses yang 
sistematis untuk merubah perilaku seseorang pada suatu tujuan nasional. 
Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam 
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 memiliki jalur, jenjang, dan 
jenis pendidikan. Jalur pendidikan meliputi pendidikan formal, pendidikan 
nonformal, dan pendidikan informal. Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan 
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan mencakup 
pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. 
Sekolah Menengah Kejuruan merupakan satuan pendidikan yang berada pada 
jenjang pendidikan menengah. Sumber daya yang dibutuhkan dalam 
penyelenggaraan pendidikan pada sekolah menengah kejuruan sebagaimana 
tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 meliputi tenaga 
kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Sekolah menengah 
kejuruan memiliki komponen pendidikan yang meliputi personalia pendidikan, 
peserta didik, kurikulum, sarana prasarana, pembiayaan, tata laksana, organisasi, 
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hubungan masyarakat, dan supervisi. Adapun unsur penting yang ada pada 
sekolah menengah kejuruan terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, 
dan stakeholder pendidikan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan peran 
masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 
Pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah menengah kejuruan terdapat 
pula kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi pendidikan merupakan 
pengelolaan komponen-komponen yang ada dalam proses penyelenggaraan 
pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan tersebut diharapkan 
dapat memberikan dukungan layanan administrasi bagi stakeholder pendidikan 
guna terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Penyelenggaraan kegiatan 
administrasi di sekolah bertujuan agar program pendidikan terlaksana secara baik 
dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi stakeholder pendidikan. 
Pelaksanaan kegiatan administrasi pendidikan di sekolah dilakukan oleh seorang 
kepala sekolah yang dibantu oleh tenaga administrasi sekolah.  
Tenaga administrasi sekolah atau sering disebut sebagai petugas tata usaha 
sekolah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk 
menentukan keberhasilan pendidikan. Peran tersebut dapat terlaksana dengan baik 
jika terdapat pedoman kerja yang jelas melalui pembagian tugas dan tanggung 
jawab yang jelas. Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 
2007 menjelaskan bahwa “semua pemimpin, pendidik, dan tenaga kependidikan 
mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas tentang 
keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi pendidikan”. Peraturan tersebut 
menjelaskan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas menjadi 
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pedoman bagi petugas tata usaha di sekolah sehingga dapat menjalankan perannya 
secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Tugas 
tata usaha sekolah adalah melaksanakan kegiatan administrasi, pengelolaan, 
pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk mewujudkan proses 
pendidikan. Adapun ruang lingkup ketatausahaan meliputi bidang kepegawaian, 
keuangan, sarana prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan 
pengarsipan, kesiswaan, kurikulum, kebersihan, dan keamanan. 
Penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada prinsip efektif, efisien, dan 
produktif menuntut pelayanan administrasi yang prima dari bagian tata usaha 
sekolah sebagai penunjang pada penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu 
diperlukan suatu program kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan 
dan pelayanan administrasi. Program kerja tata usaha sekolah merupakan rencana 
kerja operasional tata usaha yang disusun selaras dan searah dengan tujuan 
penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan tugas ketatausahaan memerlukan 
program kerja, pembagian tugas, uraian tugas, kejelasan tugas dan wewenang, 
time schadule, agenda kerja, dan standar operasional prosedur. Pembagain tugas 
yang jelas dapat menghindari adanya perebutan kekuasaan atau wewenang; 
menghindari sikap saling lempar kewajiban dan tanggung jawab pada pelaksanaan 
tugas; mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan kesalahpahaman pelaksanaan 
tugas; serta mengembangkan daya kreativitas tenaga tata usaha (Mulyasa, 2007: 
135). Dengan demikian, pelaksanaan ketatausahaan sekolah diharapkan mampu 
memberikan pelayanan ketatausahaan yang baik guna membantu fungsi dan tugas 
kepala sekolah, guru, siswa, dan stakeholder pendidikan. 
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Kualitas layanan ketatausahaan sekolah dapat mempengaruhi produktivitas 
sekolah. Hal tersebut dikemukakan oleh Thomas (Mulyasa, 2007:83) bahwa 
efektivitas pendidikan dalam kaitannya dengan produktivitas dapat dilihat dari 
dimensi the administrator production function yang meninjau produktivitas 
sekolah dari segi keluaran administratif yaitu mengenai seberapa besar dan baik 
layanan yang dapat diberikan dalam suatu proses pendidikan, baik oleh guru, 
kepala sekolah maupun pihak lain yang berkepentingan. Kinerja staf tata usaha 
dapat dikatakan baik apabila dalam memberikan layanan bagi pelanggan 
pendidikan mampu memenuhi standar pelayanan prima. 
Data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan di SMK Negeri 2 Sewon 
Bantul menunjukkan bahwa terdapat permasalahan mengenai pembagian tugas 
dan tanggung jawab yang kurang jelas pada setiap petugas tata usaha sekolah. 
Belum terdapat uraian tugas dan tanggung jawab secara jelas dan rinci yang 
dijadikan sebagai pedoman bagi setiap tenaga administrasi dalam melaksanakan 
tugas administrasi. Hal tersebut juga dapat diindikasi pada Surat Keputusan 
Kepala Sekolah yang tidak menggambarkan secara jelas mengenai tugas dan 
tanggung jawab masing-masing petugas tata usaha sekolah. Jika terdapat 
permintaan data sekolah maka data tersebut belum tentu secara langsung dapat 
tersedia karena masing-masing petugas tata usaha kurang memahami pihak mana 
yang bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. 
Ketidakjelasan pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut menimbulkan 
adanya sikap saling tunjuk dan saling tunggu terhadap suatu tugas ketatausahaan 
sekolah. Pihak tata usaha sekolah cenderung menunggu perintah dan tidak 
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memiliki inisiatif untuk melakukan pekerjaan ketatausahaan jika tidak ada 
perintah maupun pemberitahuan. Terdapat berbagai data kesiswaan yang tidak 
diperbarui pada setiap tahun ajaran baru. Selain menerima informasi dari Dinas 
Pendidikan Kabupaten, tata usaha sekolah kurang inisiatif mencari dan 
menyediakan informasi mengenai beasiswa, kompetisi, lowongan kerja, 
pendidikan lanjut untuk guru maupun siswa dari sumber yang lain. Selain itu, jika 
terdapat suatu informasi tidak segera disosialisasikan kepada siswa maupun guru 
guna menindaklanjuti. Hal tersebut menunjukkan bentuk layanan ketatausahaan 
yang kurang baik dan dapat menghambat aktivitas penyelenggaraan pendidikan. 
Adanya sikap saling menunggu mengakibatkan terjadinya penundaan 
pekerjaan. Terdapat berbagai pekerjaan administrasi yang tertunda atau belum 
terselesaikan pada batas waktu yang disepakati, padahal hasil kerja tersebut 
dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. 
Penundaan pekerjaan antara lain pada penyediaan data, penyediaan informasi, 
pengajuan proposal, dan pelaporan. Sementara itu, pekerjaan ketatausahaan akan 
terus ada selama sekolah tersebut masih melaksanakan kegiatan operasionalnya. 
Penundaan pekerjaan yang awalnya hanya satu pekerjaan maka akan menjadi 
beberapa pekerjaan. Dengan demikian, penundaan tugas kerja tersebut dapat 
mengakibatkan terjadinya penumpukan pekerjaan ketatausahaan sekolah.  
Seberapa banyak pekerjaan ketatausahaan sekolah yang tertumpuk pada 
akhirnya perkerjaan tersebut tetap harus diselesaikan. Masing-masing pekerjaan 
memiliki batas waktu penyelesaian namun karena pengerjaan yang tertunda 
mengakibatkan waktu penyelesaian menjadi semakin sempit. Batas waktu yang 
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semakin sempit serta jumlah pekerjaan yang banyak mengakibatkan penyelesaian 
pekerjaan menjadi tergesa-gesa. Penyelesaian pekerjaan yang tergesa-gesa 
mengakibatkan hasil yang dicapai tidak maksimal, kurang valid, dan kurang 
memuaskan. Informasi dan statistik sekolah yang seharusnya disediakan dan 
diperbarui oleh tata usaha sekolah menjadi terhambat. Penyediaan data statistik 
sekolah tersebut menjadi tugas pokok seorang petugas tata usaha sekolah namun 
pada kenyataannya data tersebut tidak tersedia di sekolah. Selain dalam hal 
penyediaan data terdapat pula permasalahan terkait penyediaan dan penyebaran 
informasi. Jika berbagai informasi yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan 
di sekolah tidak dapat tersedia, terlambat disediakan, dan tidak segera 
disosialisasikan dapat menutup peluang para pengguna pendidikan untuk 
mendapatkan setiap haknya. Demikian pula jika kebutuhan administrasi lain tidak 
dapat terpenuhi, misalnya dalam bentuk persuratan. 
Hasil kerja ketatausahaan yang tidak maksimal menyebabkan layanan 
ketatausahaan yang diberikan oleh petugas tata usaha sekolah terhadap para 
pengguna pendidikan menjadi kurang maksimal. Pengguna (user) pendidikan 
yang dimaksud meliputi, kepala sekolah, guru, peserta didik, dan stakeholder 
pendidikan. Meskipun layanan katatausahaan ditujukan kepada semua pengguna 
pendidikan namun pada penelitian ini hanya menyoroti pada pelayanan 
ketatausahaan yang berkaitan dengan peserta didik. Adapun pelaksanaan 
penelitian akan dilakukan di SMK N 2 Sewon. Sekolah Menengah Kejuruan 
Negeri 2 (dua) Sewon memiliki fasilitas multimedia serta fasilitas pendukung 
kegiatan administrasi yang memadai. Petugas tata usaha sekolah memiliki 
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kemampuan penerapan teknologi informasi yang baik guna menunjang kegiatan 
administrasi karena sebagian besar tenaga administrasi sekolah tersebut memiliki 
latar belakang pendidikan Teknologi Informasi. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka dapat 
diidentifikasi beberapa masalah berikut: 
1. Pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan setiap tenaga 
administrasi SMK masih kurang jelas. 
2. Setiap pegawai saling menunggu satu sama lain untuk mengerjakan tugas 
karena tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. 
3. Terdapat penumpukan beberapa pekerjaan karena terjadi penundaaan 
pekerjaan pada beberapa tugas yang bersifat rutin dan harus dikerjakan. 
4. Penyelesaian terhadap tugas kerja bersifat tergesa-gesa karena sudah 
memasuki batas waktu penyelesaian. 
5. Terdapat pelayanan administrasi yang kurang memuaskan karena pelaksanaan 
tugas administrasi tidak maksimal. 
 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dijabarkan di atas 
maka dapat diketahui bahwa terdapat berbagai permasalahan yang timbul pada 
pelaksanaan kegiatan administrasi oleh petugas tata usaha sekolah. Penelitian ini 
dibatasi pada kegiatan pelayanan ketatausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan 
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Negeri 2 (dua) Sewon Bantul yang menunjang dalam penyelenggaraan 
pendidikan. Adapun kegiatan pelayanan ketatausahaan tersebut dibatasi pada 
pelayanan ketatausahaan yang menyangkut peserta didik sebagai pendukung 
segala aktivitas peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa 
masalah, meliputi: 
1. Bagaimana bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik pada 
penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 (dua) Sewon Bantul? 
2. Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik pada 
penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 (dua) Sewon Bantul? 
3. Apa kendala yang dihadapi dalam pelayanan ketatausahaan peserta didik pada 
penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 (dua) Sewon Bantul? 
Bagaimana solusi untuk menghadapi kendala tersebut? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas maka tujuan dari 
penelitian sebagai berikut: 
1. Mengetahui bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik pada 
penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 (dua) Sewon Bantul. 
2. Mengetahui pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik pada 
penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 (dua) Sewon Bantul. 
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3. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelayanan ketatausahaan peserta 
didik pada penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 (dua) Sewon 
Bantul serta solusi atas kendala tersebut. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian maka dapat dijabarkan manfaat penelitian 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai pelayanan 
ketatausahaan peserta didik oleh petugas tata usaha sekolah. 
b. Hasil yang diperoleh dapat menimbulkan permasalahan baru untuk 
dilakukan penelitian lebih lanjut sebagai kajian pengembangan ilmu 
pengetahuan. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Kepala Sekolah 
Sebagai informasi terkait keterlaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta 
didik yang diberikan oleh petugas tata usaha sekolah sehingga dapat 
digunakan sebagai pedoman evaluasi untuk bahan perbaikan. 
b. Bagi Petugas tata usaha Sekolah 
Mengetahui kemampuan individu serta ketercapaian tugas, dan tanggung 
jawabnya dalam memberikan pelayanan ketatausahaan peserta didik yang 
terlibat langsung pada penyelenggaraan pendidikan. 
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c. Bagi Jurusan Administrasi Pendidikan 
Memperkaya kajian ilmiah bidang administrasi pendidikan. Selain itu, 
memberikan informasi kajian lapangan, kenyataan, dan kesenjangan yang 
terdapat di lapangan. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Manajemen Pendidikan 
1. Pengertian Manajemen Pendidikan 
Proses manajemen melibatkan fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh 
seorang pimpinan, meliputi fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian 
(organizing), kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controling). Oleh karena 
itu, Nanang Fattah (2004: 1) mendefinisikan manajemen sebagai proses 
merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan upaya 
organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif 
dan efisien. Selanjutnya, pengertian mengenai pendidikan ditinjau dari sudut 
hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Bab 1 Pasal 1 bahwa pendidikan 
didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh 
dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 
Selanjutnya, yang dimaksud dengan manajemen pendidikan sebagaimana 
dikemukakan Sudarwan Danim (2010: 11) adalah proses kerja untuk mencapai 
tujuan pendidikan secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan sumber daya 
melalui aktivitas merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melakukan 
tindak lanjut secara taat asas. Pengertian manajemen pendidikan juga 
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didefinisikan Engkoswara dan Aan Komariah (2010: 88) yaitu sebagai suatu 
penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas yang 
berupa perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, 
pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, 
pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk 
mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. 
Beberapa ahli berpendapat bahwa manajemen pendidikan merupakan sebuah 
seni dan ilmu. Salah satu pendapat tersebut dikemukakan Husaini Usman (2006: 
7) bahwa,  
manajemen pendidikan dapat didefinsikan sebagai seni dan ilmu mengelola 
sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa, dan negara. 
Mengadaptasi pengertian manajemen pendidikan yang dikemukakan dari 
berbagai sumber tersebut maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan 
merupakan rangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan 
pengawasan terhadap sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan 
secara efektif dan efisien. 
 
2. Tujuan Manajemen Pendidikan 
Pada sektor pendidikan, setiap penyelenggaraan pendidikan dituntut untuk 
selalu meningkatkan kinerja sehingga dapat mewujudkan manusia terdidik 
(educated human beings) yang mempunyai life skills yang berkualitas tinggi. Oleh 
karena itu, diperlukan adanya manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan. 
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Pelaksanaan manajemen pada penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan pada 
penyelenggaraan tingkat mikro maupun tingkat makro. Hal tersebut bertujuan 
agar program pendidikan dapat terencana dan terlaksana secara sistematis serta 
dapat dievaluasi secara benar, akurat, dan lengkap. Husaini Usman (2006: 8) 
berpendapat bahwa pelaksanaan manajemen pada penyelenggaraan pendidikan 
memiliki tujuan, sebagai berikut: 
a. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang Aktif, 
Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM). 
b. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 
c. Terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan 
kependidikan (tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik 
dan tenaga kependidikan sebagai manajer). 
d. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 
e. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas 
administrasi pendidikan (tertunjangnya profesi sebagai manajer atau 
konsultan manajemen pendidikan). 
f. Teratasinya masalah mutu pendidikan. 
Kegiatan manajemen pada penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan agar 
tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. 
Tujuan manajemen pendidikan tersebut dikemukakan oleh Engkoswara dan Aan 
Komariah (2010: 89), sebagai berikut: 
a. Produktivitas merupakan perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh 
(output) dengan jumlah sumber yang dipergunakan (input). Output 
pendidikan dapat dilihat dari segi kuantitas dan kualitas tamatan (lulusan). 
Input pendidikan dapat dilihat dari segi kuantitas dan kualitas sumber dana, 
sumber daya manusia, maupun sumberdaya lain yang berupa peralatan, 
perlengkapan, dan sebagainya. 
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b. Kualitas menunjukkan pada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang 
diberikan atau dikenakan pada suatu barang (product) atau jasa (serrvice). 
Pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang dimaksud dengan kualitas 
menurut pendapat Mulyasa (2007: 85) berupa tingkat usaha, tujuan, jasa, 
hasil, dan kemampuan yang dapat dihasilkan oleh sumber daya pendidikan, 
peserta didik, dan sekolah. 
c. Efektivitas merupakan barometer untuk mengukur tingkat keberhasilan 
pendidikan. Efektivitas menekankan pada perbandingan antara rencana yang 
ingin dicapai dengan tujuan yang telah dicapai. Mulyasa (2007: 82) 
berpendapat bahwa efektivitas pendidikan dapat dilihat dari teori sistem 
(input-proses-output) dan dimensi waktu.  
d. Efisiensi berkaitan dengan cara yaitu membuat sesuatu dengan benar (doing 
things right). Suatu program atau kegiatan dikatakan efisien jika tujuan dapat 
dicapai secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. 
Efisiensi pendidikan dapat dilihat dari perbandingan antara prestasi belajar 
peserta didik dengan biaya pendidikan, atau perbandingan keuntungan 
finansial pendidikan yang diukur dari penghasilan lulusan dengan jumlah 
dana yang dikeluarkan untuk pendidikan. 
Pada dasarnya, tujuan dari pelaksanaan manajemen pendidikan adalah untuk 
menciptakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang baik guna mencapai tujuan 
pendidikan secara tepat. Penyelenggaraan pendidikan yang baik akan 
memperhatikan keseluruhan sistem (input-proses-output), tidak sekedar 
berorientasi pada pencapaian hasil. 
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3. Fungsi Manajemen Pendidikan 
Manajemen pendidikan merupakan suatu proses yang sistematis dan kontinu 
dalam kegiatan organisasi pendidikan. Proses tersebut lazim disebut sebagai 
fungsi (tugas pokok) manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan 
secara umum dirumuskan  Husaini Usman (2006: 10), meliputi: 
a. Perencanaan  
Perencanaan merupakan suatu tindakan menetapkan terlebih dahulu mengenai 
apa yang akan dikerjakan, kapan akan mengerjakan, siapa yang akan 
mengerjakan, mengapa harus dikerjakan, apakah harus dikerjakan, dan bagaimana 
cara mengerjakan. Istilah perencanaan pada penyelenggaraan pendidikan adalah 
keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu agar 
penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serrta 
menghasilkan lulusan yang lebih bermutu yang relevan dengan kebutuhan 
pembangunan (Nanang Fattah, 2004: 50). 
b. Pengorganisasian 
Pengorganisasian merupakan proses bagaimana suatu pekerjaan diatur dan 
dialokasikan kepada para anggota agar tujuan organisasi dapat tercapai secara 
efektif dan efisien. Istilah pengorganisasian menurut Husaini Usman (2006: 128) 
adalah cara penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan organisasi, 
sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupi. Pengorganisasian 
pada penyelenggaraan pendidikan merupakan pembagian tugas kepada orang-
orang yang memiliki kualifikasi, pengalokasian sumber daya, serta koordinasi 
untuk mencapai tujuan pendidikan. 
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c. Pengarahan 
Pengarahan diperlukan agar kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang 
dilakukan oleh orang banyak pada waktu yang sama dapat berjalan sesuai dengan 
perencanaan dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat 
menghambat penyelenggaraan pendidikan. Pengarahan tersebut menyangkut 
beberapa aspek yang meliputi motivasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, 
komunikasi, koordinasi, negosiasi, dan pengembangan organisasi (Husaini 
Usman, 2006: 10). Fungsi pengarahan pada penyelenggaraan pendidikan dapat 
dilakukan oleh seorang pimpinan. 
d. Pengendalian 
Pengendalian menekankan pada langkah pembenahan jika terjadi 
penyimpangan antara perencanaan dengan pelaksanaan. Husaini Usman (2006: 
400) berpendapat bahwa pengendalian merupakan proses pemantauan, penilaian, 
dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk 
tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Dengan demikian, yang 
dimaksud dengan pengendalian dalam peyelenggaraan pendidikan adalah 
rangkaian kegiatan memantau, menilai, dan melaporkan kemajuan 
penyelenggaraan pendidikan yang disertai dengan tindak lanjut untuk 
meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan pendidikan. 
Berdasarkan fungsi manajemen pendidikan tersebut maka proses manajemen 
pada penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara sistematis. Proses 
tersebut sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan yang  meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. 
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4. Hubungan Manajemen Pendidikan dengan Pelayanan Ketatausahaan 
Peserta Didik 
Manajemen pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang berupa proses 
pengelolaan kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi 
pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya 
agar tujuan tersebut tercapai secara efektif dan efisien. Lebih lanjut dijelaskan 
bahwa bidang garapan manajemen pendidikan, meliputi: organsiasi pendidikan; 
manajemen kurikulum; manajemen peserta didik; manajemen tenaga 
kependidikan; manajemen fasilitas pendidikan; manajemen pembiayaan 
pendidikan; manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat; 
ketatalaksanaan lembaga pendidikan; serta kepemimpinan dan supervisi 
pendidikan (Tim Dosen AP, 2011: 18-19). 
Berdasarkan sepuluh bidang garapan manajemen pendidikan, salah satu 
bidang garapan tersebut adalah mengenai ketatalaksanaan lembaga pendidikan. 
Ketatausahaan atau sering disebut ketatalaksanaan merupakan rangkaian kegiatan 
yang berkaitan dengan aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, 
menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang 
diperlukan oleh suatu organisasi (The Liang Gie, 2007: 16). Berdasarkan 
pengertian ketatausahaan tersebut maka yang dimaksud dengan ketatausahaan 
pada lembaga pendidikan yang dalam hal ini adalah sekolah, bukan hanya 
meliputi kegiatan persuratan, melainkan mencakup pengelolaan terhadap semua 
bahan keterangan atau informasi yang digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah. 
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Kegiatan ketatausahaan bertujuan untuk memberikan pelayanan administratif 
secara prima kepada para pengguna pendidikan guna menunjang dan 
memperlancar kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Para pengguna 
pendidikan tersebut meliputi, peserta didik, tenaga pendidik, tenaga non-pendidik, 
orang tua siswa, masyarakat, dan stakeholder pendidikan. Jadi, salah satu bentuk 
pelayanan katatausahaan adalah pelayanan ketatausahaan peserta didik. Pelayanan 
ketatausahaan peserta didik merupakan suatu upaya memperlancar aktivitas 
peserta didik selama mengikuti pendidikan di sekolah mulai dari peserta didik 
masuk di sekolah sampai keluar dari sekolah tersebut. 
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa pelayanan 
ketatausahaan peserta didik merupakan bagian dari kegiatan ketatausahaan. 
Sementara itu, ketatausahaan merupakan salah satu bidang garapan manajemen 
pendidikan. Jadi, hubungan antara manajemen pendidikan dengan pelayanan 
ketatausahaan peserta didik yaitu pelayanan ketatausahaan peserta didik 
merupakan bagian dari salah satu aktivitas bidang garapan manajemen pendidikan 
yaitu bidang ketatausahaan atau ketatalaksanaan pendidikan. 
 
B. Tata Usaha Sekolah 
1. Pengertian Tata Usaha Sekolah 
Setiap organisasi dari berbagai bentuk, jenis, dan tujuan terdiri atas dua 
pekerjaan yaitu aktivitas substantif dan pekerjaan kantor. Organisasi sekolah 
mempunyai aktivitas substantif berupa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 
oleh guru, sedangkan pekerjaan kantor pada suatu sekolah berupa layanan 
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administrasi sekolah yang dilaksanakan oleh petugas tata usaha sekolah. Kuncoro 
(2002) berpendapat bahwa tata usaha sekolah merupakan pelayanan yang 
berfungsi meringankan (facilitating function) terhadap pencapaian tujuan aktivitas 
substantif pada lembaga sekolah.  
Pendapat mengenai tata usaha sekolah juga dikemukakan Edi Suardi (1979: 
17) bahwa tata usaha sekolah adalah segala bentuk usaha untuk mencatat berbagai 
kegiatan dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Secara spesifik, tata usaha 
dapat dirumuskan sebagai segenap rangkaian kegiatan yang meliputi, 
menghimpun data, mencatat data, mengolah data, menggandakan data, mengirim 
data, dan menyimpan keterangan-keterangan untuk kepentingan pembuatan 
kebijakan (The Liang Gie, 2007: 16). 
Tata usaha sekolah merupakan non teaching staff  yang bertugas di sekolah 
dan sering disebut tenaga administrasi sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi 
Sekolah/Madrasah merumuskan bahwa petugas tata usaha sekolah atau tenaga 
adminintrasi sekolah adalah : 
a. Kepala Tenaga Administrasi 
b. Pelaksana Urusan Administrasi, yang meliputi Administrasi 
Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Administrasi Sarana Prasarana, 
Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat, Administrasi 
Persuratan dan Pengarsipan, Administrasi Kesiswaan, Administrasi 
Kurikulum. 
c. Petugas Layanan Khusus, yang meliputi Penjaga Sekolah/Madrasah, 
Tukang Kabun, Tenaga Kebersihan, Pengemudi, dan Pesuruh. 
Pada dasarnya, tata usaha sekolah merujuk pada kegiatan atau usaha untuk 
membantu, melayani, memudahkan, atau mengatur semua kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Jadi, tata usaha sekolah merupakan 
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kegiatan personalia sekolah yang memiliki tugas membantu kepala sekolah dalam 
melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya pendidikan untuk memberikan 
dukungan layanan administrasi guna terselenggaranya proses pendidikan di 
sekolah yang efektif dan efisien. 
 
2. Tugas Pokok dan Fungsi Tata Usaha Sekolah 
Petugas tata usaha sekolah membantu tugas kepala sekolah dalam 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sebelum melaksanakan tugas tersebut, 
setiap petugas tata usaha harus mengetahui tugas pokok dan fungsi dari 
jabatannya sebagai panduan melaksanakan pekerjaan. Hal ini sebagai bentuk 
efisiensi kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja. Suharsimi Arikunto 
(1988: 50) mengemukakan bahwa layanan administrasi yang dikelola oleh suatu 
lembaga pendidikan teknologi dan kejuruan, meliputi aspek administrasi murid, 
administasi kurikulum, administrasi personil, administrasi sarana, administrasi 
keuangan, tatalaksana pendidikan, organisasi lembaga pendidikan, dan hubungan 
masyarakat pendidikan. 
Tugas tata usaha sekolah dalam menjalankan fungsinya membantu kepala 
sekolah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah adalah terlibat 
dalam kegiatan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi 
sarana prasarana, administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, administrasi 
persuratan dan pengarsipan, administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum. 
Berikut perincian setiap tugas tersebut. 
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a. Persuratan dan Kearsipan, meliputi penerapan peraturan kesekretariatan, 
pelaksanaan program kesekretariatan, pengelolaan surat masuk dan surat 
keluar, pembuatan konsep surat, pelaksanaan kearsipan sekolah, dan 
penyusunan laporan administasi persuratan. 
b. Kepegawaian, meliputi pokok-pokok peraturan kepegawaian, prosedur dan 
mekanisme kepegawaian, buku induk, DUK, registrasi dan kearsipan 
pegawai, format-format kepegawaian, proses pengangkatan, mutasi dan 
promosi, dan penyusunan laporan kepegawaian. 
c. Keuangan, meliputi pemahaman peraturan keuangan yang berlaku, 
penyusunan RKAS, dan penyusunan laporan keuangan. 
d. Sarana dan Prasarana, meliputi pemahaman peraturan administrasi sarana 
dan prasarana, identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana kebutuhan, 
inventarisasi, distribusi dan pemeliharaan, penyusunan laporan administrasi 
sarana dan prasarana sekolah.  
e. Hubungan Masyarakat, meliputi fasilitas kelancaran komite sekolah, 
perencanaan program keterlibatan pemangku kepentingan pendidikan, 
pembinaan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat, 
promosi atau publikasi sekolah, penelusuran tamatan, serta pelayanan 
terhadap tamu atau relasi sekolah.  
f. Kesiswaan, meliputi penerimaan peserta didik baru, kegiatan masa orientasi, 
pengaturan rasio peserta didik perkelas, pendokumentasian prestasi 
akademik dan non akademik, pembuatan data statisktik peserta didik, 
penginventarisan program kerja pembinaan peserta didik secara berkala, 
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pendokumentasian program kerja peserta didik, dan pendokumentasian 
program pengembangan diri peserta didik.  
g. Kurikulum, meliputi pengadministrasian standar kompetensi lulusan, 
standar isi, standar proses, dan standar penilaian. 
Petugas tata usaha sekolah harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 
fungsi, tanggung jawab, dan keahliannya. Pekerjaan tata usaha sekolah tersebut 
dirumuskan Eka Prihatin (2011: 10) menyangkut pengelolaan terhadap hal-hal 
sebagai berikut: 
a. organisasi dan struktur pegawai tata usaha, 
b. otorosasi dan anggaran belanja keuangan sekolah, 
c. keuangan dan pembukuan, 
d. masalah kepegawaian dan kesejahteraan personel sekolah, 
e. masalah mengenai pengangkatan, pemindahan, penempatan, dan 
pemberhentian pegawai, 
f. masalah perlengkapan dan perbekalan, 
g. korespondesi (surat menyurat), 
h. laporan-laporan, 
i. pengisian buku pokok, klaper, rapor, dan sebagainya. 
Petugas tata usaha sekolah dituntut mampu menjalankan roda sekolah dan 
harus mampu memberikan dukungan secara efektif dan efisien berkaitan dengan 
tugas dan tanggung jawabnya. Pada pelaksanaan tugasnya sebagai tata usaha 
sekolah akan dinilai, diawasi, dan diarahkan oleh kepala sekolah sebagai seorang 
pemimpin di lembaga sekolah. 
 
3. Kompetensi Petugas Tata Usaha Sekolah 
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional tercatum bahwa tata usaha sekolah atau tenaga administrasi 
sekolah merupakan tenaga kependidikan profesional. Sebagai tenaga 
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kependidikan yang profesional maka tata usaha sekolah harus memiliki 
kompetensi yang dipersyaratkan. Adapun yang dimaksud dengan kompetensi 
adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam 
kebiasaan berfikir dan bertindak (Depdiknas, 2003: 9). Berdasarkan pengertian 
tersebut menegaskan bahwa kompetensi petugas tata usaha sekolah merupakan 
kemampuan (pengetahuan, kecakapan, sikap, nilai) seorang petugas tata usaha 
sekolah yang direfleksikan melalui aktivitas berfikir dan bertindak pada 
pelaksanaan tugas ketatausahaan sekolah. 
Standar kompetensi petugas tata usaha sekolah sebagaimana tertuang dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 yang meliputi 
standar kualifikasi dan standar kompetensi. Standar kompetensi tenaga 
administrasi sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan meliputi kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi teknis. Khusus untuk kepala tata 
usaha dipersyaratkan memiliki kompetensi manajerial. 
a. Kompetensi Kepribadian 
Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan yang mencerminkan 
kepribadian yang memiliki integritas dan berakhlak mulia, memiliki etos kerja, 
mampu mengendalikan diri, memiliki kepercayaan diri, memiliki fleksibilitas, 
selalu bertindak teliti, memiliki kedisiplinan tinggi, memiliki kreativitas, mampu 
membuat inovasi, serta dapat bertanggung jawab. 
b. Kompetensi Sosial 
Kompetensi sosial merupakan kemampuan tenaga administrasi sekolah untuk 
dapat bekerja sama dalam tim, melaksanakan pelayanan prima sesuai operasi 
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standar prosedur, memiliki kesadaran berorganisasi dengan bertanggung jawab 
dalam pencapaian tujuan organisasi, berkomunikasi secara efektif, dan dapat 
membangun hubungan kerja yang harmonis serta memposisikan diri sesuai 
dengan peran masing-masing. 
c. Kompetensi Teknis 
Kompetensi teknis meliputi kemampuan untuk melaksanakan administrasi 
kepegawaian, melaksanakan administrasi keuangan, melaksanakan administrasi 
sarana prasarana, melaksanakan administrasi hubungan sekolah dengan 
masyarakat, melaksanakan administrasi persuratan dan pengarsipan, 
melaksanakan administrasi kesiswaaan, melaksanakan administrasi kurikulum, 
melaksanakan administrasi layanan khusus, serta penerapan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK). 
d. Kompetensi Manajerial 
Kompetensi manajerial khusus untuk seorang kepala tata usaha sekolah. 
Kompetensi manajerial meliputi kompetensi untuk mendukung pengelolaan 
standar nasional pendidikan, menyusun program dan laporan kerja, 
mengorganisasikan staf, mengembangkan staf, mengambil keputusan, 
menciptakan iklim kerja yang kondusif, mengoptimalkan pemanfaatan 
sumberdaya, membina staf, mengelola konflik, dan menyusun laporan 
pelaksanaan program atau kegiatan. 
Dengan demikian, standar kompetensi tenaga administrasi sekolah 
merupakan standar kompetensi yang wajib dipenuhi dan dimiliki oleh seorang 
petugas tata usaha sekolah agar dapat memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan 
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kualitas pelayanan dalam penyelengaaraan pendidikan di sekolah. Terpenuhinya 
standar kompetensi tenaga administrasi sekolah dapat mendukung profesionalitas 
seorang petugas tata usaha sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
sebagai petugas tata usaha di suatu sekolah. 
 
C. Ruang Lingkup Ketatausahaan Peserta Didik 
1. Perencanaan Peserta Didik 
Perencanaan peserta didik menurut Ali Imron (2011: 21) adalah suatu 
aktivitas memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan 
dengan peserta didik di sekolah, baik peserta didik akan memasuki sekolah 
maupun mereka akan lulus dari sekolah. Pengertian perencanaan peserta didik 
dikemukakan pula oleh Tatang M. Amirin dkk (2011: 51) bahwa perencanaan 
terhadap peserta didik menyangkut perencanaan siswa baru, kelulusan, jumlah 
putus sekolah dan kepindahan. Berdasarkan dua pendapat tersebut maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa perencanaan peserta didik adalah kegiatan 
merencanakan kebutuhan dan aktivitas peserta didik mulai dari yang bersangkutan 
masuk sekolah sampai keluar dari sekolah. 
Pada perencanaan peserta didik terdapat beberapa kegiatan yang harus 
dilakukan oleh pihak sekolah. Kegiatan tersebut sebagaimana dikemukakan 
Meilina Bustari dan Tina Rahmawati (2005: 13), meliputi: 
a. menentukan panitia penerimaan peserta didik baru, 
b. menentukan daya tampung, 
c. menentukan syarat pendaftaran bagi peserta didik baru, 
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d. menyediakan formulir pendaftaran, 
e. pengumuman pendaftaran, 
f. pelaksanaan seleksi calon peserta didik, 
g. menentukan calon yang akan diterima, 
h. daftar ulang/registrasi bagi siswa yang akan diterima, 
i. pencatatan siswa baru ke dalam buku induk, 
j. pencatatan siswa baru ke dalam buku klaper. 
Pada perencanaan peserta didik tersebut berhubungan langsung dengan 
kegiatan penerimaan, proses pencatatan atau dokumentasi data pribadi siswa, 
pencatatan atau dokumentasi hasil (prestasi belajar) dan hal lain yang diperlukan 
dalam kegiatan kurikuler maupun ko-kurikuler. 
 
2. Pembinaan Peserta Didik 
Pembinaan peserta didik dilakukan  agar siswa mengenal lingungan belajar, 
menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah, serta menemukan pengalaman 
belajar. Pada kegiatan pembinaan peserta didik tersebut sebagaimana 
dikemukakan Meilina Bustari dan Tina Rahmawati (2005: 29) meliputi aktivitas 
sebagai berikut: 
a. Orientasi Peserta Didik Baru 
Orientasi peserta didik baru tersebut berupa orientasi secara fisik, mental, dan 
emosional untuk mempersiapkan peserta didik mengikuti pendidikan di sekolah. 
Pada orientasi peserta didik baru tersebut terdapat hal-hal yang harus 
diperkenalkan kepada peserta didik baru, antara lain mengenai tenaga pendidik, 
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tenaga non-pendidik, pengurus osis, tata tertib sekolah, fasilitas-fasilitas sekolah, 
program sekolah, dan struktur sekolah. 
b. Pengelolaan Kelas 
Pengelolaan kelas merupakan upaya penciptaan situasi dan kondisi yang 
kondusif untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Terdapat hal-hal yang 
perlu diperhatikan pada kegiatan pembinaan siswa di kelas, yaitu: partisipasi 
siswa, nilai-nilai intrisik, tingkat efisiensi proses belajar, dan ketercapaian tujuan 
belajar. Oleh karena itu, pada kegiatan pengelolaan kelas dilakukan pencatatan 
kehadiran siswa-guru dan pelaksanaan kegiatan belajar.  
c. Pembinaan Disiplin Peserta Didik 
Tata tertib sekolah merupakan catatan atau peraturan yang berguna untuk 
mengatur sikap warga sekolah termasuk peserta didik selama berada di dalam 
sekolah. Tata tertib tersebut mengatur aturan waktu belajar; kegiatan yang harus 
diikuti peserta didik; sopan santun sekolah; aturan pakaian dan seragam sekolah; 
keamanan dan kebersihan sekolah; serta sanksi yang diberikan kepada peserta 
didik yang melanggar aturan sekolah. 
d. Pembinaan Minat Bakat Peserta Didik 
Peserta didik memiliki hak untuk mengembangkan bakat dan minat masing-
masing. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan 
ekstrakurikuler. Intrakurikuler merupakan organisasi yang wajib ada dan resmi 
dikelola sekolah yaitu OSIS. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan 
pengembangan potensi siswa yang dilakukan di luar jam pelajaran.  
Perkembangan setiap bakat siswa perlu dilakukan pencatatan secara berkala. 
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3. Evaluasi terhadap Peserta Didik 
Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional pasal 57 ayat 1 dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan dalam 
rangka pengendalian mutu pendidikan kepada pihak pihak yang berkepentingan, 
diantaranya terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan. Terkait 
dengan peserta didik, Tatang M. Amirin dkk (2011: 55) berpendapat bahwa 
evaluasi hasil belajar peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil 
belajar siswa baik yang berupa kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun 
ekstrakurikuler. Jadi, pada dasarnya kegiatan evaluasi peserta didik bertujuan 
untuk melihat kemajuan belajar peserta didik.  
Kegiatan evaluasi belajar peserta didik sebagai kegiatan penilaian peserta 
didik mempunyai empat fungsi pokok sebagaimana dikemukakan Suharsimi 
Arikunto (2012: 18) yaitu: 
a. Fungsi selektif, yaitu evaluasi digunakan sebagai alat memilih peserta didik 
yang diterima, kenaikan tingkat, beasiswa, dan kelulusan. 
b. Fungsi diagnostik, yaitu evaluasi digunakan sebagai metode untuk 
mengetahui setiap kelemahan dan kelebihan peserta didik sehingga dapat 
ditentukan suatu solusi. 
c. Fungsi penempatan, evaluasi digunakan untuk mengukur kemampuan peserta 
didik sehingga dapat ditentukan kelompok yang sesuai kemampuan yang 
dimiliki masing-masing peserta didik. 
d. Fungsi pengukur keberhasilan, yaitu evalusi digunakan sebagai alat pengukur 
ketercapaian program yang telah dilaksanakan. 
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Berkaitan dengan beberapa kegiatan evaluasi belajar peserta didik tersebut 
maka setiap hasil evalusi belajar peserta didik harus dicatat, didokumentasikan, 
dan dibuat statistik perkembangan belajar siswa. Dengan demikian, hasil evaluasi 
tersebut dapat menggambarkan tingkat perkembangan belajar dan tingkat 
kemampuan masing-masing peserta didik. 
 
4. Mutasi Peserta Didik 
Mutasi dilakukan agar peserta didik mendapat pelayanan pendidikan sesuai 
dengan kebutuhan masing-masing. Mutasi peserta didik merupakan perpindahan 
peserta didik pada satu sekolah maupun ke luar sekolah. Hal tersebut juga 
dikemukakan Tatang M. Amirin, dkk. (2011: 64) bahwa mutasi peserta didik 
terdiri dari dua macam yaitu mutasi intern dan mutasi ekstern. 
a. Mutasi Intern 
Mutasi intern merupakan perpindahan peserta didik dalam suatu sekolah 
dikarenakan kenaikan kelas maupun pindah kelas. Kenaikan kelas adalah peserta 
didik yang telah menyelesaikan program pendidikan selama satu tahun, apabila 
telah memenuhi syarat dapat dinaikkan ke kelas berikutnya. Pindah kelas 
merupakan perpindahan peserta didik pada kelas yang lain dalam satu sekolah 
namun pada tingkat dan jenjang pendidikan yang sama. 
b. Mutasi ekstern 
Mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah 
lain. Penyebab dari mutasi ekstern ini bermacam-macam antara lain kepentingan 
peserta didik untuk mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan maupun sebagai 
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perlindungan kepada sekolah untuk melaksanakan proses pendidikan secara 
wajar. Pada mutasi ektern perlu memperhatikan mengenai ketentuan mutasi, 
alasan mutasi, syarat mutasi, penomoran buku induk, penempatan peserta didik, 
dan surat izin belajar bagi WNA. 
Pelaksanaan mutasi peserta didik, baik yang bersifat intern maupun ekstern 
pasti akan disertai dengan adanya ketentuan dan persyaratan tertentu. Pada 
pelayanan mutasi peserta didik tersebut, petugas tata usaha sekolah memiliki 
tugas dalam menyediakan informasi mengenai proses mutasi, syarat mutasi, 
melayani proses mutasi, menyimpan pemberkasan mutasi, serta melakukan 
pencatatan mutasi setiap peserta didik. 
Berdasarkan rangkaian pelaksanaan manajemen peserta didik tersebut bukan 
hanya terdapat aspek operasional yang membantu pertumbuhan dan 
perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah, melainkan 
terdapat aspek administratif. Aspek administrastif tersebut bertujuan untuk 
menunjang aspek operasional. 
 
D. Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik 
1. Pengertian Pelayanan 
Kegiatan pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai 
tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pelayanan berhubungan langsung 
dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas para pengguna pendidikan. Pelayanan 
merupakan kegiatan yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 
mempergunakan barang-barang dan jasa termasuk di dalamnya proses 
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pengambilan keputusan pada masa persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan 
tersebut (Handoko, 2004: 10). Pendapat lain mengenai pengertian pelayanan 
dikemukakan Andie Megantara (2005: 4) yang menyebutkan bahwa pelayanan 
merupakan suatu cara melayani, membantu menyiapkan atau mengurus keperluan 
seseorang atau sekelompok orang. 
Pada konteks organisasi, layanan termasuk di dalam salah satu satuan 
organisasi yang diserahi tugas, pekerjaan, dan kegiatan terkait dengan aktivitas 
melayani. Satuan layanan menurut pendapat Sutarto (2006: 72) disebut sebagai 
satuan penataan yaitu satuan organisasi yang melakukan aktivitas membantu 
berbagai kebutuhan satuan lain agar berjalan lancar. Satuan lain yang dimaksud, 
meliputi satuan pimpinan, satuan haluan, satuan operasi, satuan komersial, satuan 
kontrol, dan satuan konsultasi. Jadi, pelayanan yang dilakukan oleh satuan 
layanan dalam sebuah organisasi mencakup pelayanan kepada semua satuan 
organsisi dari berbagai jenjang. 
Pada organisasi sekolah, yang disebut sebagai satuan layanan adalah petugas 
tata usaha sekolah. Dengan demikian, tata usaha sekolah memiliki tugas 
membantu berbagai kebutuhan kepala sekolah; komite sekolah; dewan sekolah, 
tim manajemen sekolah yang meliputi bidang sarana prasarana, bidang kesiswaan, 
bidang hubungan masyarakat, bidang kurikulum; guru; peserta didik, dan 
masyarakat. Bentuk layanan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi tata 
usaha sekolah yaitu memberikan layanan terhadap hal-hal yang bersifat 
administrastif guna membantu kebutuhan para pemangku kepentingan pendidikan 
pada masing-masing satuan kerja. 
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2. Pengertian Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik 
Pada konteks ketatausahaan, pelayanan ketatausahaan merupakan kegiatan 
pemberian pelayanan mengenai hal-hal yang bersifat adminisratif.  Pada kegiatan 
manajemen peserta didik bukan hanya terdapat pelayanan pada aspek operasional 
yang dilakukan oleh guru untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 
peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah, melainkan terdapat pelayanan 
pada aspek administratif yang dilakukan oleh tenaga administrasi sekolah atau 
yang biasa disebut sebagai tata usaha sekolah. Aspek administratif tersebut berupa 
kegiatan pencatatan, pendataan, dan pemberkasan mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan peserta didik mulai dari peserta didik masuk di suatu sekolah 
sampai keluar dari sekolah tersebut. 
Kegiatan pencatatan, pendataan, dan pemberkasan yang berkaitan dengan 
peserta didik tersebut merupakan tugas dari bagian ketatausahaan. Pendapat 
mengenai ketatausahaan yang berkaitan dengan peserta didik sebagaimana 
dikemukakan oleh Edi Suardi (1979: 24) bahwa yang dimaksud dengan 
ketatausahaan peserta didik adalah segala bentuk catatan yang berkaitan dengan 
peserta didik. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat Mulyasa (2007: 46) 
yang menyatakan bahwa ketatausahaan peserta didik berkaitan dengan pencatatan 
data dan pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan peserta didik 
mulai dari masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu 
sekolah. Sementara itu, ketatausahaan peserta didik sebagaimana disebutkan 
Abdul Aziz Wahab (2008: 107) berkaitan dengan kegiatan kesekretariatan, 
menghimpun surat, keterangan, dan informasi. 
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Pelaksanaan ketatausahaan siswa merupakan bentuk pelayanan administratif 
siswa yang terselenggara selama siswa berada di sekolah. Jadi, pelayanan 
ketatausahaan siswa berupa pelayanan mengenai surat-menyurat, keterangan 
(data), dan informasi yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari masuk 
sekolah, proses perkembangan di sekolah, sampai dengan keluarnya peserta didik 
tersebut dari suatu sekolah. 
 
3. Tujuan Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik 
Kegiatan ketatausahaan sekolah dilakukan oleh petugas tata usaha sekolah 
yang telah diserahi tugas pada bidang pekerjaannya masing-masing untuk dapat 
memberikan pelayanan secara prima kepada para pelanggan pendidikan. 
Demikian pula penerapannya pada kegiatan ketatausahaan peserta didik bahwa 
petugas tata usaha sekolah diharapkan dapat memberikan pelayanan 
ketatausahaan secara prima sehingga peserta didik tidak memiliki hambatan dalam 
melaksanakan kegiatan belajar di sekolah.  
Adanya pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di suatu sekolah 
memiliki tujuan-tujuan tertentu yang dikehendaki oleh penyelenggara pendidikan 
pada masing-masing sekolah tersebut. Petugas bagian ketatausahaan sekolah 
memberikan pelayanan ketatausahaan peserta didik dimaksudkan untuk 
mempermudah proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah (Tim 
Dosen AP, 2011: 118). Sementara itu, Mulyasa (2007: 47) berpendapat bahwa 
pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di suatu sekolah memiliki 
tujuan sebagai berikut: 
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a. Memudahkan pihak sekolah, guru, dan orang tua peserta didik dalam 
memantau keberhasilan, kemajuan, dan prestasi belajar para peserta didik 
selama mengikuti pembelajaran di sekolah. 
b. Mendeteksi kondisi setiap peserta didik sehingga pihak sekolah dapat 
memberikan bimbingan maupun bantuan terhadap peserta didik yang 
memiliki suatu permasalahan. 
c. Menunjang aktivitas pengembangan pengetahuan, sikap kepribadian, aspek 
sosial emosional, dan keterampilan setiap peserta didik sehingga dapat 
tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi masing-masing. 
d. Mengetahui dan mengontrol keberhasilan atau prestasi kepala sekolah sebagai 
manajer pendidikan di suatu sekolah. 
Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik merupakan salah satu 
tugas sekolah untuk memenuhi hak siswa selama menempuh pendidikan di suatu 
sekolah dalam rangka menunjang segala aktivitas pembelajaran guna tercapainya 
tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. 
 
4. Bentuk Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik 
Tata usaha sekolah wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada 
siapa saja yang membutuhkan layanan administrasi pada penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah. Salah satu pihak yang berhak mendapat pelayanan tersebut 
adalah peserta didik. Layanan administrasi yang diberikan kepada peserta didik 
menurut pendapat Abdul Aziz Wahab (2008: 107) berupa surat menyurat, 
keterangan (melalui pendataan), dan informasi. 
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a. Persuratan 
Petugas tata usaha sekolah memiliki tugas kesekretariatan yaitu urusan tata 
persuratan dan kearsipan. Tata persuratan meliputi aktivitas mengelola surat 
masuk dan keluar. Terdapat berbagai aktivitas peserta didik yang harus didukung 
dengan sebuah legalitas berupa surat. Surat tersebut dapat berupa surat 
pernyataan, surat keterangan, surat pengantar, surat izin, surat dinas, dan 
sebagainya. Oleh karena itu, petugas tata usaha harus dapat melayani dan 
memenuhi kebutuhan persuratan tersebut. Selain itu, tata usaha sekolah harus 
menyimpan berkas atau surat yang menerangkan siswa tersebut agar jika 
dibutuhkan kembali dapat disediakan oleh tata usaha. Jika kebutuhan tersebut 
tidak dapat terpenuhi maka tidak menutup kemungkinan bahwa aktivitas 
perkembangan peserta didik dapat terhambat. 
b. Pendataan 
Petugas tata usaha perlu melakukan pendataan kepada setiap peserta didik 
guna mengenal latar belakang serta mengetahui taraf kemajuan dan perkembangan 
peserta didik dengan baik. Hal tersebut dilakukan dengan menyediakan data dan 
keterangan yang objektif. Setiap perubahan dan perkembangan peserta didik harus 
dicatat, dihimpun, dan disimpan sebagai dokumen sekolah secara lengkap, rapi, 
sistematis, dan terpelihara. Data yang lengkap mengenai siswa akan sangat 
berguna dalam membantu perkembangan atau mengatasi kesulitan belajar siswa. 
Selain itu, data yang didukung dengan dokumen siswa yang lengkap dapat 
memudahkan klasifikasi siswa guna pengajuan beasiswa, bantuan sekolah, 
maupun berpartisipasi dalam sebuah kompetisi.  
36 
 
c. Informasi 
Sekolah berkewajiban untuk melayani kepentingan siswa. Tata usaha  dalam 
fungsinya melayani pekerjaan-pekerjaan operatif (operasional) harus dapat 
menyediakan berbagai informasi yang diperlukan siswa. Informasi-informasi 
tersebut dapat memudahkan tercapainya tujuan yang diinginkan atau 
memungkinkan penyelesaian pekerjaan operasional kesiswaan secara lebih baik. 
Petugas tata usaha harus dapat mengakses, menyediakan, dan mensosialisasikan 
berbagai informasi yang menyangkut kepentingan siswa. Oleh karena itu, petugas 
tata usaha sekolah dituntut mampu menerapkan sistem informasi dengan terampil 
agar dalam memberikan pelayanan mengenai informasi kesiswaan dapat 
dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat. 
Jadi, kegiatan ketatausahaan merupakan bagian dari kegiatan administrasi di 
sekolah. Adapun bentuk layanan ketatausahaan peserta didik bukan hanya 
meliputi layanan persuratan peserta didik, melainkan mencakup pengelolaan 
semua bahan keterangan atau data-data serta informasi yang menyangkut peserta 
didik selama berada di sekolah. 
 
5. Kendala Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik 
Pelayanan ketatausahaan siswa bukan merupakan hal yang sederhana karena 
dalam pelaksanaan pelayanan ketatusahaan tersebut memungkinkan adanya 
kendala. Kendala tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal petugas 
layanan yang menjadi faktor penghambat dalam proses pelayanan ketatausahaan 
siswa. Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan ketatausahaan siswa dapat 
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dilihat dari kualitas maupun kuantitas input (masukan) pendidikan yang 
mendukung kegiatan ketatausahaan peserta didik. Input yang dimaksud tersebut 
sebagaimana dikemukakan Aan Komariah dan Cepi Triatna (2006: 2-3), meliputi 
komponen sebagai berikut: 
a. Personalia 
Personalia adalah tenaga tata usaha sekolah yang membantu kepala sekolah 
mengelola sekolah. Kendala yang berasal dari tata usaha sekolah dapat dilihat dari 
segi kualitas maupun kuantitas. Tingkat kemampuan dan keterampilan setiap 
tenaga tata usaha sekolah akan berpengaruh terhadap layanan ketatausahaan yang 
akan diberikan. Selain itu, Kesiapan, kesanggupan, dan kesadaran setiap tenaga 
tata usaha sekolah terhadap tugas dan tanggung jawabnya akan berpengaruh 
terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Adapun dilihat dari segi kuantitas 
adalah mengenai ketersediaan tenaga tata usaha sekolah yang diberi tugas dan 
tanggung jawab memberikan pelayanan ketatausahaan peserta didik pada setiap 
sekolah. Keterbatasan tenaga tata usaha sekolah akan menghambat kinerja 
pelayanan ketatausahaan. 
b. Sumber Dana 
Kedudukan sumber dana sekolah akan berpengaruh terhadap pelayanan 
ketatausahaan peserta didik. Hal tersebut dikarenakan segala kegiatan operasional 
ketatausahaan di sekolah didukung oleh adanya sumber dana yang produktif dan 
memadai. Tanpa adanya dana yang lancar dan memadai memungkinkan 
terhambatnya ketersediaan pada sumber daya yang lain. Hal tersebut akan 
menghambat kegiatan pelayanan ketatausahaan siswa yang dilaksanakan oleh 
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seorang petugas tata usaha sekolah. Jadi, tanpa adanya dukungan sumber dana 
sekolah yang produktif dan memadai maka pelayanan ketatausahaan peserta didik 
tidak akan mencapai hasil yang maksimal. 
c. Material 
Material merupakan barang-barang atau bahan-bahan fisik yang diperlukan 
untuk menunjang terjadinya pelayanan ketatausahaan peserta didik di sekolah. 
Material tersebut merupakan sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung 
segala kegiatan ketatausahaan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di 
suatu sekolah. Material yang tersedia harus memadai serta memiliki kualitas yang 
baik dan layak pakai. Tanpa sarana prasarana yang memadai dan memenuhi 
standar kualitas yang baik maka kegiatan ketatausahaan peserta didik dapat 
terhambat. Dengan demikian, pelayanan mengenai ketatausahaan peserta didik 
tidak dapat dipenuhi secara maksimal. 
d. Metode 
Metode merupakan cara-cara, teknik, dan strategi yang digunakan oleh 
petugas tata usaha sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Metode kerja 
yang kurang sesuai dan kurang baik akan mempengaruhi pelaksanaan tugas tata 
usaha sekolah dalam memberikan pelayanan ketatausahaan peserta didik. Metode 
yang kurang baik dapat berupa sistem penyelenggaraan ketatausahaan yang 
kurang jelas. Sistem penyelenggaraan ketatausahaan yang kurang jelas dapat 
mengganggu kecepatan dan ketepatan pelayanan ketatausahaan peserta didik. 
Jadi, ketepatan metode yang digunakan berdampak pada efektivitas, efisiensi, dan 
produktivitas pelayanan ketatausahaan. 
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e. Mesin 
Mesin merupakan perangkat yang mendukung terjadinya kegiatan pelayanan 
ketatausahaan. Perangkat tersebut berupa media-media teknologi  yang digunakan 
selama kegiatan pelayanan ketatausahaan berlangsung. Ketersediaan teknologi 
akan berpengaruh terhadap eksistensi pelayanan yang diberikan oleh petugas tata 
usaha di sekolah. Demikian halnya dengan pelayanan ketatausahaan peserta didik, 
kemampuan teknologi dapat mendukung kemampuan sumber daya manusia dalam 
memberikan pelayanan ketatausahaan secara prima. Terlebih untuk saat ini, 
dimana segala hal harus mampu mengimbangi kemajuan teknologi informasi. 
Ketidaktersediaan teknologi maupun ketersediaan teknologi yang tidak dapat 
dimanfaatkan dengan baik menyebabkan pelayanan ketatausahaan peserta didik 
yang diberikan oleh petugas tata usaha sekolah menjadi kurang maksimal. 
Berdasarkan pemaparan mengenai beberapa hal yang memungkinkan terjadi 
kendala dalam pelayanan ketatausahaan peserta didik maka dapat diidentifikasi 
bahwa kendala tersebut berasal dari sumber daya yang digunakan. Ketersediaan 
sumber daya yang memadai serta didukung oleh kualitas sumber daya yang baik 
akan berpengaruh pada pelayanan ketatausahaan peserta didik yang lebih baik. 
Sebaliknya, keadaan sumber daya yang kurang memadai serta kualitas sumber 
daya yang kurang baik dapat mempengaruhi pelayanan ketatausahaan peserta 
didik menjadi kurang maksimal. Meskipun demikian, tidak menutup 
kemungkinan bahwa hambatan pada pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta 
didik dapat berasal dari adanya pengaruh dari luar lingkungan atau hal-hal yang 
timbul di luar prediksi awal. 
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E. Penelitian Relevan 
Penelitian mengenai pelayanan ketatausahaan peserta didik pada 
penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon terdapat beberapa 
penelitian yang relevan dengan penelitian tersebut. Penelitian yang relevan 
dengan penelitian tersebut, meliputi: 
1. Penelitian Tugas Akhir Skripsi yang dilakukan oleh Siska Florida Kacaribu 
dengan judul Peranan Tatausaha dalam Melaksanakan Fungsi Pelayanan 
Administrasi pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan 
hasil penelitian tersebut, bagian tata usaha Kantor Dinas Sosial Provinsi 
Sumatera Utara sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dimana tugas 
tersebut adalah melayani sesuatu pekerjaan operatif dengan menyediakan 
berbagai keterangan yang diperlukan, menyediakan keterangan-keterangan 
bagi pucuk pimpinan organisasi, serta untuk melancarkan kehidupan dan 
perkembangan organisasi dalam suatu keseluruhan. Meskipun demikian, pada 
implementasinya terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam 
melaksanakan pekerjaan ketatausahaan yaitu keterbatasan peralatan dan 
perlengkapan tata usaha yang tersedia di lembaga serta metode kerja yang 
diterapkan dinilai kurang baik dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan 
ketatausahaan di kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Daru Asih dengan judul analisis Faktor 
Kualitas Layanan Administrasi Akademik dalam Memberikan Kepuasan 
kepada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana 
Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi 
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akademik dikategorikan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pertama, kualitas 
teknikal berupa fasilitas fisik yang nyaman dan menarik. Hal tersebut diindikasi 
dengan ruang pelayanan yang nyaman, tata letak ruang yang baik, penampilan 
karyawan yang rapi, dan fasilitas fisik lainnya yang menarik. Kedua adalah 
kualitas fungsional, meliputi kinerja karyawan dalam melaksanakan pelayanan 
dengan baik, benar, tepat waktu, cepat tanggap, tidak berbelit-belit, bersahabat, 
memberikan kenyamanan, dan selalu menghindari kesalahan. Ketiga adalah 
komitmen karyawan, yaitu memprioritaskan kebutuhan mahasiswa, berperilaku 
unggul, bersikap ramah, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik. 
Karyawan dapat memahami, memprioritaskan, dan memfasilitasi kepentingan 
mahasiswa dalam memperoleh pelayanan. 
3. Penelitian ilmiah teknik industri yang dilakukan secara berkelompok oleh 
Muzakiyah, Siti Husna Ainu Syukri, dan Ira Setyaningsih dengan judul 
Analisis Kualitas Pelayanan pada Bagian Tata Usaha Berdasarkan Tingkat 
Kepuasan Mahasiswa. Pada hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa 
pelayanan di bagian tata usaha harus bersahabat, cepat, dan akurat. Hal ini 
menunjukkan bahwa orientasi layanan di bagian tata usaha harus didasarkan 
pada kebutuhan mahasiswa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat 
kualitas pelayanan ketatausahaan berdasarkan tingkat kepuasan mahasiswa 
selaku pelanggan jasa katatusahaan menunjukkan hasil yang kurang 
memuaskan. Hal tersebut dilihat dari berbagai faktor yang meliputi faktor 
tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and  empathy. Berdasarkan 
faktor-faktor tersebut, hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan tata 
usaha pada tingkat kinerja yang rendah. 
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F. Kerangka Pikir 
Pada penelitian ini perlu penggambaran kerangka berpikir yang jelas untuk 
mengetahui alur pemikiran pelaksanaan penelitian. Berikut ini kerangka pikir 
yang mendasari penelitian mengenai pelayanan ketatausahaan peserta didik pada 
penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon : 
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Tata usaha sekolah merupakan tenaga di luar tenaga pengajar di sekolah yang 
menjalankan fungsinya membantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan 
kegiatan administrasi di sekolah. Kegiatan administrasi pendidikan merupakan 
pengelolaan komponen-komponen yang ada dalam proses penyelenggaraan 
pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan tersebut diharapkan 
dapat memberikan dukungan layanan administrasi bagi stakeholder pendidikan 
guna terselenggaranya proses pendidikan di sekolah yang bermutu. Pelaksanaan 
kegiatan administrasi pendidikan di sekolah menjadi tugas seorang kepala 
sekolah. Kepala sekolah sebagai pejabat pimpinan di sekolah memiliki beban 
tugas yang tinggi dan sewaktu-waktu harus dikerjakan pada waktu yang 
bersamaan sehingga pada pelaksanaannya, tugas administrasi dilimpahkan kepada 
tenaga administrasi sekolah atau sering disebut petugas tata usaha sekolah. 
Tugas dan fungsi petugas tata usaha sekolah di jenjang pendidikan menengah, 
idealnya tidak boleh dilakukan oleh tenaga pengajar pada sekolah tersebut. 
Pelaksanaan tugas ketatausahaan dilakukan oleh seorang petugas tata usaha 
sekolah yang berpedoman pada pelimpahan tugas dan wewenang yang diberikan 
oleh kepala sekolah. Tugas tersebut bersifat administratif serta merupakan 
pekerjaan pelayanan untuk kelancaran proses pembelajaran di sekolah. 
Ketatausahaan berfungsi membantu kegiatan operatif atau tugas pokok sekolah. 
Kegiatan tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya catatan-catatan, keterangan-
keterangan, dan data-data yang disiapkan oleh petugas tata usaha sekolah. Oleh 
karena itu, petugas tata usaha memiliki tugas pencatatan atau pendataan, 
penyediaan keterangan-keterangan atau informasi, serta surat menyurat. 
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Tata usaha sekolah wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada 
siapa saja yang membutuhkan layanan administrasi, termasuk para pelanggan 
pendidikan. Salah satu pelanggan pendidikan di sekolah adalah peserta didik 
sebagai pelanggan primer pendidikan di sekolah. Pelaksanaan ketatausahaan 
peserta didik bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang 
kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan lancar, tertib, teratur 
serta dapat mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Dalam rangka mewujudkan 
tujuan tersebut, bidang tata usaha kesiswaan memiliki tugas dalam melayani 
ketatausahaan peserta didik mulai siswa memasuki sekolah sampai yang 
bersangkutan keluar dari sekolah tersebut. Tugas pelayanan ketatausahaan peserta 
didik meliputi pada kegiatan penerimaan, pembinaan, evaluasi belajar, mutasi, 
sampai pada pasca kelulusan peserta didik. Pelayanan ketatausahaan peserta didik 
yang prima dari bagian tata usaha sekolah dapat menciptakan kepuasan serta 
memperlancar aktivitas peserta didik selama menempuh pendidikan. Dengan 
demikian, kegiatan administrasi di sekolah dapat menciptakan penyelenggaraan 
pendidikan yang mengarah pada prinsip efektif, efisien, produktif, dan bermutu. 
 
G. Pertanyaan Penelitian 
Penelitian pelayanan ketatausahaan peserta didik pada penyelenggaraan 
pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon dibatasi pada pertanyaan penelitian berikut: 
1. Bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon 
a. Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon pada saat perencanaan peserta didik? 
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b. Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon pada saat pembinaan peserta didik? 
c. Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon pada saat evaluasi peserta didik? 
d. Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon pada saat mutasi peserta didik? 
e. Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon pasca kelulusan peserta didik? 
2. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon 
a. Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat perencanaan peserta didik? 
b. Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat pembinaan peserta didik? 
c. Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat evaluasi peserta didik? 
d. Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat mutasi peserta didik? 
e. Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pasca kelulusan peserta didik? 
3. Kendala pada pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon 
a. Apa kendala yang dihadapi pada pelayanan ketatausahaan peserta didik 
serta bagaimana solusi atas kendala yang dihadapi pada pelayanan 
ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon?  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian  
Penelitian mengenai pelayanan ketatausahaan peserta didik pada 
penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon merupakan penelitian 
deskriptif dengan analisis kualitatif. James H. McMilan dan Sally Schumancher 
(2006: 315) berpendapat bahwa, “Qualitative research is inquiry in which 
researchers collect data in face to face situations by interacting with selected 
persons in their settings (e.g. field research). Qualitative research describes and 
analyzes people’s individual and collective social actions, beliefs, thoughts, and 
perception.” Berdasarkan pendapat tersebut maka yang dimaksud dengan 
penelitian kualitatif adalah penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti dengan 
mengumpulkan data melalui berhadapan langsung dengan orang-orang yang 
sudah ditentukan (misalnya: tempat penelitian). Penelitian kualitatif tersebut 
menggambarkan dan menganalisis tindakan sosial, keyakinan, pikiran, dan 
persepsi orang secara individu maupun kolektif. Penelitian ini akan 
mengumpulkan informasi mengenai pelayanan ketatausahaan peserta didik pada 
penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon. 
Penelitian deskriptif berupa kegiatan ekplorasi dan menggambarkan objek 
dengan tujuan dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang 
berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan (Hamid Darmadi, 2011: 34). 
Penelitian ini mendiskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang 
diteliti melalui pengumpulan data di lapangan.  
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Pada penelitian ini menggali realita secara mendalam tentang bentuk 
pelayanan ketatausahan peserta didik, keterlaksanaan pelayanan ketatausahan 
peserta didik, kendala yang dihadapi serta solusi terhadap kendala pada pelayanan 
ketatausahan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon.  
 
B. Setting Penelitian 
1. Waktu Penelitian 
Penelitian dimulai bulan Mei tahun 2014 sampai penelitian selesai dilakukan. 
Waktu penelitian tersebut dimanfaaatkan dan dialokasikan untuk 4 tahap kegiatan. 
Pertama, persiapan penelitian meliputi kegiatan pengesahan proposal oleh dosen 
pembimbing, mengurus perijinan penelitian, serta persiapan dan pembuatan 
instrumen. Kedua, pelaksanaan penelitian yang dilakukan di lapangan, berupa 
kegiatan pengumpulan data sebagaimana apa adanya yang ditemukan di lapangan. 
Ketiga, analisis data merupakan proses mengolah dan menganalisis data yang 
telah didapat dari lapangan untuk disajikan dalam bentuk informasi. Keempat, 
penyusunan laporan ini berupa laporan hasil penelitian. Data hasil penelitian yang 
sudah dianalisis disajikan menjadi informasi dan secara sistematis disusun 
menjadi sebuah laporan. 
2. Tempat Penelitian 
Penelitian mengenai pelayanan ketatausahan peserta didik dilakukan di 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 (Dua) Sewon Kabupaten Bantul. 
Lokasi sekolah tersebut terletak di Jalan Parangtritis Km 7 Sewon, Bantul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 
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C. Subyek dan Obyek Penelitian 
Subyek dalam penelitian ini adalah kepala tata usaha sekolah dan petugas tata 
usaha sekolah di SMK Negeri 2 Sewon. Kedua pihak tersebut merupakan pihak 
yang menangani secara langsung kegiatan pelayanan ketatausahaan peserta didik. 
Petugas tata usaha sekolah merupakan pihak yang diyakini paling tahu dan dapat 
memberikan informasi yang lengkap mengenai obyek yang diteliti sehingga dapat 
memberikan jawaban secara mendalam terhadap semua pertanyaan penelitian. 
Dokumen-dokumen yang terkait dalam pelayanan ketatausahaan peserta didik, 
antara lain berupa struktur organisasi sekolah, pedoman tugas pokok dan fungsi 
petugas tata usaha sekolah, data-data peserta didik, buku kesiswaaan, blangko 
atau surat layanan kesiswaan, dan berkas pribadi siswa. Obyek dalam penelitian 
ini yaitu pelayanan ketatausahaan peserta didik pada penyelenggaraan pendidikan 
di SMK Negeri 2 Sewon. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dari petugas tata usaha 
sekolah mengenai pelayanan ketatausahaan peserta didik pada penyelenggaraan 
pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon yang diperoleh dari hasil wawancara. 
Wawancara tersebut untuk mengetahui bagaimana pelayanan ketatausahaan 
peserta didik yang dilakukan oleh petugas tata usaha sekolah di SMK Negeri 2 
Sewon. Selain teknik wawancara, diperlukan teknik pengumpulan data berupa 
observasi dan studi dokumen untuk mendapatkan data tambahan serta verifikasi 
data yang diperoleh melalui wawancara. 
49 
 
1. Wawancara (Interview) 
Teknik utama pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah wawancara dengan pedoman wawancara tidak terstruktur. Wawancara 
tidak terstruktur menurut pendapat Esterberg (Sugiyono, 2012: 320) bersifat bebas 
tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 
dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan  
berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Hal yang digali dari 
wawancara adalah mengenai pelayanan ketatausahaan peserta didik pada 
penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon. Informan utama pada 
teknik wawancara ini adalah petugas tata usaha sekolah dengan informan 
pendukung yaitu kepala tata usaha sekolah. 
2. Observasi (Observation) 
Teknik observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat 
mendukung data utama, yaitu mencermati kegiatan, keadaan, tindakan, dan 
aktivitas pelayanan ketatausahaan peserta didik yang dilakukan oleh petugas tata 
usaha sekolah di SMK Negeri 2 Sewon. Observasi yang digunakan pada 
penelitian ini adalah observasi pasif, yaitu peneliti menjadi pengamat independen 
terhadap aktivitas yang terjadi tanpa terlibat di dalam aktivitas tersebut (Sugiyono, 
2012: 320). Observasi dalam penelitian ini bersifat sistematis dengan 
menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Pedoman observasi 
digunakan untuk mengamati bentuk pelayanan ketatausahan peserta didik, 
keterlaksanaan pelayanan ketatausahan peserta didik, serta kendala pada 
pelayanan ketatausahan peserta didik.  
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3. Studi Dokumen (Dokumentary) 
Teknik studi dokumen digunakan untuk memperkuat data dan informasi yang 
telah diperoleh peneliti agar lebih kredibel (dapat dipercaya). Dokumen 
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, 
gembar, maupun karya monumental (Sugiyono, 2012: 329). Dokumen tersebut 
digunakan untuk melengkapi informasi dan pengumpulan data yang terkait 
dengan bentuk pelayanan ketatausahan peserta didik. Dokumen yang dapat 
digunakan sebagai tambahan informasi tersebut, antara lain berupa struktur 
organisasi sekolah, pedoman tugas pokok dan fungsi petugas tata usaha sekolah, 
data-data peserta didik, buku kesiswaaan, blangko atau surat layanan kesiswaan, 
maupun berkas-berkas lain yang berhubungan dengan siswa. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri 
(human instrument). Hal tersebut dikarenakan pada penelitian kualitatif perlu 
instrumen yang bersifat fleksibel untuk menggali informasi yang lebih mendalam. 
Pada hal ini, peneliti merupakan pihak yang lebih tahu mengenai informasi apa 
yang akan digali serta sejauh mana informasi tersebut telah diperoleh. Peneliti 
akan menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, 
melakukan pengumpulan data, mentapkan metode penelitian, menilai kualitas 
data, analisis data, sampai pada penyajian. Adapun instrumen penelitian yang 
digunakan pada penelitian ini, meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi, 
dan panduan pengamatan. 
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F. Keabsahan Data 
Keabsahan data pada penelitian kualitatif menurut Djam’an Satori dan Aan 
Komariah (2009: 164) yaitu data dinyatakan absah apabila memiliki derajat 
keterpercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan 
(dependability), dan kepastian (confirmability). Uji keabsahan data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah derajat kepercayaan (credibility) dengan 
menggunakan teknik triangulasi.  
Pada teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2012: 330). Nilai 
dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data 
yang diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten, atau kontradiksi. Oleh 
karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data maka 
data yang diperoleh akan konsisten, tuntas, dan pasti.  
Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data dan teknik 
triangulasi teknik. Teknik triangulasi sumber data yaitu membandingkan dan 
mengecek derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dengan menggunakan 
teknik yang sama melalui beberapa sumber yang berbeda. Teknik triangulasi 
sumber meliputi kepala tata usaha sekolah dan petugas tata usaha sekolah. 
Penelitian dilakukan melalui kegiatan wawancara kepada kepala tata usaha 
sekolah dan petugas tata usaha sekolah untuk menggali informasi yang sama 
namun dilakukan pada waktu yang berbeda guna mengetahui keselarasan 
informasi yang diperoleh. 
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Teknik triangulasi teknik dilakukan dengan melakukan kolaborasi pada 
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen melalui 
sumber yang sama. Peneliti menggunakan metode wawancara yang ditunjang 
dengan metode observasi dan studi dokumen pada saat wawancara dilakukan 
kepada masing-masing narasumber yaitu kepala tata usaha sekolah dan petugas 
tata usaha sekolah. 
 
G. Teknik Analisis Data 
Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Langkah-langkah teknik analisis data tersebut menurut Miles dan Huberman 
meliputi data reduction, data display, dan conclusion drawing/verivication 
(Sugiyono, 2013: 337). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 2. Langkah-langkah teknik analisis data model Miles dan Huberman 
Sumber: Sugiyono, 2013: 337 
Data 
Collection 
Data 
Reduction 
Data Display 
Conclusions 
drawing/verifyin
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1. Pengumpulan Data (Data Collection) 
Pengumpulan data merupakan kegiatan memperoleh sumber data dari 
lapangan. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 
observasi, dan studi dokumen. Data yang diperoleh dari lapangan, dikumpulkan, 
dan  disajikan dalam bentuk transkrip wawancara, deskripsi hasil pengamatan, dan 
deskripsi studi dokumentasi. 
2. Reduksi Data (Data Reduction) 
Reduksi data merupakan proses pemilahan data yang telah dikumpulkan dari 
sumber data di lapangan. Reduksi data dimulai dari catatan laporan semua data 
yang diperoleh dari lapangan kemudian diklasifikasikan sesuai pedoman 
penelitian, dirangkum, dipilah, dan difokuskan pada hal-hal yang penting.  
3. Display Data (Data Display) 
Display data merupakan operasional pengkategorian data dengan cara data 
yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam 
bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan 
antardata. Data tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk narasi untuk 
menjawab rumusan masalah penelitian. 
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusing Drawing/Verification) 
Langkah terakhir pada analisis data ini adalah penarikan kesimpulan dan 
verifikasi data. Data disajikan dalam hasil penelitian yang disertai dengan bukti-
bukti lapangan. Hasil penelitian tersebut dikaji berdasarkan teori atau peraturan 
yang sesuai. Dengan demikian, peneliti dapat menarik kesimpulan terhadap hasil 
penelitian serta memberikan saran terkait pelayanan ketatausahaan peserta didik. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Profil Lokasi Penelitian 
Penelitian mengenai pelayanan ketatausahaan peserta didik dilaksanakan di 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon Bantul. SMK Negeri 2 Sewon 
memiliki 2 (dua) unit gedung sekolah, unit pertama sebagai gedung induk 
beralamat di Jalan Parangtritis Km 7, Bangi, Timbulharjo, Sewon, Bantul, 
sedangkan unit kedua beralamat di Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, 
Bantul. Pendirian SMK Negeri 2 Sewon ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Bupati Bantul nomor 270 tahun 2003 tanggal 19 November 2003, sedangkan 
pelaksanaan operasional sekolah dimulai pada tahun pelajaran 2004/2005. 
Visi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon adalah “Menjadi SMK 
yang unggul, kompetitif, dan berakhlak mulia”. Dalam rangka perwujudan visi 
tersebut maka sekolah mengemban misi yang terdiri dari 7 (tujuh) butir misi 
sebagai berikut. 
1. Meningkatkan motivasi dan kerja nyata dalam mencapai misi sekolah. 
2. Melaksanakan pembelajaran diklat program normatif, adaptif, produktif, 
mulok, dan pengembangan diri secara terpadu. 
3. Mengembangkan potensi psikomotorik/skill sesuai dengan program keahlian. 
4. Menumbuhkan karakter melalui keteladanan dan pembiasaan. 
5. Menumbuhkan sikap mandiri dan berjiwa wirausaha. 
6. Membina dan memupuk minat, bakat, kreativitas, dan karir. 
7. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kepribadian dan keagamaan. 
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Upaya perwujudan tujuh butir misi sekolah tersebut perlu didukung dengan 
kegiatan administrasi untuk menunjang (facilitating function) aktivitas substantif. 
Kegiatan administrasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan pembagian urusan 
masing-masing. Berdasarkan hasil pengamatan bidang urusan tata usaha di SMK 
Negeri 2 Sewon dapat dilihat pada struktur organisasi di bawah ini. 
 
Gambar 3. Struktur Petugas Tata Usaha SMK Negeri 2 Sewon 
Sekolah memiliki tenaga adminitrasi yang terdiri dari 15 personel. Pada 
pelaksanaan urusan administrasi sekolah, masing-masing pelaksana urusan saling 
bekerja sama melaksanakan tugas administrasi. Keadaan tenaga adminitrasi di 
SMK Negeri 2 Sewon tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 1. Data Tenaga Administrasi SMK Negeri 2 Sewon 
No 
Tenaga 
Kependidikan 
Kualifikasi Pendidikan 
Status dan 
Jenis Kelamin 
JML 
S
M
P 
S
M
A 
D1 D2 D3 S1 
PNS PTT 
L P L P 
1 
Kepala  
Tata Usaha 
     1 1    1 
2 
Adm. 
Kepegawaian 
 1        1 1 
3 
Adm. 
Keuangan 
 1   1  1   1 2 
4 
Adm. 
Kesiswaan 
    1     1 1 
5 
Petugas 
Perpustakaan 
     1    1 1 
6 
Petugas 
Teknisi 
 2   1    2 1 3 
7 
Petugas 
Kebersihan 
dan Keamanan 
1 4  1     6  6 
JUMLAH 1 8 0 1 3 2 2 0 8 5 15 
Sumber: Data Profil Sekolah 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon memiliki 3 (tiga)  program 
keahlian yang masing-masing program keahlian terdiri dari 1 (satu) kompetensi 
keahlian. Adapun rombongan belajar berjumlah 15 kelas yang terdiri dari 5 
rombongan belajar pada setiap tingkat dengan jumlah peserta didik sebanyak 465 
orang siswa. Data jumlah peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon pada tahun 
pelajaran 2013/2014 disajikan pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2. Data Peserta Didik SMK Negeri 2 Sewon Tahun Pelajaran 2013/2014 
No 
Program 
Keahlian 
Kompetensi 
Keahlian 
Tingkat Kelas 
Jml. Siswa 
JML 
L P 
1 Teknik 
Komputer dan 
Informasi 
Multimedia 
X 
1 22 10 32 
2 22 9 31 
XI 
1 12 19 31 
2 14 19 33 
XII 
1 15 21 36 
2 22 14 36 
2 
 
 
 
 
 
Desain dan 
Produksi Kria 
 
 
 
 
Desain dan 
Produksi Kria 
Tekstil 
 
 
 
X 
1 5 25 30 
2 4 26 30 
XI 
1 4 30 34 
2 6 24 30 
XII 
1 6 20 26 
2 5 18 23 
3 Seni Rupa Desain 
Komunikasi 
Visual 
X 1 22 10 32 
XI 1 19 13 32 
XII 1 14 15 29 
JUMLAH 192 273 465 
Sumber: Data Profil Sekolah 
Petugas pelaksana urusan administrasi kesiswaan bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik. Keterbatasan 
petugas pelaksana urusan adminitrasi di SMK Negeri 2 Sewon menuntut petugas 
urusan kesiswaan bertanggung jawab terhadap urusan persuratan dan 
kepegawaian. Demikian pula pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik 
tidak hanya dilakukan oleh petugas urusan kesiswaan, melainkan dibantu 
pelaksanaannya oleh petugas urusan data pokok pendidikan. Meskipun terdapat 
job descreption namun pelaksanaanya tidak sesuai dengan pembagian tugas yang 
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ditetapkan karena setiap petugas dituntut mampu melaksanakan semua kegiatan 
administrasi guna membantu beban tugas yang lain. Dengan demikian, 
keterbatasan jumlah tenaga administrasi sekolah diharapkan tidak menghambat 
pelaksanaan kegiatan administrasi di SMK Negeri 2 Sewon. Terdapat kelemahan 
dari kebijakan tersebut yaitu koordinasi masing-masing petugas kurang baik serta 
pekerjaan yang dikerjakan cenderung berupa pekerjaan yang biasa dikerjakan 
sehingga mengakibatkan pembagian tugas terkesan semu atau tidak jelas. 
 
B. Hasil Penelitian 
Data penelitian tentang pelayanan ketatausahaan peserta didik pada 
penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon diperoleh menggunakan 
instrumen pengumpulan data berupa wawancara tidak terstruktur, observasi, dan 
studi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai 
bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik, pelaksanaan pelayanan 
ketatausahaan peserta didik, serta kendala dalam pelayanan ketatausahaan peserta 
didik. Berikut ini penyajian data penelitian pelayanan ketatausahaan peserta didik 
pada penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon. 
1. Bentuk Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik 
Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka hal pertama yang akan diteliti 
adalah mengenai bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon. Berikut ini data hasil penelitian mengenai bentuk pelayanan ketatausahaan 
peserta didik pada penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon 
sebagaimana telah dijabarkan berdasarkan pertanyaan penelitian. 
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a. Bentuk Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik pada saat Penerimaan 
Bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik pada tahap penerimaan akan 
terlihat mengenai apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik yang 
diberikan oleh petugas tata usaha sekolah selama kegiatan penerimaan. Sebelum 
melihat mengenai bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik maka terlebih 
dahulu mengetahui bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada saat penerimaan 
peserta didik. Kepala tata usaha sekolah pada tanggal 28 Mei 2014 mengatakan 
bahwa: “Perencanaan itu  kegiatan recruitment peserta didik baru itu ya mba, 
namun kegiatan itu sepenuhnya dikelola oleh panitia khusus sehingga TU tidak 
memiliki tugas pada perencanaan peserta didik”. Hal senada juga dikemukakan 
oleh petugas tata usaha sekolah pada tanggal 28 Mei 2014 bahwa: “Perencanaan 
itu berupa penerimaan peserta didik baru tetapi yang bertanggung jawab 
sepenuhnya diserahkan kepada panitia yang berasal dari guru danTU”. 
Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru menjadi tanggung jawab panitia 
khusus, namun pada saat penerimaan pelayanan ketatausahaan peserta didik tetap 
diberikan oleh petugas tata usaha. Hal tersebut diinformasikan oleh kepala tata 
usaha sekolah pada tanggal 28 Mei 2014 bahwa:  
“TU tidak memiliki tugas pada perenanaan peserta didik, namun berkas 
pendaftaran tetap disimpan TU apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Setelah 
penerimaan peserta didik baru TU bertugas menyediakan data lengkap 
berdasarkan dengan laporan penerimaan peserta didik baru yang telah 
diberikan oleh panitia PPDB. Setelah mendokumentasikan data siswa, TU 
juga membuatkan Nomor Induk Siswa (NIS) kepada peserta didik baru yang 
ditulis pada buku induk siswa”. 
Pernyataan serupa disampaikan oleh petugas tata usaha sekolah pada tanggal 
28 Mei 2014 bahwa: 
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“Biasanya kalau dari TU hanya membantu untuk promosi sekolah karena itu 
ada tugas dari kepanitiaan jika panitia meminta data sekolah sasaran promosi. 
TU menyediakan data mengenai SMP mana saja yang akan menjadi sasaran 
promosi. Setelah penerimaan siswa baru kemudian TU menerima nama-nama 
siswa yang telah diterima kemudian diolah menjadi data induk siswa atau 
istilahnya  data pribadi siswa”.  
Pernyataan tersebut didukung dengan data hasil studi dokumen ketatusahaan 
peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon. Berdasarkan hasil studi dokumen, berikut 
ini dokumen yang dikelola oleh tata tata usaha sekolah pada saat penerimaan. 
1) Data sasaran promosi sekolah yaitu berisi data Sekolah Menengah Pertama di 
wilayah kabupaten Bantul beserta alamat lengkap masing-masing sekolah 
yang digunakan sebagai lokasi tujuan promosi. 
2) Daftar peminat berupa daftar nama calon siswa yang mendaftar di SMK N 2 
Sewon. Dafatr tersebut diterima dari hasil laporan penerimaan peserta didik 
baru yang menunjukkan nama-nama calon peserta didik yang mendaftarkan 
diri di SMK N 2 Sewon. 
3) Data peserta didik baru berupa data peserta didik yang sudah dinyatakan 
diterima di SMK N 2 Sewon. Format data tersebut, meliputi: 
a) Nomor Urut 
b) Nama 
c) Nomor Induk Siswa 
d) Jenis Kelamin 
e) Tempat, Tanggal Lahir 
f) Agama  
g) Alamat 
k) Nomor Ijazah 
l) Kelas Diterima 
m) Tanggal Penerimaan 
n) Nama Ayah 
o) Nama Ibu 
p) Alamat Orang Tua 
q) Pekerjaan Orang Tua 
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h) Nama Sekolh Asal 
i) Alamat Sekolah Asal 
j) Tahun Ijazah 
r) Nama Wali 
s) Alamat Wali 
t) Pekerjaan Wali 
4) Data seluruh siswa berisi data seluruh siswa mulai dari kelas X-XII yang 
dikategorikan berdasarkan kelas dan program keahlian pada setiap tahun 
pelajaran. Format data tersebut meliputi Jurusan, Nama Peserta, Nomor Induk 
Siswa (NIS), Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir. 
5) Data pengajuan beasiswa berisi data identitas peserta didik yang akan 
diusulkan sebagai penerima beasiswa. Berikut format data pengajuan 
beasiswa atau bentuk bantuan lain. 
a) No Urut 
b) Kelas 
c) Nama Siswa 
d) Tempat Lahir 
e) Tanggal Lahir 
f) Nomor Induk Siswa 
g) Nomor Induk Siswa Nasional 
h) Kode Kompetensi Keahlian 
i) Jenis Kelamin 
j) Nama Sekolah 
k) Alamat Sekolah 
l) Jenis Identitas 
m) Nomor Identitas 
n) Nama Ibu 
o) Nama Ayah 
p) Nomor Kartu Keluarga 
q) Nomor Kartu Perlindungan 
Sosial (KPS) 
r) No Kartu Calon Penerima 
s) Keterangan 
6) Laporan pelaksanaan PPDB berupa data dan informasi hasil pelaksanaan 
PPDB oleh panitia khusus yang dibukukan untuk dipertanggungjawaban di 
sekolah dan dikelola TU untuk dilaporkan di Dinas. 
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7) Buku induk siswa berupa berupa data pribadi siswa dan latar belakang pribadi 
siswa yang dibukukan pada saat peserta didik hendak memulai kegiatan 
pembelajaran di sekolah. Buku induk siswa memiliki format penulisan, 
sebagai berikut: 
a) Keterangan Tentang Diri Siswa 
b) Keterangan Tempat Tinggal 
c) Keterangan Kesehatan 
d) Keterangan Pendidikan 
e) Keterangan Tentang Ayah Kandung 
f) Keterangan Tentang Ibu Kandung 
g) Keterangan Tentang Wali 
h) Kegemaran 
i) Keterangan Perkembangan Siswa 
j) Keterangan Setelah Selesai 
Pendidikan 
k) Foto Siswa Terbaru 
8) Adapun berkas pendaftaran yang dikelola tata usaha berupa ijazah asli SMP 
sederajat yang disimpan oleh TU sekolah sebagai jaminan bagi siswa selama 
yang bersangkutan berada di sekolah tersebut. 
9) Blangko presensi merupakan lembar presensi kehadiran siswa yang disiapkan 
petugas tata usaha sekolah guna diisi oleh guru yang mengajar pada setiap 
hari aktif belajar di sekolah. 
Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen maka dapat disimpulkan 
bahwa pelayanan ketatausahaan yang dilakukan oleh petugas tata usaha sekolah 
meliputi pelayanan data peserta didik berupa data SMP (sasaran promosi sekolah), 
data peminat, data siswa baru, data seluruh siswa, data pengajuan beasiswa, serta 
hal yang berbentuk dokumentasi yaitu buku induk siswa dan laporan pelaksanaan 
PPDB. Selain hal yang berupa data dan dokumentasi, terdapat pula pelayanan 
persuratan berupa ijazah siswa masa SMP sederajat serta blangko kehadiran. 
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b. Bentuk Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik pada saat Pembinaan  
Pada tahap pembinaan, hendaknya terdapat pelayanan ketatausahaan peserta 
didik yang diberikan oleh petugas tata usaha sekolah untuk menunjang 
pelaksanaan pembinaan peserta didik. Sebelum menjabarkan lebih lanjut 
mengenai bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik tersebut maka perlu 
mengetahui terlebih dahulu bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada saat 
pembinaan peserta didik. Pada tanggal 28 Mei 2014, kepala tata usaha sekolah 
menuturkan mengenai pembinaan peserta didik bahwa:  
“Untuk pembinaan peserta didik yang pertama adalah pengenalan lingkungan 
kepada siswa melalui kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS), namun pada 
kegiatan MOS dilakukan dan dikelola oleh panitia khusus. Kedua, pembinaan 
belajar di kelas namun TU memberikan pelayanan hanya yang berhubungan 
dengan administrasi aja to mba, kalau untuk Pratik Kerja Industri itu dikelola 
oleh guru jurusan masing-masing. Kalau pembinaan disiplin siswa itu 
menjadi tanggung jawab guru BK. Pembinaan minat bakat itu berupa 
kegiatan ekstrakurikuler itu mba  tetapi dikelola oleh bidang kesiswaaan”. 
Pada tanggal 28 Mei 2014, petugas tata usaha sekolah memberikan 
pernyataan yang sama bahwa:  
“Pembinaan pertama kalau untuk MOS, TU tidak begitu berperan karena itu 
justru dari guru atau tim kepanitiaan yang sudah ditunjuk. Kalau untuk 
pembinaan di kelas, TU menfasilitasi dalam KBM untuk membuatkan daftar 
hadir, daftar nilai, dan menyediakan fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar, 
sedangkan kalau Pratik Kerja Industri dikelola oleh guru. Pada pembinaan 
mengenai disiplin peserta didik itu yang lebih tahu guru BP. Begitu juga pada 
pembinaan minat bakat siswa dipegang oleh bidang kesiswaan”. 
Pada tahap pembinaan peserta didik terdapat kegiatan Masa Orientasi Siswa 
(MOS), pembinaan belajar di kelas dan luar kelas (Pratik Kerja Industri), 
pembinaan disiplin, dan pembinaan minat bakat namun pelaksanaan kegiatan 
tersebut bukan menjadi tanggung jawab tata usaha sekolah. Meskipun demikian, 
tata usaha sekolah memiliki tugas memberikan pelayanan ketatausahaan peserta 
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didik yang menunjang pelaksanaan pembinaan. Hal tersebut dikemukakan oleh 
kepala tata usaha sekolah pada tanggal 28 Mei 2014 melalui wawancara bahwa: 
“Pada kegiatan pembinaan belajar di kelas TU memberikan pelayanan hanya 
yang berhubungan dengan administrasi aja to mba, misalnya berbentuk 
blangko presensi siswa dan blangko-blangko lain yang dibutuhkan siswa. 
Kalau untuk Pratik Kerja Industri, TU hanya memberikan layanan persuratan 
kalau guru meminta maka TU akan membuatkan surat itu. Kalau pembinaan 
disiplin siswa TU hanya memberikan bantuan dalam membuatkan surat 
pemanggilan atau semacamnya jika ada permintaan dari guru BK. Untuk 
pengajuan beasiswa itu dilayani oleh TU mulai dari informasi, pengumpulan 
berkas atau syarat, data siswa yang akan diajukan”. 
Pernyataan tersebut dipertegas dengan pernyataan petugas atta usaha sekolah 
pada tanggal 28 Mei 2014 yang mengatakan bahwa:  
“Kalau untuk pembinaan di kelas, TU menfasilitasi dalam KBM untuk 
membuatkan daftar hadir, daftar nilai, dan menyediakan fasilitas untuk 
kegiatan belajar mengajar. Kalau Pratik Kerja Industri itu dikelola oleh guru, 
TU hanya memberikan layanan persuratan kalau guru meminta dibuatkan. 
Pada pembinaan disiplin, TU hanya membantu membuat surat tertentu 
berdasarkan dengan keperluan dan kebutuhan. Kita membuatkan hal-hal yang 
berkaitan dengan persuratan, misalnya BP akan melakukan home visit maka 
TU membuatkan surat sesuai dengan permintaan dari guru BP. Begitu juga 
pada pembinaan minat bakat siswa, TU berperan membantu membuat surat 
tergantung dari permintaan dari pihak yang bersangkutan. Misalnnya akan 
ada siswa yang mengikuti perlombaan maka TU akan membuatkan surat 
rekomendasi atau surat keterangan, jika itu pengajuan personal siswa ya akan 
segera kita buatkan tetapi kalau itu dari beberapa siswa maka akan 
diakomodasi terlebih dahulu melalui bidang kesiswaan”. 
Penuturan dari kedua narasumber tersebut diperkuat dengan hasil studi 
dokumen ketatausahaan peserta didik pada saat pembinaan peserta didik. Berikut 
ini dokumen yang dikelola petugas pelayanan ketatausahaan untuk menunjang 
kegiatan pembinaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon.  
1) Data penerima beasiswa atau bantuan dana pendidikan berupa daftar semua 
peserta didik yang menerima beasiswa maupun bantuan dalam bentuk lain 
berdasarkan pemberitahuan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 
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Data tersebut berisi data pribadi siswa yang dinyatakan berhak menerima 
beasiswa atau bentuk bantuan dana pendidikan yang lain. 
2) Data prestasi siswa berupa data pretasi yang telah diraih oleh peserta didik 
SMK Negeri 2 Sewon baik berupa prestasi akademik maupun nonakademik. 
Data prestasi siswa memiliki format data, yaitu: Nama Siswa, Bidang 
Kejuaraan, Peringkat, dan Tahun Kejuaraan. 
3) Blangko pengajuan surat berupa lembaran yang harus diisi oleh peserta didik 
manakala yang bersangkutan hendak mengajukan permohonan pembuatan 
surat. Blangko tersebut memiliki format berikut. 
a) Nama 
b) Tempat Tanggal Lahir 
c) Nomor Induk Siswa atau 
Nomor Ujian 
d) Program Keahlian 
e) Jenis Surat Keterangan 
f) Keguanaan Surat 
g) Tempat dan Tanggal 
Pembuatan Surat 
h) Tanda Tangan Pembuat 
4) Surat izin kegiatan bagi siswa berupa surat yang berisi pemberian maupun 
permohonan izin bagi siswa untuk mengikuti suatu kegiatan kesiswaan, izin 
bagi siswa untuk tidak mengikuti pembelajaran di kelas karena akan 
mengikuti kegiatan perlombambaan maupun permohonan izin melakukan 
pratik kerja industri. 
5) Surat rekomendasi berisi rekomendasi siswa untuk mengikuti suatu kegiatan 
selama pembinaan peserta didik misalnya,  surat rekomendasi bahwa siswa 
yang bersangkutan diajukan mewakili sekolah untuk mengikuti pelatihan 
keterampilan di tingkat kabupaten. 
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6) Surat keterangan merupakan surat yang berisi keterangan mengenai keadaan 
peserta didik atau surat yang menyatakan bahwa peserta didik yang 
bersangkutan benar-benar sedang atau telah menempuh pendidikan di SMK 
Negeri 2 Sewon. 
7) Surat pemberitahuan berisi pemberitahuan mengenai keadaan siswa atau 
untuk kepentingan siswa, misalnya surat pemberitahuan mengenai keadaan 
disiplin peserta didik sehingga perlu adanya pemberitahuan kepada orang 
tua/wali untuk melakukan kunjungan ke sekolah atau sebaliknya, pihak 
sekolah akan melakukan kunjungan ke kediaman orang tua peserta didik. 
Berdasarkan data hasil wawancara dan studi dokumen maka bentuk 
pelayanan ketatausahaan pada saat pembinaan peserta didik, meliputi pelayanan 
data berupa data data penerima beasiswa dan data prestasi siswa. selain itu 
terdapat pelayanan persuratan berupa blangko pengajuan surat, surat izin kegiatan 
bagi siswa, surat rekomendasi siswa, surat keterangan siswa, dan surat 
pemberitahuan. Pada pengajuan beasiswa maka tata usaha sekolah selaku tugas 
pelayanan ketatausahaan memberikan pelayanan berupa informasi mengenai 
persyaratan pengajuan beasiswa. 
 
c. Bentuk Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik pada saat Evaluasi 
Belajar 
Pada tahap evaluasi belajar akan terlihat mengenai apa saja bentuk pelayanan 
ketatausahaan peserta didik yang diberikan oleh petugas tata usaha sekolah selama 
kegiatan evaluasi belajar. Sebelum melihat mengenai bentuk pelayanan 
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ketatausahaan peserta didik maka terlebih dahulu mengetahui bentuk kegiatan 
yang dilaksanakan pada saat evaluasi belajar peserta didik. Kegiatan evaluasi 
belajar menurut penuturan kepala tata usaha sekolah pada tanggal 28 Mei 2014 
bahwa: “Kegiatan evaluasi belajar yang dikelola bersama berupa evaluasi tengah 
semester maupun akhir semester tetapi menjadi tanggungjawab guru maupun 
panitia evaluasi belajar, kalau evaluasi harian yang lebih tahu ya gurunya mba”. 
Hal tersebut serupa dengan penuturan petugas tata usaha sekolah yang 
menyebutkan bahwa: ”Evaluasi peserta didik berupa UTS, UAS, UN itu mba 
semua dikelola oleh panitia khusus”. Jadi pada dasarnya, kegiatan evaluasi belajar 
peserta didik tersebut berupa evaluasi belajar harian yang menjadi tanggung jawab 
guru mata pelajaran serta evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester 
yang menjadi tanggung jawab kepanitiaan khusus. 
Meskipun tanggung jawab kegiatan evaluasi belajar tidak dilimpahkan oleh 
petugas tata usaha sekolah tetapi tata usaha memberikan pelayanan ketatausahaan 
peserta didik yang menunjang aktivitas evaluasi belajar. Hal tersebut 
dikemukakan oleh kepala tata usaha sekolah pada tanggal 28 Mei 2014 bahwa: 
”Pada kegiatan evaluasi siswa, TU ikut membantu mba, misalnya untuk 
dokumentasi hasil nilai itu seperti apa akan disimpan juga tetapi yang lebih 
berwenang ya guru. Kalau ada kegiatan apa saja biasanya juga dibuat laporan 
untuk kemudian disimpan oleh TU termasuk kegiatan evaluasi belajar tadi”. 
Petugas tata usaha sekolah pada kesempatan yang sama tanggal 28 Mei 2014 
mengemukakan bahwa:  
”Semua kegiatan evaluasi belajar itu dikelola oleh panitia khusus tetapi jika 
panitia evaluasi membutuhkan data siswa bisa dimintakan ke TU, TU 
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menyediakan data tersebut namun pada pelaksanaan seluruhnya dikelola oleh 
panitia. Baru setelah kegiatan itu sudah selesai, TU akan dikasih laporan jadi 
TU menyimpan laporan kegiatan evaluasi”. 
Berdasarkan hasil studi dokumen, terdapat berbagai jenis dokumen 
ketatausahaan peserta didik yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi 
belajar. Dokumen tersebut, meliputi: 
1)  Data siswa peserta evaluasi berisi daftar peserta didik beserta identitas diri 
peserta didik yang telah terdaftar dapat mengikuti pelaksanaan evaluasi 
belajar di SMK Negeri 2 Sewon, baik berupa kegiatan evaluasi formatif 
maupun evaluasi sumatif. 
2) Data normatif ujian nasional berisi daftar peserta didik beserta identitas diri 
yang akan mengikuti UN dengan format menyesuaikan dengan aturan yang 
dibuat oleh panitia pusat penyelenggara ujian nasional. Format daftar 
normatif ujian nasional tersebut, meliputi: 
a) Nomor Urut 
b) Kelas 
c) Kode Kompetensi 
d) Pararel 
e) Absen 
f) Nomor Induk Siswa 
g) Nomor SKHUN 
SMP/MTs/SMPT/Paket B 
h) Nama Peserta 
i) Tanggal, Bulan, Tahun Lahir 
3) Data nilai hasil ujian nasional berisi data nilai hasil ujian nasional setiap 
peserta didik yang disimpan pada setiap periode kelulusan. Nilai hasil ujian 
nasional peserta didik tersebut memiliki format, sebagai berikut: 
a) Nomor Urut 
b) Nama Peserta 
i) Nilai UN Bahasa Indonesia 
j) Nilai UN Bahasa Inggris 
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c) Tempat Lahir 
d) Tanggal Lahir 
e) Nama Orang Tua 
f) Nomor Induk Siswa 
g) Nomor Awal 
h) Nomor Akhir 
k) Nilai UN Matematika 
l) Nilai UN Kompetensi 
m) Jumlah Nilai UN 
n)  Rata-Rata Nilai UN 
o) Keterangan Kelulusan 
4) Blangko data nilai siswa atau blangko rapor berisi identitas siswa serta draf 
lembar daftar rekapitulasi nilai siswa per semester yang dibukukan selama 
siswa berada di sekolah tersebut. 
5) Buku leger siswa berbentuk buku yang memuat kumpulan-kumpulan nilai 
siswa selama 1 tahun ajaran (2 semester). Berikut ini format catatan buku 
leger peserta didik. 
a) Nama Peserta 
b) Daftar Pelajaran Normatif 
c) Daftar Pelajaran Adaptif 
d) Daftar Pelajaran Produktif 
e) Mulok 
f) Jumlah Nilai 
g) Nilai Rata-Rata 
h) Kehadiran 
i) Kehadiran 
j) Rangking 
k) Nilai Rata-Rata Keseluruhan 
Siswa/Kelas 
l) Jumlah Keseluruhan Nilai 
Siswa/Kelas 
m) Nilai Minimum 
n) Nilai Maksimum 
6) Laporan hasil kegiatan evaluasi belajar siswa berupa data dan informasi hasil 
pelaksanaan kegiatan evaluasi belajar yang dilakukan oleh panitia khusus 
sebagai bentuk pertanggungjawaban. 
70 
 
Berdasarkan hasil pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
pelayanan ketatausahaan peserta didik yang diberikan oleh petugas tata usaha 
berupa pelayanan data siswa peserta evaluasi, daftar normatif Ujian Nasional, data 
nilai hasil Ujian Nasional, blangko data nilai siswa. Selain itu, terdapat pelayanan 
dokumentasi yang berupa buku leger siswa dan laporan hasil kegiatan evaluasi. 
 
d. Bentuk Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik pada saat Mutasi 
Pelayanan ketatausahaan hendaknya juga diberikan pada saat mutasi peserta 
didik untuk mempermudah prosedur pelaksanaan mutasi bagi peserta didik. pada 
penelitian ini, peneliti mencoba menggali informasi mengenai bentuk pelayanan 
ketatausahaan yang diberikan oleh petugas tata usaha sekolah guna menunjang 
pelaksanaan mutasi peserta didik. Pelaksanaan mutasi di SMK Negeri 2 Sewon 
menurut kepala tata usaha sekolah dan petugas tata usaha sekolah pada tanggal 28 
Mei 2014 bahwa: ”Mutasi itu ada mutasi keluar dan mutasi masuk”. Dengan 
demikian, pelaksanaan mutasi peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon meliputi 
mutasi keluar dan mutasi masuk. 
Peneliti melaksanakan wawancara dengan kepala tata usaha sekolah pada 
tanggal 28 Mei 2014 terkait bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik yang 
menunjang pelaksanaan mutasi keluar peserta didik, sebagai berikut: ”Bagi siswa 
yang mutasi keluar itu yang lebih tahu guru BP, TU hanya membantu 
membuatkan surat–surat rekomendasi jika dibutuhkan sebagai syarat. Selanjutnya 
kami akan membuat data mutasi siswa”. Demikian pula disampaikan oleh petugas 
tata usaha sekolah bahwa:  
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”Kalau pelayanan ketatausahaan pada saat mutasi keluar, TU memberikan 
layanan persuratan, misalnya mengenai pembuatan surat keterangan atau 
rekomendasi untuk siswa yang ingin keluar. Kalau secara prosedur sama 
dengan pengajuan surat yang lainnya mba. Kalau mengenai informasi itu guru 
BP yang lebih tahu”. 
Hal tersebut juga dilakukan kroscek dengan studi dokumen ketatausahaan 
peserta didik yang tersedia pada pelaksanaan mutasi keluar bagi siswa. Hasil studi 
dokumen tersebut, sebagai berikut: 
1) Data mutasi keluar berupa data siswa yang melakukan mutasi keluar dari 
SMK Negeri 2 Sewon disertai dengan alasan yang bersangkutan keluar dari 
sekolah tersebut. Adapun data mutasi keluar peserta didik memiliki format, 
sebagai berikut: 
a) Nomor Urut 
b) Nomor Induk Siswa 
c) Nama  
d) Kelas 
e) Program Keahlian 
f) Tahun Pelajaran 
g) Tanggal, Bulan, Tahun Keluar 
h) Keterangan 
2) Blangko pengajuan surat berupa lembar yang harus diisi oleh peserta didik 
manakala yang bersangkutan akan mengajukan permohonan pembuatan surat. 
Blangko pengajuan surat pada saat akan mengajukan surat untuk keperluan 
mutasi memiliki format yang sama dengan blangko pengajuan surat untuk 
keperluan pembinaan peserta didik. 
3) Surat rekomendasi siswa merupakan surat yang berisi rekomendasi siswa 
yang dibuat oleh SMK Negeri 2 Sewon untuk melakukan pindah sekolah. 
Surat rekomendasi yang dibuat oleh sekolah sebagai dasar pertimbangan 
rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten dimana sekolah yang akan dituju. 
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4) Surat keterangan berisi keterangan mengenai keadaan siswa atau surat yang 
menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan benar-benar sedang atau telah 
menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon. 
Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dan studi dokumen maka bentuk 
pelayanan yang dilaksanakan pada saat peserta didik akan melakukan mutasi 
keluar berupa pelayanan data mutasi keluar serta pelayanan persuratan yang 
berupa blangko pengajuan surat, surat rekomendasi, dan surat keterangan. Pada 
pelaksanaan mutasi masuk, hendaknya terdapat pula pelayanan ketatausahaan 
peserta didik karena hal tesebut terkait dengan penyesuaian administrasi siswa di 
sekolah yang baru. Pada tanggal 28 Mei 2014, kepala tata usaha menuturkan: 
”Kalau mutasi masuk itu bisa kami bantu selama masih ada kursi bisa 
dilakukan tetapi nanti harus melalui Dinas dulu mba. Kalau sudah mendapat 
rekomendasi dari Dinas bisa langsung diterima. Syarat masuk siswa mutasi 
sama dengan syarat masuk siswa baru, nanti kami akan membantu siswa 
untuk melengkapi beberapa data diri maupun berkas yang dibutuhkan”.  
Pada tanggal 28 Mei 2014 petugas tata usaha sekolah mengemukakan hal 
yang sama berkaitan dengan pelaksanaan mutasi masuk peserta didik, bahwa: 
”Begitu pula dengan mutasi masukpun juga dicatat dan didata oleh TU”. 
Berdasarkan penuturan kepala tata usaha sekolah dan petugas tata usaha 
sekolah serta kroscek terhadap dokumen yang berkaitan dengan mutasi masuk 
peserta didik namun tidak ditemukan adanya data mutasi masuk. Meskipun 
demikian terdapat format data kosong pencatatan mutasi masuk. Hal tersebut 
dikarenakan sangat jarang terdapat siswa mutasi masuk, bahkan selama beberapa 
tahun pelajaran hal tersebut tidak terjadi. Jadi, pelayanan saat pelaksanaan mutasi 
masuk berupa informasi persyaratan mutasi masuk di SMK Negeri 2 Sewon. 
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e. Bentuk Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik pada Pascakelulusan 
Pelayanan ketatausahaan peserta didik tidak hanya diberikan ketika yang 
bersangkutan masih berstatus sebagai pelajar di suatu sekolah. Kebutuhan peserta 
didik ketika akan melanjutkan pendidikan tinggi maupun untuk memasuki dunia 
kerja tidak akan lepas dari latar belakang sekolah sebelumnya. Oleh karena itu, 
tata usaha sekolah dianggap perlu memberikan pelayanan ketatausahaan peserta 
didik pada pascakelulusan. Berikut ini disampaikan oleh kepala tata usaha sekolah 
pada tanggal 28 Mei 2014 mengenai pelayanan ketatusahaan peserta didik peserta 
didik setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dari MK Negeri 2 Sewon, 
dituturkan bahwa: 
“Jika ada siswa yang berminat melanjutkan pendidikan, sekolah tidak lepas 
untuk membantu mengelola siswa yang akan melanjutkan perguruan tinggi. 
Jadi ada pihak yang ditunjuk dari guru khusus bertanggung jawab untuk 
membantu siswa yang ingin mendaftar di perguruan tinggi. Bagi siswa yang 
ingin melanjutkan kerja itu yang lebih berperan juga guru BP sama ada BKK 
ya mba itu khusus untuk membantu menyalurkan kerja bagi lulusan. TU 
melayani surat-surat yang sekiranya dibutuhkan sebagai syarat. TU juga akan 
mendokumentasikan arah lulusan namun hal tersebut kan menunggu feedback 
dari yang bersangkutan ya mba jadi informasi alumni yang kami sediakan 
juga tergantung bagaimana feedback dari lulusan karena kebanyakan dari 
mereka tidak memberikan informasi”. 
Hal senada disampaikan oleh petugas tata usaha sekolah pada tanggal 28 Mei 
2014, bahwa: 
“Jika memang ada siswa yang menanyakan hal mengenai lowongan kerja 
akan kami arahkan ke BKK. Jadi TU tidak melayani hal tersebut. Bagi siswa 
yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi juga ada panitia khusus yang 
akan memandu. Ketika lulusan ingin masuk perguruan tinggi maupun 
lembaga kerja pasti membutuhkan beberapa hal sebagai persyaratan jadi TU 
memberikan layanan pemberkasan misalnya foto kopi legalisir ijazah, 
SKHUN, ataupun surat keterangan dari sekolah. Setelah siswa yang 
bersangkutan diterima di perguruan tinggi maupun di lembaga kerja maka TU 
akan mendata arah lulusan tersebut”. 
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Berdasarkan kedua pernyataan di atas, diketahui bahwa kebutuhan informasi 
peserta didik pascakelulusan yang berkaitan dengan pendidikan lanjut dikelola 
oleh panitia khusus, sedangkan yang berkaitan dengan dunia kerja dikelola oleh 
Bursa Kerja Khusus (BKK). Jadi, pelayanan ketatausahaan peserta didik yang 
diberikan oleh petugas tata usaha berupa pelayanan surat-menyurat dan data arah 
lulusan (data alumni). 
Hasil studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti mengenai dokumen 
ketatausahaan peserta didik pascakelulusan, ditemukan data sebagai berikut: 
1) Blangko pengajuan surat pada saat akan mengajukan surat untuk keperluan 
pascakelulusan memiliki format yang sama dengan blangko pengajuan surat 
untuk keperluan pembinaan peserta didik. 
2) Surat rekomendasi siswa dibuat sekolah sebagai bentuk rekomendasi bagi 
siswa yang berminat untuk masuk dunia kerja maupun pendidikan tinggi. 
3) Surat keterangan berisi keterangan mengenai keadaan siswa atau surat yang 
menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan benar-benar telah menempuh 
pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon. 
4) Dokumen kelulusan berupa bukti telah menempuh pendidikan di SMK 
Negeri 2 Sewon. Selain itu, terdapat dokumen yang berisi prestasi belajar 
yang diperoleh selama menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon. 
Hasil studi dokumen tidak ditemukan data arah lulusan (data alumni), 
sementara pada wawancara dinyatakan bahwa ada pendataan arah lulusan. Hal 
tersebut sebagaimana pernyataan narasumber pertama (kepala tata usaha sekolah) 
di atas bahwa terdapat kesulitan untuk mendapatkan feedback informasi dari 
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alumni. Adapun, pihak jurusan memiliki catatan arah alumni pascakelulusan 
namun hanya terdapat beberapa alumni yang teridentifikasi. 
Hasil wawancara dan studi dokumen tersebut menggabarkan bahwa 
pelayanan ketatausahaan peserta didik pascakelulusan berupa pelayanan 
persuratan yang berupa blangko pengajuan surat, surat rekomendasi, surat 
keterangan. Selain itu, sebagaimana sekolah pada umumnya bahwa setiap peserta 
didik akan diberikan dokumen kelulusan yang meliputi ijazah, SKHUN, foto kopi 
legalisir ijazah, foto kopi legalisir SKHUN, serta berbagai sertifikat keikutsertaan 
kegiatan selama bersekolah di SMK Negeri 2 Sewon. 
 
2. Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan 
Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka hal kedua yang diteliti adalah 
mengenai pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon. Berikut ini data hasil penelitian mengenai pelaksanaan pelayanan 
ketatausahaan peserta didik pada penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 
Sewon sebagaimana telah dijabarkan berdasarkan pertanyaan penelitian. 
a. Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik pada saat 
Penerimaan  
Penerimaan peserta didik merupakan hal pertama yang dilakukan untuk 
memberikan pelayanan kepada peserta didik sebelum yang bersangkutan dapat 
mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Pada saat penerimaan peserta didik, 
pemenuhan kebutuhan terhadap hal-hal yang berbentuk ketatausahaan menjadi 
tanggung jawab petugas tata usaha sekolah. Pada pemaparan data hasil penelitian 
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ini akan diketahui mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan 
peserta didik yang dilakukan oleh petugas tata usaha sekolah pada saat 
penerimaan peserta didik. 
Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik yang berupa data pada 
saat penerimaan peserta didik sebagaimana dikemukakan oleh kepala tata usaha 
sekolah pada tanggal 28 Mei 2014 bahwa: 
“Berdasarkan laporan kegiatan PPDB baru kemudian TU memiliki tugas 
untuk menyediakan data lengkap siswa yang telah diterima, tetapi untuk 
mendapatkan data yang lengkap dan valid tidak bisa dilakukan dengan cepat 
karena menunggu balikan form yang lengkap dari siswa juga kadang tidak 
segera dikumpul. Data itu akan digunakan untuk berbagai keperluan 
kesiswaan selama di sekolah misalnya untuk pengajuan beasiswa, karena 
pengajuan beasiswa itu nanti juga yang mengelola, membantu mengurus 
pendaftaran, dan pengajuan dari pihak TU. TU akan membuat daftar nama 
yang akan diajukan untuk menerima beasiswa berdasarkan data siswa, tetapi 
nanti kalau sudah ada pemberitahuan dari dinas”. 
Hal senada dikemukakan oleh petugas tata usaha sekolah pada tanggal 28 Mei 
2014, sebagai berikut: 
“Setelah penerimaan siswa baru selesai, TU akan menerima nama-nama 
siswa berupa data pribadi siswa yang sudah diterima dan sudah valid dari 
panitia PPDB. Data tersebut tidak dapat langsung dibuat tetapi membutuhkan 
waktu sekitar 1-2 minggu setelah siswa yang bersangkutan diterima karena 
pada waktu-waktu tersebut masih memungkinkan bagi siswa yang diterima 
akan keluar. Berdasarkan data tersebut digunakan untuk membuat data 
pribadi siswa dalam buku induk, daftar hadir siswa, dan blangko daftar nilai. 
Terus kalau untuk data pengajuan beasiswa itu memang kadang diminta pada 
peserta didik baru di awal tahun pelajaran ya, tapi itu nanti menunggu ada 
pemberitahuan dulu mba”. 
Hasil studi dokumen berupa data yang disediakan pada saat perencanaan 
peserta didik menunjukkan bahwa pelayanan data yang sudah terlaksana berupa 
pelayanan data sasaran promosi sekolah, daftar peminat, data peserta didik baru, 
data seluruh peserta didik, dan data pengajuan beasiswa. Pelayanan statistik 
perkembangan keadaan (jumlah) peserta didik pada setiap tahun belum dapat 
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dilaksanakan oleh petugas tata usaha sekolah. Hal tersebut dikarenakan petugas 
tata usaha belum mengetahui kepentingan dari statistik data tersebut. 
Selanjutnya, mengenai pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik 
yang berupa persuratan sebagaimana dikemukakan oleh kepala tata usaha sekolah 
pada tanggal 28 Mei 2014 bahwa: “Selain itu, mengenai ijazah asli yang kami 
simpan sebagai jaminan, karena ijazah itu hal yang penting mba jadi kami simpan 
dan hanya dikeluarkan ketika akan digunakan dengan tujuan yang jelas”. 
Pernyataan tersebut diperkuat oleh pemaparan Petugas tata usaha sekolah 
pada tanggal yang sama bahwa: 
“Selain itu, TU juga menyimpan berkas pendaftaran berupa Ijazah asli 
sebagai jaminan. Berkas tersebut diperoleh pada saat pendaftaran yang 
kemudian disimpan oleh TU untuk disiapkan jika kemudian hari dibutuhkan 
untuk kepentingan siswa karena ijazah itu kan berkas yang sangat penting. 
Jangan sampai ada hal yang mendesak dan membutuhkan berkas tadi tetapi 
tidak dapat tersedia, bisa-bisa nanti mengacaukan kesempatan siswa”. 
Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik yang berupa dokumentasi 
pada saat penerimaan peserta didik sebagaimana dipaparkan oleh kepala tata 
usaha sekolah pada tanggal 28 Mei 2014 bahwa:  
“Setelah mendokumentasikan data siswa, TU akan membuatkan Nomor 
Induk peserta didik baru yang ditulis pada buku induk siswa tetapi sama 
dengan yang tadi untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid tidak bisa 
dilakukan dengan cepat karena menunggu balikan form yang lengkap dari 
siswa yang suka terlambat”. 
Petugas tata usaha sekolah pada tanggal yang sama juga mengemukakan 
pendapat yang sama bahwa:  
“Data tersebut tidak dapat langsung dibuat tetapi membutuhkan waktu sekitar 
1-2 minggu setelah siswa yang bersangkutan diterima karena pada waktu-
waktu tersebut masih memungkinkan bagi siswa yang diterima akan keluar. 
Berdasarkan data tersebut digunakan untuk membuat data pribadi siswa 
dalam buku induk, daftar hadir siswa, dan blangko daftar nilai“. 
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Berdasarkan hasil pengamatan pada buku induk peserta didik, menunjukkan 
bahwa seluruh data diri peserta didik selalu dicatat dalam buku induk secara 
manual berdasarkan tahun masuk peserta didik. Pelayanan dokumentasi berupa 
laporan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang disimpan dengan sistem 
penyimpanan dan pemeliharaan yang belum baik. Hal tersebut mengakibatkan 
kesulitan untuk menemukan kembali buku laporan jika terdapat permintaan dari 
pihak lain sehingga pelayanan yang diberikan kurang maksimal. 
 
b. Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik pada saat 
Pembinaan  
Tidak berbeda dengan pelaksanaan perencanaan peserta didik, pada saat 
pembinaan peserta didik juga membutuhkan pelayanan ketatausahaan peserta 
didik. Pelayanan ketatausahaan peserta didik tersebut diberikan oleh petugas tata 
usaha sekolah. Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik 
akan berpengaruh terhadap kelangsungan aktivitas pembinaan peserta didik. 
Berikut ini data hasil penelitian mengenai pelaksanaan pelayanan ketatatusahaan 
peserta didik pada saat pembinaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon. 
Kepala tata usaha sekolah membuat pernyataan pada tanggal 28 Mei 2014 
tentang pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik pada saat pembinaan. 
“Pada kegiatan pembinaan peserta didik TU cenderung hanya terlibat dalam 
pembuatan surat. Surat dibuat oleh siapapun pegawai TU dengan prosedur 
seperti pembuatan surat pada umumnya. Kami membuat surat setelah ada 
permintaan dari pembina siswa yang bersangkutan. Misalnya, surat izin 
Pratik Kerja Industri atas permintaan dari guru jurusan, surat pengantar untuk 
mengikuti lomba atau kompetisi dari bidang kesiswaan, kemudian surat 
pemanggilan atau semacamnya sebagai permintaan dari guru BK”. 
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Pernyataan serupa dikemukakan oleh petugas tata usaha sekolah pada tanggal 
28 Mei 2014 bahwa: 
“Selama pembinaan peserta didik pada pembinaan apapun itu layanan 
ketatausahaan yang diberikan oleh TU lebih pada layanan persuratan ya mba. 
Jika ada permintaan persuratan maka TU akan membuatkan sesuai dengan 
permintaan dan yang membuat surat siapa saja yang memiliki waktu luang. 
Surat sudah ada konsepnya jadi tinggal dibuat sesuai permintaan kemudian 
disahkan oleh kepala sekolah, dicatat pada buku agenda, kemudian ada arsip 
yang disimpan. Permintaan surat dapat dilayani secara langsung dan personil 
bagi siswa namun untuk beberapa hal bisa diakomodasi melalui bidang 
kesiswaan atau guru yang bersangkutan. Jika siswa menghendaki mengajukan 
permohonan surat secara personil maka TU menyediakan blangko untuk 
ditulis mengenai keperluan pembuatan surat”. 
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pada saat 
pembinaan peserta didik, tata usaha sekolah tidak memiliki keterlibatan secara 
langsung dalam pelaksanaan pembinaan peserta didik. Pelaksanaan pelayanan 
ketatausahaan yang diberikan lebih pada hal yang berupa persuratan untuk 
menunjang kegiatan pembinaan peserta didik selama di sekolah tersebut.  
Meskipun didominasi oleh pelayanan persuratan namun pada saat pembinaan 
peserta didik, petugas tata usaha sekolah melaksanakan pelayanan keatatusahaan 
berupa data sebagaimana dikemukakan oleh kepala tata usaha sekolah pada 
tanggal 28 Mei 2014 bahwa: 
“Data penerima beasiswa itu berupa pengumuman hasil seleksi penerima 
beasiswa yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan Nasional. Dta itu kita 
simpan dan dilakukan verivikasi ulang, kalau identitas siswa yang perlu 
diperbaiaki soalnya nanti kan bisa diajukan kembali untuk tahap berikutnya. 
Kalau data peserta didik berprestasi berasal dari bidang kesiswaan yang 
mendampingi setiap ada lomba. Kalau ada pemintaan data ke tata usaha  
kayak mbaknya ini maka akan segera kami sediakan”. 
Pada kesempatan yang sama, petugas tata usaha sekolah menyatakan bahwa: 
“Data penerima beasiswa atau bantuan lain kita dapat dari pengumuman hasil 
seleksi penerima beasiswa dari Kementerian Pendidikan Nasional yang dapat 
langsung diterima oleh sekolah melalui Dinas Pendidikan setempat. Kalau 
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data peserta didik berprestasi berasal dari laporan hasil kegiatan lomba oleh 
bidang kesiswaan. Biasanya ada permintaan dari dinas sehingga TU akan 
menyediakan data prestasi”. 
Hasil studi dokumen berupa data yang disediakan pada saat pembinaan 
peserta didik menunjukkan bahwa pelayanan data yang sudah terlaksana berupa 
pelayanan daftar penerima beasiswa dan data prestasi peserta didik. Pelayanan 
bentuk data lain yang berkaitan dengan pembinaan peserta didik belum dapat 
dilaksanakan oleh petugas tata usaha sekolah. 
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pelaksanaan pelayanan 
ketatausahaan selain berupa pelayanan persuratan dan pelayanan data, terdapat 
pula pelayanan informasi. Pelaksanaan pelayanan informasi yang dilakukan oleh 
petugas tata usaha sekolah sebagaimana ditemukan pada saat observasi 
menunjukkan bahwa ketika terdapat informasi dari pihak luar yang ditujukan 
kepada organsisasi kesiswaan di SMK Negeri 2 Sewon tidak tersampaikan sampai 
pada batas tanggal kegunaan sehingga informasi tersebut sudah tidak memiliki 
nilai guna. Informasi tersebut diketahui oleh peserta didik justru ketika peserta 
didik berinisiatif untuk bertanya kepada petugas tata usaha setelah mendapat 
pemberitahuan dari pihak pengirim. 
 
c. Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik pada saat Evaluasi 
Belajar  
Penelitian pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik pada saat 
evaluasi belajar bertujuan untuk menggali data mengenai bagaimana pelaksanaan 
pelayanan ketatausahaan peserta didik yang dilakukan oleh petugas tata usaha 
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sekolah guna menunjang pelaksanaan evaluasi belajar peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon. Berikut ini dipaparkan data hasil penelitian mengenai 
pelaksanaan pelayanan ketatatusahaan peserta didik pada saat evaluasi belajar 
peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon. 
Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik pada saat evaluasi belajar 
sebagaimana dikatakan oleh kepala tata usaha sekolah pada tanggal 28 Mei 2014 
sebagai berikut: 
“Pada kegiatan evaluasi siswa, TU lebih pada tugas menyimpan data hasil 
evaluasi karena jika sewaktu-waktu diperlukan bisa ditemukan di TU. Tugas 
kami hanya menyimpan data nilai tersebut setelah diterima dari guru yang 
bersangkutan kemudian dibukukan dalam buku leger, seperti rekapan rapor 
siswa sebenarnya. Terus kalau sebelum evaluasi itu mungkin jika panitia 
evaluasi membutuhkan data siswa yang akan mengikuti evaluasi bisa 
meminta kepada kami maka akan kami berikan. Kalau untuk UNAS itu nanti 
pihak TU kesiswaan ada petugas khusus yang akan menangani, mengurus 
persyaratan, pendataan, dan pengajuan mulai dari tingkat sekolah sampai 
pada Dinas. Selanjutnya untuk pelaksanaan akan dikelola oleh panitia, baru 
kemudian nilai hasil evaluasi siswa dikelola dan disimpan oleh TU termasuk 
laporan pertanggungjawaban”. 
Mengenai pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik pada saat 
evaluasi belajar dipaparkan pula oleh petugas tata usaha sekolah pada tanggal 28 
Mei 2014 bahwa: 
“Pelayanan ketatausahaan peserta didik pada saat evaluasi juga sama dengan 
yang lainnya terkait dengan penyediaan data siswa. Jika panitia evaluasi 
membutuhkan data siswa bisa dimintakan ke TU, TU menyediakan data 
tersebut namun pada pelaksanaan seluruhnya dikelola oleh panitia yang 
bersangkutan. Data peserta evaluasi itu kan sebenarnya berasal dari data 
siswa juga, kecuali untuk data peserta ujian nasional harus disesuaikan 
dengan format ketentuan dari panitia penyelenggara dan dibuat serta diajukan 
lebih awal untuk pendaftaran. Setelah kegiatan evaluasi sudah selesai, TU 
akan menyimpan laporan kegiatan evaluasi untuk dipertanggungjawabkan 
pada Dinas dan apabila diperlukan kembali maka akan disediakan oleh TU. 
TU juga menyimpan nilai hasil evaluasi setiap siswa karena itu kan penting 
kalau-kalau ada yang kehilangan masih ada arsip”. 
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Pengamatan studi dokumen berupa data yang disediakan pada saat evaluasi 
belajar peserta didik menunjukkan hasil bahwa pelayanan data yang sudah 
terlaksana berupa pelayanan data peserta evaluasi, daftar normatif peserta ujian 
nasional, dan data hasil ujian nasional. Petugas tata usaha sekolah belum 
melaksanakan pelayanan dalam bentuk data lain yang berkaitan dengan statistik 
hasil evaluasi belajar seluruh peserta didik pada jangka waktu tertentu guna 
melihat laju perkembangan hasil kegiatan belajar peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon secara periodik. 
Berdasarkan hasil observasi lapangan dapat diketahui bahwa nilai hasil 
evaluasi belajar peserta didik pada tengah semester maupun akhir semester 
dikelola oleh guru kelas masing-masing. Tata usaha hanya dapat memberikan 
pelayanan nilai peserta didik setiap akhir semester setelah mendapat tindasan nilai 
rapor siswa dari guru kelas. Kumpulan nilai tersebut yang kemudian dibuat dalam 
bentuk buku leger agar mudah dalam penyimpanan dan penemuan kembali data 
nilai setiap peserta didik.  
Pada pengamatan di lapangan ditemukan pula bahwa laporan hasil kegiatan 
evaluasi belajar peserta didik dikelola, disimpan, dan disediakan oleh petugas tata 
usaha sekolah untuk diberikan pelayanan ketika terdapat permintaan. Sistem 
penyimpanan dan pemeliharaan terhadap laporan-laporan tersebut kurang baik 
sehingga ketika terdapat permintaan pelayanan maka pelayanan terhadap hal 
tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan cekatan karena petugas kesulitan untuk 
menemukan kembali laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi belajar peserta didik 
pada tahun-tahun tertentu. 
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d. Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik pada saat Mutasi 
Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik yang baik pada saat 
mutasi diharapkan dapat membantu, mempermudah, dan memperlancar 
pelaksanaan mutasi peserta didik. Pelayanan ketatausahaan peserta didik tersebut 
diberikan oleh petugas tata usaha sekolah. Berikut ini data hasil penelitian 
mengenai pelaksanaan pelayanan ketatatusahaan peserta didik pada saat mutasi 
peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon. 
Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik yang berupa pelayanan 
data pada saat mutasi sebagaimana dipaparkan oleh kepala tata usaha sekolah 
pada tanggal 28 Mei 2014 bahwa: 
“Mutasi siswa nanti bisa tanya sama pegawai yang lain dulu mba, tetapi yang 
jelas untuk mutasi itu harus melalui Dinas dulu mba. Kalau sudah mendapat 
rekomendasi dari Dinas bisa langsung diterima. Kami akan memberikan 
informasi mengenai syarat masuk siswa mutasi yang kebetulan syaratnya 
sama dengan syarat masuk siswa baru, kemudian kami akan membantu siswa 
untuk melengkapi beberapa data diri maupun berkas yang dibutuhkan. 
Kemudian bagi siswa yang mutasi keluar itu TU hanya membantu dalam 
membuatkan surat–surat rekomendasi jika dibutuhkan sebagai syarat”. 
Hal tersebut diperkuat oleh pemaparan petugas tata usaha sekolah pada 
tanggal 28 Mei 2014 bahwa: 
“Sebenarnya Kalau pelayanan ketatausahaan pada saat mutasi keluar, TU 
memberikan layanan persuratan, misalnya mengenai pembuatan surat 
keterangan atau rekomendasi untuk siswa yang ingin keluar. Kalau secara 
prosedur sama dengan pengajuan surat yang lainnya mba. Kalau mengenai 
informasi itu guru BP yang lebih tahu. Jika membutuhkan persyaratan atau 
pemberkasan untuk mutasi ke sekolah luar begitu, kami akan membantu 
untuk memenuhi”.  
Pada kesempatan yang sama petugas tata usaha sekolah menambahkan 
pendapat mengenai pelaksanaan pelayanan ketatausahaan berupa pelayanan data, 
sebagai berikut: 
84 
 
“TU akan mencatat alasan mengapa dan kapan dilakukan mutasi, jadi nanti 
akan didokumentasikan pada catatan mutasi. Selanjutnya nama yang 
bersangkutan akan dikeluarkan dari daftar presensi dan daftar siswa pada 
tahun pelajaran tersebut. Begitu pula dengan mutasi masuk juga dicatat dan 
didata oleh TU, kemudian dimasukkan ke dalam daftar presensi dan daftar 
siswa pada tahun pelajaran tersebut. Jadi kalau ada yang menghendaki 
penelusuran peserta didik yang melakukan mutasi maka kami dapat 
menyediakan permintaan itu tadi”. 
Hasil studi dokumen berupa data yang disediakan pada saat mutasi belajar 
peserta didik menunjukkan bahwa pelayanan data yang sudah terlaksana berupa 
pelayanan data mutasi keluar, sedangkan data mutasi masuk tidak dapat 
ditemukan karena sejauh ini jarang terjadi pelaksanaan mutasi masuk. Petugas tata 
usaha sekolah belum melaksanakan pelayanan dalam bentuk data lain yang 
berkaitan dengan statistik mutasi keluar peserta didik pada jangka waktu tertentu 
untuk melihat laju mutasi keluar peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon. 
Pada kesempatan yang sama, petugas tata usaha menambahkan pendapat 
terkait pelaksanaan pelayanan ketatausahaan berupa pelayanan informasi, yaitu: 
“Informasi mengenai pelaksanaan mutasi peserta didik akan diberikan oleh 
tata usaha kepada siapapun pihak yang menghendaki informasi tersebut. 
Selanjutnya, kami akan mendampingi dan membantu calon peserta didik 
untuk memenuhi segala persyaratannya. Kalau untuk persyaratan mutasi 
masuk sama dengan syarat masuk peserta didik baru, dengan catatan masih 
ada kursi kosong untuk menerima siswa pindahan. Sekolah akan menerima 
manakala siswa yang bersangkutan sudah mendapat rekomendasi dari Dinas 
Pendidikan setempat”. 
Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diketahui bahwa petugas tata 
usaha sekolah telah melaksanakan pelayanan persuratan untuk mutasi keluar serta 
memberikan pendampingan kepada calon peserta didik dalam melaksanakan 
prosedur mutasi masuk untuk melengkapi segala bentuk persyaratan mutasi. 
Pelayanan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan peserta 
didik guna mempermudah pelaksanaan mutasi peserta didik. 
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e. Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik pada 
Pascakelulusan 
Pelaksana pelayanan ketatausahaan peserta didik pascekelulusan peserta didik 
di SMK Negeri 2 Sewon adalah petugas tata usaha sekolah. Penelitian ini akan 
menggali data mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatatusahaan peserta 
didik oleh petugas tata usaha sekolah pascakelulusan peserta didik dari SMK 
Negeri 2 Sewon. Berikut disampaikan oleh kepala tata usaha sekolah pada tanggal 
28 Mei 2014 mengenai pelaksanaan pelayanan ketatatusahaan peserta didik. 
“Jika ada informasi masuk perguruan tinggi bisa dilihat di papan 
pengumuman. Jika siswa membutuhkan surat keterangan bahwa yang 
bersangkutan sudah mengikuti ujian karena mungkin ijazah belum jadi ya 
nanti itu akan dilayani oleh TU, kami akan membuatkan itu. Proses 
pendaftaran akan ada pihak guru yang ditunjuk secara khusus untuk 
mendampingi siswa yang akan mendaftar di perguruan tinggi. Bagi siswa 
yang ingin melanjutkan kerja, TU melayani surat-surat yang sekiranya 
dibutuhkan sebagai syarat untuk melamar kerja aja. Prosedur persuratannya 
sama dengan yang lainnya. Kemudian, TU akan mendokumentasikan lulusan 
yang diterima kerja tersebut, diterima kapan dan diterima di mana. Begitu 
juga dengan lulusan yang melanjutkan pendidikan akan didokumentasikan. 
Kami akan menelusuri hal tersebut namun membutuhkan waktu yang lama 
karena menunggu feedback dari alumni yang bersangkutan ”. 
Berikut disampaikan pula oleh petugas tata usaha sekolah pada tanggal 28 
Mei 2014 mengenai pelaksanaan pelayanan ketatatusahaan peserta didik pada 
pascakelulusan bahwa: 
“Layanan ketatausahaan bagi siswa yang ingin mendaftar kerja itu  biasanya 
begini, setiap ada surat masuk atau informasi dari lembaga mengenai 
lowongan kerja itu akan masuk ke TU tetapi akan kami arahkan ke BKK. Jika 
memang ada siswa yang menanyakan hal mengenai lowongan kerja akan 
kami arahkan ke BKK. Jadi TU tidak melayani itu. Jika ada yang akan 
melanjutkan ke perguruan tinggi sudah ada panitia khusus yang memandu. 
Kalau ada informasi penerimaan mahasiswa baru, akan kami berikan kepada 
panitia. Pelayanan kepada lulusan adalah ketika lulusan ingin masuk 
perguruan tinggi maupun lembaga kerja pasti membutuhkan beberapa hal 
sebagai persyaratan jadi TU memberikan layanan pemberkasan misalnya foto 
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kopi legalisir ijazah, SKHUN, ataupun surat keterangan dari sekolah. Tetapi 
kalau legalitas tersebut belum jadi maka tata usaha sekolah menyiapkan surat 
pengganti sementara. Prosedur pelayanannya sama dengan pelayanan surat 
yang lain. Nah, setelah siswa yang bersangkutan diterima di perguruan tinggi 
maupun di lembaga kerja maka TU akan mendata arah lulusan tersebut”. 
Hasil pengamatan terhadap dokumen yang berhubungan dengan data peserta 
didik pascakelulusan, peneliti tidak menemukan data hasil penelusuran alumni. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan data pascekelulusan belum dapat 
dilaksanakan oleh petugas tata usaha sekolah. Dengan demikian, dapat dinyatakan 
bahwa petugas tata usaha sekolah belum dapat melaksanakan pelayanan 
ketatausahaan peserta didik pada pascakelulusan dalam bentuk pelayanan data. 
 
3. Kendala Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik 
Pada pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa hal yang menjadi kendala 
tugas tata usaha sekolah dalam memberikan pelayanan ketatausahaan peserta 
didik. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis kendala yang ada pada 
pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon. 
a. Kendala Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik 
Pelayanan ketatausahaan peserta didik yang mengalami hambatan, tidak 
menutup kemungkinan bahwa peserta didik kehilangan kesempatan untuk 
mendapatkan hak sebagai peserta didik. Peserta didik dapat mengalami hambatan 
manakala akan melakukan aktivitas belajar selama menempuh pendidikan di 
SMK Negeri 2 Sewon. Kendala pada pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 Sewon sebagaimana diungkapkan oleh kepala tata usaha sekolah 
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pada tanggal 28 Mei 2014 yaitu: “Pertama ruangannya belum representatif, bisa 
dilihat ini bahwa ruangan masih sederhana. Kedua, pegawai TU itu belum 
memadai, kalau sekolah lain ada yang sampai sepuluh tapi kalau disini hanya ada 
2 orang yang PNS jadi lebih banyak memberdayakan pegawai tidak tetap sama 
guru. Hal yang utama menjadi kendala ya kedua hal tersebut mba”. 
Pernyataan serupa diungkapkan petugas tata usaha sekolah pada tanggal 28 
Mei 2014 bahwa:  
“Mobilitasi kerja kepala sekolah yang tinggi dan sering keluar kota menjadi 
hambatan ketika TU akan memberikan layanan persuratan untuk pengesahan 
karena tidak dapat langsung mendapat tanda tangan kepala sekolah. Selain itu 
juga mengenai ruangan ini kan juga masih terbatas ya mba. Kemudian jumlah 
tenaga juga masih terbatas jadi kalau ada siswa yang membutuhkan layanan 
tidak ditugaskan kepada satu orang saja melainkan kepada siapa saja yang 
memang memiliki waktu luang untuk membantu melayani”. 
Berdasarkan pernyataan kepala tata usaha sekolah dan petugas tata usaha 
sekolah maka dapat diidentifikasi 3 (tiga) permasalahan ketatausahaan peserta 
didik, meliputi ruang tata usaha sekolah yang belum representatif, jumlah pegawai 
tata usaha sekolah belum memadai, dan mobilitas kerja kepala sekolah yang 
tinggi. Lebih lanjut mengenai bagaimana ketiga hal tersebut dapat menjadi 
kendala pelayanan ketatausahaan peserta didik dipaparkan oleh kepala tata usaha 
sekolah pada tanggal 28 Mei 2014 bahwa:  
“Mengenai ruangan yang belum representatif, ukuran ruangan yang terbatas 
maka desain ruangpun hanya sememungkinkannya saja, tidak dapat didesain 
dengan sedemikian rupa yang nyaman untuk bekerja maupun bertatap muka 
memberikan pelayanan kepada siswa. Hal itu membuat siswa belum dapat 
dilayani secara prima. Mengenai banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan 
oleh TU sementara jumlah pegawai yang terbatas, jadi kalau ada siswa yang 
menghendaki layanan misalnya untuk dibuatkan surat keterangan menjadi 
tidak dapat terlayani dengan maksimal karena terdapat pekerjaan lain yang 
harus segera diselesaikan sementara jumlah pegawai terbatas”. 
88 
 
Penuturan senada dikemukakan oleh petugas tata usaha sekolah pada tanggal 
yang sama bahwa:  
“Kepala sekolah sering pergi ke luar sekolah jadi ketika ada hal yang 
memerlukan pengesahan maupun penilaian dari kepala sekolah tidak dapat 
segera ditindaklanjuti. Hal ini dapat menjadi hambatan ya mba dalam 
memberikan layanan kepada siswa. Kemudian untuk ruangan yang terbatas 
membuat layanan yang diberikan tidak dapat maksimal. Sementara itu untuk 
pegawai yang terbatas menuntut semua pegawai berperan mengelola atau 
bertugas memberikan layanan ketatausahaan kepada siswa. Layanan siswa 
dapat tertunda manakala para pegawai sedang memiliki tugas yang lebih 
insidental”. 
Selain melakukan tanya jawab secara langsung dengan pelaksana pelayanan 
ketatausahaan peserta didik, peneliti juga melakukan pengamatan di lapangan 
mengenai kendala pada pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa saat 
pelayanan ketatausahan dilaksanakan, siswa tidak secara langsung mendapatkan 
apa yang dibutuhkan, melainkan harus menunggu pada waktu yang lain. Hal 
tersebut dikarenakan petugas sedang mengerjakan tugas yang lain sehingga tidak 
secara langsung dapat menangani permintaan siswa. Adapun mengenai ruang tata 
usaha sekolah masih belum ideal untuk sebuah ruang pelayanan karena ukuran 
ruang yang terasa sempit serta tidak terdapat tempat tunggu maupun tempat duduk 
bagi pelanggan sekolah yang memerlukan pelayanan. Selain itu, ditemukan suatu 
situasi dimana antarpetugas ketatausahaan saling melempar tugas. Petugas 
cenderung pasif terhadap tugas yang bukan menjadi bagian tugasnya. Sementara 
itu, kepala tata usaha kurang memberikan perhatian terhadap hal tersebut. 
Pemaparan hasil pernyataan dan hasil pengamatan lapangan di atas 
menunjukkan bahwa kendala pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
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Negeri 2 Sewon meliputi 4 (empat) hal, yaitu ruang tata usaha sekolah sebagai 
tempat pelaksanaan pelayanan ketatausahaan yang belum representatif, jumlah 
pegawai tata usaha sekolah sebagai pihak yang bertugas memeberikan pelayanan 
belum memadai, mobilitas kerja kepala sekolah yang tinggi, serta kesadaran 
petugas tata usaha terhadap tugas dan tanggung jawabnya masih rendah. 
 
b. Solusi atas Kendala Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik 
Berdasarkan berbagai kendala yang dihadapi selama memberikan pelayanan 
ketatausahaan peserta didik maka peneliti menganalisis lebih lanjut mengenai cara 
yang ditempuh petugas pelayanan untuk mengantisipasi atau meminimalisasi 
kendala tersebut. Mengutip apa yang disampaikan kepala tata usaha sekolah pada 
tanggal 28 Mei 2014, bahwa : 
“Pekerjaan yang idealnya harus dikerjakan oleh TU terpaksa harus 
dimintakan bantuan kepada guru, misalnya untuk petugas inventaris barang 
yang seharusnya menjadi pekerjaan dari TU tetapai karena pegawai belum 
cukup jadi harus ditangani oleh guru. Dengan demikian, beban kerja TU 
untuk melayani siswa tidak akan terbebani penuh dengan pekerjaan yang lain. 
Mengenai ruangan yang belum representatif ya terpaksa seadanya harus 
terima dulu karena memang tidak memungkinkan secara instan untuk 
diperbaiki karena ini mengenai fasilitas sekolah sehingga harus melalui 
prosedur. Sekarang ini juga baru diupayakan pembangunanan namun 
pembangunanpun harus dilakukan secara bertahap. Tidak menutup 
kemungkinan adanya pembangunan ruang untuk pelayanan ketatausahaan di 
gedung unit 2. Tetapi kembali lagi ya mba, namanya pembangunan fasilitas 
sekolah pasti tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui 
prosedur”. 
Petugas tata usaha sekolah memaparkan hal sependapat dengan kepala tata 
usaha sekolah pada tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut: 
“Mengenai mobilitasi kerja kepala sekolah yang tinggi maka ketika siswa 
membutuhkan sesuatu terutama surat yang perlu pengesahan kepala sekolah 
maka siswa tersebut harus mengisi blangko yang sudah disediakan oleh TU 
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untuk kemudian menuliskan apa yang menjadi kebutuhannya. Kalau untuk 
ruangan yang terbatas sementara ini masih demikian adanya, lebih di desain 
sederhana saja agar tidak terlihat penuh. Sementara itu untuk pegawai yang 
terbatas menuntut semua pegawai dapat berperan mengelola atau bertugas 
memberikan layanan ketatausahaan kepada siswa. Jadi siapa pegawai yang 
pada saat itu sedang tidak ada pekerjaan harus secara cekatan dapat 
memberikan pelayanan. Kemudian beberapa kegiatan adminitrasi berupa 
inventaris dan bendahara dibantu oleh guru jadi beban tugas tata usaha 
berkurang”.  
Berkaitan dengan solusi yang telah diupayakan oleh pihak sekolah untuk 
mengantisipasi dan meminimalisasi kendala pada pelayanan ketatausahaan peserta 
didik maka perlu diketahui pencapaian dari upaya tersebut. Kepala tata usaha 
sekolah pada tangal 28 Mei 2014 mengemukakan bahwa: “Sejuah ini sudah 
diupayakan mengenai bagaimana agar sekolah dapat memberikan pelayanan 
ketatausahaan kepada siswa yang baik terlepas dari segala keterbatasan tetapi 
tidak semua dapat dipenuhi secara instan, terlebih untuk memenuhi ruangan TU 
yang representatif”. Pada kesempatan yang sama, petugas tata usaha sekolah 
memberikan penilaian bahwa: “Kalau untuk meminimalkan bisa dibilang sudah 
namun masih belum bisa maksimal”. 
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa sejauh ini pihak sekolah telah 
berupaya meminimalisasi kendala yang mungkin muncul selama pelayanan 
ketatausahaan peserta didik. Meskipun demikian, hasil yang dicapai belum 
maksimal. Hal tersebut sebagaimana telah dikemukakan oleh kepala tata usaha 
sekolah pada penuturan sebelumnya bahwa tidak semua kendala dapat diatasi 
dengan upaya yang instan. Terdapat beberapa kendala yang merupakan 
keterbatasan kemampuan dan kondisi sekolah sehingga tidak dapat dibenahi 
dalam waktu yang singkat. 
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C. Pembahasan 
Berdasarkan penyajian data hasil penelitian lapangan di SMK Negeri 2 
Sewon sebagaimana dipaparkan di atas maka peneliti melakukan analisis untuk 
menjawab rumusan masalah penelitian. Berikut ini pemaparan pembahasan 
penelitian pelayanan ketatausahaan peserta didik pada penyelenggaraan 
pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon. 
1. Bentuk Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik 
Tata usaha sekolah memiliki fungsi pelayanan, salah satu pelayanan tersebut 
mengenai ketatausahaan peserta didik. Ketatausahaan peserta didik berkaitan 
dengan pencatatan data dan pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan 
dengan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan keluarnya peserta didik 
tersebut dari suatu sekolah (Mulyasa, 2007:46). Bentuk ketatausahaan peserta 
didik tersebut menurut Abdul Aziz Wahab (2008: 107) berkaitan dengan 
kesekretariatan, persuratan, keterangan, dan informasi. Adapun, untuk 
memudahkan peneliti mendapatkan informasi mengenai bentuk pelayanan 
ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon maka bentuk pelayanan  
dapat indentifikasi berdasarkan ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang 
lingkup manajemen pendidikan sebagaimana dikemukakan Meilina Bustari dan 
Tina Rahmawati (2005: 9) meliputi perencanaan peserta didik, pembinaan peserta 
didik, evaluasi belajar peserta didik, dan mutasi peserta didik. Berdasarkan hasil 
pengamatan di lapangan, perlu dibahas pula mengenai pelayanan ketatausahaan 
pascakelulusan karena pelayanan ketatausahaan juga diberikan kepada peserta 
didik yang telah lulus sekolah.  
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a. Bentuk Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik pada saat Penerimaan  
Hal pertama yang dilakukan pihak sekolah sebelum peserta didik memulai 
kegiatanan belajar berupa kegiatan perencanaan. Perencanaan peserta didik 
menurut Ali Imron (2011: 21) adalah suatu aktivitas memikirkan di muka tentang 
hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik 
peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah. 
Perencanaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon dilaksanakan oleh panitia 
khusus yang ditunjuk bersama pada saat rapat prapenerimaan peserta didik baru. 
Panitia tersebut terdiri dari guru dan tata usaha sekolah sehingga seluruh aktivitas 
perencanaan, termasuk hal-hal yang bersifat teknis menjadi tanggung jawab 
panitia. Dengan demikian, tata usaha sekolah tidak memiliki tanggung jawab 
langsung dalam perencanaan peserta didik. Meskipun demikian, tata usaha 
sekolah memiliki peran terbatas dalam memberikan pelayanan ketatausahaan 
peserta didik terutama pada saat penerimaan peserta didik. Pelayanan 
ketatausahaan peserta didik tersebut meliputi pelayanan data, pelayanan 
persuratan, dan pelayanan dokumentasi. 
1) Pelayanan data yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas tata usaha 
sekolah terkait hal-hal yang berbentuk data mengenai calon peserta didik 
maupun calon peserta didik baru. Data tersebut berupa data yang berkaitan 
dengan calon peserta didik sebelum calon peserta didik tersebut resmi 
menjadi peserta didik dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di SMK N 
2 Sewon. Data yang disediakan dan diberikan oleh tata usaha sekolah pada 
saat penerimaan peserta didik baru, meliputi data-data sebagai berikut. 
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a) Data sasaran promosi sekolah berupa data SMP/sederajat di wilayah 
kabupaten Bantul beserta alamat lengkap masing-masing sekolah. Data 
sekolah tersebut disediakan oleh tata usaha sekolah untuk memenuhi 
permintaan panitia penerimaan peserta didik baru jika hendak meminta 
data sekolah yang akan diberikan sosialisasi. Sosialisasi tersebut sebagai 
upaya promosi sekolah untuk menarik animo calon peserta didik agar 
berkemauan untuk masuk di SMK Negeri 2 Sewon. 
b) Daftar peminat merupakan daftar nama calon siswa yang mendaftar di 
SMK N 2 Sewon. Daftar tersebut diterima dari hasil laporan penerimaan 
peserta didik baru yang menunjukkan nama-nama calon peserta didik 
yang mendaftarkan diri di SMK N 2 Sewon. Berdasarkan data tersebut 
dapat diketahui jumlah peminat atau animo masyarakat yang hendak 
masuk di sekolah tersebut. 
c) Data peserta didik baru merupakan data peserta didik yang sudah 
dinyatakan diterima di SMK N 2 Sewon. Data tersebut berisi identitas 
peserta didik baru yang meliputi nama peserta dan tempat tanggal lahir. 
Data peserta didik tersebut perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan 
bahwa data tersebut valid. Data tersebut digunakan sebagai pedoman 
pencatatan siswa pada buku induk dan pemberian nomor induk siswa. 
d) Data peserta didik berisi data seluruh siswa mulai dari kelas X, XI, dan 
XII yang dikategorikan berdasarkan kelas dan program keahlian pada 
setiap tahun pelajaran. Data tersebut merupakan data keadaan peserta 
didik yang akan digunakan sebagai pedoman pembuatan blangko 
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presensi kehadiran peserta didik pada setiap awal tahun pelajaran. Selain 
itu, berdasarkan data tersebut dapat dilihat perkembangan keadaan 
(jumlah) peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon  pada setiap tahun ajaran. 
e) Data pengajuan beasiswa berisi data identitas peserta didik yang akan 
diusulkan sebagai penerima beasiswa. Format pengajuan beasiswa 
maupun bentuk bantuan yang lain telah disesuaikan dengan aturan format 
dari kementerian pendidikan. Format data pengajuan beasiswa perlu 
untuk diisi secara lengkap dan valid agar memenuhi syarat seleksi 
administratif penerima beasiswa atau bantuan siswa yang lainnya. 
2) Pelayanan persuratan yaitu tugas pelayanan yang diberikan oleh petugas tata 
usaha sekolah terkait hal-hal yang berbentuk surat. Surat tersebut berupa 
keterangan legal yang berkaitan dengan calon peserta didik sebelum calon 
peserta didik resmi menjadi peserta didik dan dapat mengikuti kegiatan 
pembelajaran di SMK N 2 Sewon. Surat yang dikelola oleh tata usaha 
sekolah pada saat perencanaan peserta didik, meliputi ijazah asli peserta didik 
pada masa SMP dan jenis blangko berupa blangko presensi kehadiran siswa. 
a) Ijazah asli SMP Sederajat merupakan tanda tamat belajar yang dijamin 
legalitasnya. Sudah menjadi hal dasar bahwa syarat utama seseorang 
dapat masuk di sekolah menengah adalah ketika yang bersangkutan telah 
menyelesaikan pendidikan dasar pada tingkat SMP sederajat. Tanda 
tamat belajar tersebut berbentuk ijazah sehingga selain sebagai syarat, 
sekolah menyimpan ijazah asli sebagai jaminan peserta didik selama 
yang bersangkutan berada di sekolah tersebut. 
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b) Blangko presensi kehadiran siswa merupakan lembar presensi kehadiran 
siswa yang harus diisi oleh guru pengajar pada setiap hari aktif sekolah. 
Draf presensi siswa dibuat oleh petugas tata usaha berdasakan data 
peserta didik pada setiap tahun pelajaran baru sehingga blangko presensi 
akan dibuat setiap awal tahun pelajaran baru, kecuali jika data peserta 
didik belum valid maka disediakan blangko presensi sementara. 
Berdasarkan blangko tersebut guru dapat merekam kehadiran peserta 
didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. 
3) Pelayanan dokumentasi yaitu tugas pelayanan yang diberikan oleh petugas 
tata usaha sekolah terkait hal-hal yang berbentuk dokumen tersimpan. 
Dokumentasi tersebut berupa kumpulan catatan mengenai peserta didik yang 
dihimpun sebelum peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran di SMK N 
2 Sewon. Bentuk dokumentasi yang dikelola oleh tata usaha sekolah pada 
saat perencanaan peserta didik, meliputi buku induk siswa dan laporan 
pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 
a) Buku induk siswa tersebut digunakan untuk mencatat semua data siswa 
yang menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon. Buku induk siswa 
berupa catatan data pribadi siswa dan latar belakang pribadi siswa yang 
dibukukan pada saat peserta didik hendak memulai kegiatan 
pembelajaran di sekolah. Buku induk siswa merupakan buku tahunan 
yang dibuat pada setiap awal tahun pelajaran. Format penulisan data 
pokok peserta didik pada buku induk sesuai dengan format pedoman 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi DIY. 
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b) Laporan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berupa 
data dan informasi hasil pelaksanaan PPDB oleh panitia khusus yang 
dibukukan untuk dipertanggungjawaban kepada sekolah maupun Dinas 
daerah setempat. Laporan tersebut dibuat oleh panitia PPDB namun 
setelah pelaksanaan selesai akan disimpan dan dikelola oleh tata usaha 
sekolah agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan kembali dapat ditemukan. 
Laporan pelaksanaan PPDB tersebut juga menjadi pedoman bagi tata 
usaha untuk membuat data awal peserta didik baru.  
 
b. Bentuk Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik pada saat Pembinaan  
 Pada pembinaan peserta didik sebagaimana dikemukakan Meilina Bustari 
dan Tina Rahmawati (2005: 29) meliputi kegiatan orientasi peserta didik baru, 
pengelolaan kelas, pembinaan disiplin peserta didik, dan pembinaan minat bakat. 
Pembinaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon meliputi, pertama,  kegiatan 
Masa Orientasi Siswa (MOS). Kegiatan tersebut dikelola oleh panitia khusus yang 
berasal dari guru.  Kedua, kegiatan pembinaan belajar yang dikelola oleh bidang 
kesiswaan dan pembinaan dilakukan oleh guru. Pada pembinaan belajar peserta 
didik, khusus untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat kegiatan belajar 
di lapangan atau yang disebut Praktik Kerja Industri (Prakerin). Ketiga, kegiatan 
pembinaan disiplin siswa yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling. 
Keempat, kegiatan pembinaan minat bakat atau biasa disebut kegiatan 
ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut dikelola oleh bidang kesiswaan dan pembinaan 
dilakukan oleh guru ekstrakurikuler. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat 
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diketahui bahwa tata usaha tidak memiliki peran secara langsung dalam kegiatan 
pembinaan.  Meskipun demikian, tata usaha sekolah memiliki peran terbatas 
dalam memberikan pelayanan ketatausahaan peserta didik. Pelayanan 
ketatausahaan tersebut meliputi pelayanan data, persuratan, dan informasi. 
1) Pelayanan data yaitu tugas pelayanan yang diberikan oleh petugas tata usaha 
sekolah terkait hal-hal yang berbentuk data. Data tersebut berupa data yang 
berkaitan dengan peserta didik ketika yang bersangkutan sedang menempuh 
pendidikan di SMK N 2 Sewon. Adapun data yang dikelola merupakan data 
yang mendukung peserta didik atau memberikan keterangan mengenai 
peserta didik selama mengikuti kegiatan pembinaan. Berikut jenis data yang 
dikelola oleh tata usaha sekolah pada saat pembinaan peserta didik. 
a) Data penerima beasiswa, semua peserta didik yang menerima beasiswa 
maupun bantuan dalam bentuk lain dilakukan pendataan pada setiap 
periode penerimaan berdasarkan jenis beasiswa atau bantuan. Data 
tersebut sesuai dengan surat pemberitahuan penerima beasiswa yang 
dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan. Data tersebut berisi data 
pribadi siswa yang dinyatakan berhak menerima beasiswa. Berdasarkan 
data tersebut akan mempermudah tata usaha untuk membantu siswa 
dalam mengelola penerimaan beasiswa. 
b) Data prestasi siswa yang berisi pretasi yang telah diraih siswa selama 
jangka waktu tertentu. Prestasi tersebut meliputi berbagai macam prestasi 
baik akademik maupun nonakademik. Data tersebut digunakan oleh 
pihak sekolah untuk mengetahui keunggulan sekolah di tingkat wilayah 
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tertentu. Selain itu, data tersebut sebagai daya tarik untuk melakukan 
promosi sekolah serta bagi siswa yang terdaftar telah menyumbangkan 
prestasi akan mendapatkan beasiswa. 
2) Pelayanan persuratan yaitu tugas pelayanan yang diberikan oleh petugas tata 
usaha sekolah terkait hal-hal yang berbentuk surat. Surat tersebut merupakan 
hal yang menunjang peserta didik selama yang bersangkutan mengikuti 
kegiatan pembinaan di SMK N 2 Sewon. Tersedia atau tidak tersedia surat 
tersebut akan mempengaruhi kegiatan pembinaan peserta didik. Jika 
kebutuhan persuratan peserta didik dapat dilayani dengan baik, sesuai 
kebutuhan, dan tepat waktu maka kegiatan peserta didik selama pembinaan 
tidak akan terhambat. Sebaliknya,  jika kebutuhan persuratan peserta didik 
tidak dapat dilayani dengan baik maka kegiatan peserta didik selama 
pembinaan akan terhambat. Berikut ini jenis surat yang dikelola oleh tata 
usaha sekolah pada saat pembinaan peserta didik. 
a) Blangko pengajuan surat berupa lembar yang harus diisi oleh peserta 
didik manakala yang bersangkutan hendak mengajukan permohonan 
pembuatan surat. Blangko pengajuan surat digunakan sebagai draf 
pembuatan surat yang diisi oleh peserta didik ketika yang bersangkutan 
hendak mengajukan permohonan pembuatan surat ke tata usaha sekolah. 
Blangko tersebut disediakan oleh petugas tata usaha untuk 
mempermudah pelayanan pembuatan surat izin kegiatan bagi siswa, surat 
rekomendasi siswa, surat keterangan siswa, dan surat pemberitahuan 
yang ditujukan kepada siswa. 
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b) Surat izin kegiatan bagi siswa yaitu surat yang berisi pemberian maupun 
permohonan izin bagi siswa untuk mengikuti suatu kegiatan. Surat izin 
yang berupa pemberian izin misalnya berupa pemberian izin kepada 
siswa untuk melakukan kegiatan kesiswaan. Surat yang berupa 
permohonan izin misalnya berupa izin bagi siswa untuk tidak mengikuti 
pembelajaran di kelas karena hendak mengikuti kegiatan lomba serta 
permohonan izin kepada pihak dunia industri bahwa putra/putri didik 
SMK Negeri 2 Sewon akan melakukan kegiatan Praktik Kerja Industri. 
c) Surat rekomendasi siswa merupakan surat yang berisi rekomendasi siswa 
untuk mengikuti suatu kegiatan selama pembinaan peserta didik. surat 
rekomendasi siswa tersebut misalnya, surat rekomendasi bahwa siswa 
yang bersangkutan diajukan mewakili SMK Negeri 2 Sewon untuk 
mengikuti pelatihan keterampilan atau kegiatan yang dilakukan oleh 
lembaga pendidikan maupun lembaga swasta yang terpercaya.  
d) Surat keterangan siswa berisi keterangan mengenai keadaan siswa atau 
surat yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan benar-benar 
sedang atau telah menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon. Surat 
yang termasuk dalam jenis surat keterangan, antara lain surat keterangan 
kelulusan peserta didik SMK Negeri 2 Sewon yang digunakan sebagai 
penganti sementara ijazah yang belum terbit. Surat keterangan yang lain 
berupa keterangan mengenai diri peserta didik yang menyatakan bahwa  
yang bersangkutan benar-benar peserta didik di SMK N 2 Sewon dan 
menunjukkan prestasi nilai yang baik guna pengajuan beasiswa. 
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e) Surat pemberitahuan berisi pemberitahuan mengenai keadaan siswa atau 
pemberitahuan untuk kepentingan siswa selama mengikuti kegiatan 
pembinaan di SMK Negeri 2 Sewon. Surat pemberitahuan tersebut 
misalnya, pemberitahuan mengenai keadaan disiplin peserta didik 
sehingga perlu adanya pemberitahuan kepada orang tua/wali untuk 
melakukan kunjungan ke sekolah atau sebaliknya, pihak sekolah yang 
akan melakukan home visit ke rumah yang bersangkutan.  
3) Pelayanan informasi yaitu tugas pelayanan yang diberikan oleh petugas tata 
usaha sekolah terkait hal-hal yang berbentuk informasi. Informasi peserta 
didik yang diberikan oleh petugas tata usaha sekolah kepada peserta didik 
pada saat pembinaan berupa informasi mengenai beasiswa atau bantuan 
pendidikan. Informasi tersebut diperoleh atas pemberitahuan dari dinas 
pendidikan kabupaten yang kemudian diterima oleh sekolah melalui tata 
usaha sekolah. Tata usaha sekolah akan menginformasikan kepada para siswa 
mengenai persyaratan pangajuan beasiswa atau jenis bantuan lain. 
 
c. Bentuk Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik pada saat Evaluasi 
Belajar  
Kegiatan evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab bidang 
kesiswaan sehingga pelaksanaannya dilakukan oleh panitia khusus yang terdiri 
dari tenaga pendidik di SMK Negeri 2 Sewon. Evaluasi hasil belajar peserta didik 
merupakan kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa baik yang berupa 
kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler (Tatang M. Amirin dkk, 
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2011: 55) sehingga guru adalah pihak yang lebih tahu mengenai perkembangan 
peserta didik. Dengan demikian, tata usaha sekolah tidak memiliki peran secara 
langsung dalam kegiatan evaluasi belajar siswa. Meskipun demikian, tata usaha 
sekolah memiliki peran dalam memberikan pelayanan ketatusahaan yang secara 
tidak langsung berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi belajar peserta didik di 
SMK Negeri 2 Sewon. Pelayanan ketatausahaan tersebut berupa pelayanan data 
dan pelayanan dokumentasi.  
1) Pelayanan data yang diberikan oleh petugas tata usaha sekolah pada saat 
evaluasi peserta didik berupa data yang berkaitan dengan peserta didik ketika 
yang bersangkutan sedang melakukan kegiatan evaluasi belajar pada saat 
menempuh pendidikan di SMK N 2 Sewon. Data yang dikelola tata usaha 
pada saat peserta didik mengikuti kegiatan evaluasi meliputi, data siswa 
peserta evaluasi, data normatif ujian nasional, data nilai hasil ujian nasional, 
dan blangko data nilai hasil evaluasi belajar siswa (rapor). 
a) Data siswa peserta evaluasi tersebut berisi daftar peserta didik beserta 
identitas diri yang dapat mengikuti pelaksanaan evaluasi belajar di SMK 
Negeri 2 Sewon, baik berupa evaluasi formatif maupun evaluasi sumatif. 
Data siswa peserta evaluasi tersebut disediakan jika suatu saat panitia 
evaluasi belajar membutuhkan untuk pelaksanaan evaluasi. Data tersebut 
berasal dari daftar nama peserta didik yang aktif menempuh pendidikan 
di SMK Negeri 2 Sewon.  
b) Data normatif ujian nasional berisi daftar peserta didik beserta identitas 
diri yang akan mengikuti UN dengan format menyesuaikan dengan 
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aturan yang dibuat oleh panitia pusat penyelenggara ujian nasional. 
Format daftar normatif ujian nasional telah disesuaikan dengan panduan 
dari panitia pelaksana. Data peserta ujian nasional akan diajukan kepada 
panitia penyelenggara ujian nasional pusat sebagai bentuk pendaftaran 
keikutsertaan peserta didik dalam ujian nasional. 
c) Data nilai hasil ujian nasional merupakan nilai-nilai hasil ujian nasional 
setiap peserta didik yang disimpan pada setiap periode kelulusan. Data 
nilai hasil ujian nasional tersebut disimpan guna memenuhi kebutuhan 
siswa jika sewaktu-waktu dibutuhkan kembali, terutama jika terdapat 
laporan dari alumni yang kehilangan transkip nilai hasil ujian nasional 
maka transkip nilai yang bersangkutan dapat ditemukan kembali. Jadi, 
data tersebut dapat berfungsi sebagai tindasan transkip nilai ujian 
nasional peserta didik. 
d) Blangko data nilai siswa atau blangko rapor berisi identitas siswa beserta 
lembar draf rekapitulasi nilai akademik dan nilai perilaku siswa per-
semester yang dibukukan menjadi satu untuk memeperlihatkan 
perkembangan peserta didik selama menempuh pendidikan di sekolah 
tersebut. Draf tersebut disediakan oleh petugas tata usaha sekolah untuk 
kemudian diserahkan kepada guru wali kelas untuk diisi oleh wali kelas.  
2) Pelayanan dokumentasi merupakan tugas pelayanan ketatausahaan mengenai 
hal-hal yang berbentuk dokumen tersimpan. Dokumentasi berupa kumpulan 
catatan mengenai peserta didik yang dihimpun ketika peserta didik telah 
mengikuti kegiatan evaluasi pembelajaran di SMK N 2 Sewon. Bentuk 
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dokumentasi yang dikelola oleh petugas tata usaha sekolah pada saat evaluasi 
belajar peserta didik, meliputi buku leger siswa dan laporan hasil kegiatan 
evaluasi belajar siswa. 
a) Buku leger siswa merupakan buku yang memuat kumpulan-kumpulan 
nilai siswa selama 1 tahun ajaran (2 semester). Buku tersebut berisi daftar 
nilai perkembangan siswa yang dirangkum pada setiap akhir semester 
dan dibukukan  secara keseluruhan  menjadi satu pada setiap akhir tahun 
pelajaran. Buku leger berfungsi sebagai tindasan buku rapor siswa. Hal 
ini untuk mengantisipasi apabila terdapat siswa yang kehilangan rapor 
maka masih terdapat data/rekapitulasi nilai-nilai siswa pada buku leger. 
b) Laporan hasil kegiatan evaluasi belajar siswa berupa data dan informasi 
hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi belajar yang dilakukan oleh panitia 
khusus. Panitia tersebut berasal dari guru mata pelajaran di SMK Negeri 
2 Sewon.  Informasi hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi belajar tersebut 
dibukukan untuk dipertanggungjawaban di sekolah dan dilaporkan di 
Dinas Pendidikan Kabupaten. Tata usaha sekolah menyimpan arsip 
laporan sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali maka data 
tersebut dapat disediakan. 
 
d. Bentuk Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik pada saat Mutasi  
Pelayanan ketatausahaan mutasi di SMK Negeri 2 Sewon terdiri dari mutasi 
keluar dan mutasi masuk. Pelayanan ketatausahaan mutasi keluar merupakan 
pelayanan ketatausahaan terkait keluarnya peserta didik dari SMK Negeri 2 
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Sewon sebelum masa kelulusan karena berbagai alasan. Pelayanan ketatausahaan 
mutasi masuk merupakan pelayanan ketatausahaan terkait perpindahan peserta 
didik dari sekolah lain  untuk masuk di SMK Negeri 2 Sewon. Pelaksanaan mutasi 
keluar dilakukan oleh guru bimbingan konseling, sedangkan pelaksanaan mutasi 
masuk dapat melalui tata usaha sekolah. Adapun tugas tata usaha sekolah dalam 
memberikan pelayanan ketatausahaan kepada peserta didik pada saat kegiatan 
mutasi berupa pelayanan data, pelayanan persuratan, dan pelayanan informasi. 
1) Pelayanan data yang diberikan oleh petugas tata usaha sekolah pada saat 
mutasi peserta didik berupa data yang berkaitan dengan peserta didik ketika 
yang bersangkutan melakukan kegiatan mutasi. Data yang dikelola tata usaha 
pada saat mutasi peserta didik berupa data mutasi siswa SMK Negeri 2 
Sewon. Data mutasi tersebut berupa data siswa yang melakukan mutasi 
keluar dari SMK Negeri 2 Sewon dan disertai dengan alasan yang 
bersangkutan keluar dari sekolah tersebut. Data mutasi peserta didik yang 
keluar tersebut berfungsi sebagai alat untuk memudahkan dalam mencari data 
dan menelusuri siswa yang keluar dari instansi SMK Negeri 2  Sewon. 
Sementara itu, jarang ditemukan siswa yang melakukan mutasi masuk 
sehingga tidak ditemukan data mutasi masuk. 
2) Pelayanan persuratan pada saat mutasi peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon 
merupakan tugas pelayanan yang diberikan oleh petugas tata usaha sekolah 
terkait hal-hal yang berbentuk surat untuk menunjang peserta didik di SMK N 
2 Sewon yang hendak melakukan mutasi. Pelayanan persuratan diberikan 
ketika terdapat peserta didik yang akan melakukan mutasi sebagai syarat 
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untuk melakukan mutai. Surat yang dikelola oleh tata usaha sekolah pada saat 
mutasi peserta didik, meliputi blangko pengajuan surat, surat rekomendasi 
siswa, dan surat keterangan. 
a) Blangko pengajuan surat berupa  lembar yang harus diisi oleh peserta 
didik manakala yang bersangkutan akan mengajukan permohonan 
pembuatan surat. Blangko pengajuan surat pada saat akan mengajukan 
surat untuk keperluan mutasi memiliki format yang sama dengan blangko 
pengajuan surat untuk keperluan pembinaan peserta didik. Blangko 
pengajuan surat berfungsi sebagai draf pembuatan surat yang diisi oleh 
peserta didik ketika yang bersangkutan hendak mengajukan permohonan 
pembuatan surat ke tata usaha sekolah. 
b) Surat rekomendasi siswa merupakan surat yang berisi rekomendasi siswa 
yang dibuat oleh SMK Negeri 2 Sewon untuk melakukan pindah sekolah. 
Surat rekomendasi yang dibuat oleh sekolah sebagai dasar pertimbangan 
bagi Dinas Pendidikan Kabupaten dimana sekolah yang akan dituju 
memberikan rekomendasi untuk menerima atau menolak mutasi tersebut. 
Jadi, surat rekomendasi merupakan pelayanan ketatausahaan berbentuk 
persuratan yang diperlukan peserta didik sebagai syarat peserta didik 
melakukan mutasi. 
c) Surat keterangan berisi keterangan mengenai keadaan siswa atau surat 
yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan benar-benar sedang 
atau telah menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon. Surat 
keterangan yang diperlukan siswa ketika akan melakukan mutasi berupa 
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keterangan diri peserta didik bahwa yang bersangkutan benar-benar 
berasal dari SMK Negeri 2 Sewon dan telah menempuh pendidikan 
sampai pada saat tersebut, disertai alasan perpidahan sekolah. 
3) Pelayanan informasi merupakan tugas pelayanan yang diberikan oleh petugas 
tata usaha sekolah terkait hal-hal yang berbentuk informasi. Informasi peserta 
didik yang diberikan oleh petugas tata usaha sekolah kepada peserta didik 
pada pelaksanaan mutasi berupa informasi mengenai prosedur maupun 
persyaratan yang harus dipenuhi peserta didik ketika akan melakukan mutasi. 
Jika calon peserta didik menghendaki informasi mengenai mutasi masuk 
yaitu bagi siswa yang berminat masuk di SMK Negeri 2 Sewon maka sekolah 
melalui tata usaha sekolah akan membantu dan mendampingi yang 
bersangkutan untuk melengkapi syarat dan melakukan prosedur mutasi. 
Informasi mengenai mutasi keluar menjadi tugas guru bimbingan konseling. 
 
e. Bentuk Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik pada Pascakelulusan  
Pada pascakelulusan, sekolah tidak akan langsung melepas peserta didiknya. 
Terdapat beberapa hal yang dilakukan sekolah sebagai bentuk fasilitas yang 
diberikan oleh pihak sekolah kepada lulusan SMK Negeri 2 Sewon. Pertama, 
sekolah memfasilitasi para lulusan yang berminat untuk melanjutkan pendidikan 
di perguruan tinggi. Oleh karena itu, sekolah membentuk tim khusus yang terdiri 
dari beberapa guru SMK Negeri 2 Sewon untuk membantu dan membimbing 
lulusan yang hendak masuk di perguruan tunggi. Kedua, sekolah memberikan 
fasilitas para lulusan yang berminat untuk bekerja di lembaga kerja. Oleh karena 
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itu, sekolah menjalin kerjasama dengan pihak dunia usaha maupun dunia industri 
untuk menerima tenaga kerja dari lulusan SMK Negeri 2 Sewon. Sekolah telah 
membentuk tim khusus yang menangani penyaluran kerja, tim tersebut disebut 
Bursa Kerja Khusus (BKK). Meskipun pascakelulusan peserta didik dari SMK 
Negeri 2 Sewon telah mendapat pengarahan dan bantuan dari tim khusus namun 
pihak tata usaha sekolah memiliki tugas memberikan pelayanan ketatausahaan 
yang mendukung aktivitas tersebut. Pelayanan ketatausahaan tersebut berupa 
pelayanan persuratan. Pelayanan persuratan tersebut meliputi: 
1) Blangko pengajuan surat pada saat akan mengajukan surat untuk keperluan 
pascakelulusan memiliki format yang sama dengan blangko pengajuan surat 
untuk keperluan aktivitas peserta didik yang lain. Blangko pengajuan surat 
berfungsi sebagai draf pembuatan surat yang diisi oleh peserta didik ketika 
yang bersangkutan hendak mengajukan permohonan pembuatan surat kepada 
pihak  tata usaha sekolah.  
2) Surat rekomendasi siswa merupakan surat yang berisi rekomendasi siswa 
yang dibuat oleh SMK Negeri 2 Sewon bagi siswa yang berminat untuk 
masuk dunia kerja maupun pendidikan tinggi. Jadi, surat rekomendasi 
merupakan pelayanan ketatausahaan berbentuk persuratan yang diperlukan 
peserta didik untuk memenuhi persyaratan akan masuk perguruan tinggi 
maupun akan bekerja di suatu lembaga kerja. 
3) Surat keterangan berisi keterangan mengenai keadaan siswa atau surat yang 
menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan benar-benar telah menempuh 
pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon. Surat keterangan yang diperlukan siswa 
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pascakelulusan berupa keterangan diri peserta didik bahwa yang 
bersangkutan benar-benar telah menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 
Sewon dan telah dinyatakan lulus. Surat keterangan tersebut biasanya 
digunakan sebagai pengganti sementara ijazah yang belum dapat diterima 
oleh siswa setelah lulus. 
4) Surat-surat kelulusan, SMK Negeri 2 Sewon sebagaimana sekolah pada 
umumnya akan memberikan surat-surat yang berupa dokumen kelulusan. 
Dokumen tersebut merupakan bukti bahwa yang bersangkutan telah 
menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon. Selain itu, terdapat dokumen 
yang berisi prestasi belajar selama menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 
Sewon. Berdasarkan dokumen tersebut, alumni dapat memenuhi syarat untuk 
melanjutkan karir maupun melanjutkan pendidikan. Dokumen kelulusan 
tersebut berupa ijazah, SKHUN, foto kopi legalisir ijazah, foto kopi legalisir 
SKHUN, serta sertifikat keikutsertaan kegiatan. 
 
2. Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik 
Berdasarkan pemaparan data hasil penelitian maka peneliti akan melakukan 
analisis mengenai pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon guna mengetahui keterlaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta 
didik yang diberikan oleh petugas tata usaha sekolah. Tidak berbeda dengan 
pembahasan pada bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik maka 
pembahasan pada pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik dapat 
ditinjau berdasarkan ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup 
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tersebut sebagaimana dikemukakan Meilina Bustari dan Tina Rahmawati (2005: 
9) meliputi perencanaan peserta didik, pembinaan peserta didik, evaluasi belajar 
peserta didik, dan mutasi peserta didik. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan 
peserta didik dimaksudkan untuk mempermudah proses penyelenggaraan kegiatan 
pendidikan di sekolah (Tim Dosen AP, 2011: 118). 
a. Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik pada saat 
Penerimaan 
Pelayanan ketatausahaan peserta didik dilaksanakan selama suatu sekolah 
masih melakukan aktivitas penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pelayanan 
ketatausahaan dilakukan secara sistematis sebagaimana ruang lingkup manajemen 
peserta didik. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan yang pertama dilakukan 
adalah upaya tata usaha sekolah melaksanakan tugas ketatausahaan untuk 
memenuhi kebutuhan perencanaan peserta didik, terutama penerimaan peserta 
didik baru. Pelayanan ketatausahaan peserta didik pada saat penerimaan peserta 
didik meliputi tiga bentuk pelayanan yaitu pelayanan data, pelayanan persuratan, 
dan pelayanan dokumentasi.  
1) Pelaksanaan Pelayanan Data 
Pelayanan data yang dilaksanakan oleh petugas tata usaha sekolah pada saat 
perencanaan peserta didik berupa data sasaran promosi sekolah, daftar peminat, 
data peserta didik baru, data seluruh peserta didik, dan data pengajuan beasiswa. 
Pelaksanaan pelayanan data dilakukan oleh petugas data, mulai dari menghimpun 
data, mencatat data, mengolah data, sampai pada menyediakan data untuk 
kepentingan perencanaan peserta didik. Petugas penanggung jawab pelaksana 
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pelayanan ketatausahaan di SMK Negeri 2 Sewon hanya terdapat satu anggota 
yaitu petugas urusan kesiswaan, meskipun pada pelaksanaannya dibantu petugas 
urusan kepegawaian.  
Kegiatan menghimpun data, terutama data peserta didik membutuhkan waktu 
yang lama sehingga ketika data tersebut dibutuhkan tidak dapat segera diberikan. 
Bahkan, sampai memasuki waktu pembinaan peserta didik, data tersebut belum 
dapat tersedia. Hal tersebut dikarenakan untuk mendapatkan data yang lengkap 
dan valid tidak bisa dilakukan dengan cepat melainkan harus menunggu balikan 
form validasi dari siswa. Kelemahannya adalah peserta didik sering terlambat 
mengumpulkan pengisian form data tersebut. 
Pencatatan data dilakukan ketika pengisisan form peserta didik telah 
terkumpul, namun kegiatan tersebut tidak secara segera dilakukan oleh petugas 
tata usaha jika belum mendapat instruksi atau permintaan kebutuhan dari atasan. 
Adapun hasil olahan data tersebut belum dapat tersedia. Hal tersebut diindikasi 
dengan tidak tersedia data statistik siswa. Data statistik siswa merupakan statistik 
perkembangan animo calon peserta didik pada setiap tahun yang diolah 
berdasarkan data calon peserta didik. Ketidaktersediaan data tersebut dikarenakan 
petugas belum memahami kepentingan data tersebut. 
Berdasarkan pemaparan pelaksanaan penyediaan data peserta didik di atas 
maka dapat diketahui bahwa tata usaha sekolah tidak dapat memberikan 
pelayanan data secara tepat waktu atau lebih awal untuk mendukung aktivitas 
perencanaan peserta didik. Selain itu, pelayanan hasil pengolahan belum dapat 
diberikan selama kegiatan perencanaan peserta didik. 
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2) Pelaksanaan Pelayanan Persuratan 
Pada kegiatan penerimaan peserta didik, bentuk persuratan yang dikelola 
adalah ijazah SMP sederajat peserta didik. Ijazah tersebut dihimpun pada masa 
pendaftaran calon peserta didik oleh panitia penerimaan peserta didik baru. 
Selanjutnya, ijazah tersebut dikelola dan disimpan secara terawat oleh petugas tata 
usaha sekolah untuk disediakan ketika sewaktu-waktu peserta didik memerlukan 
verifikasi data yang terkait dengan ijazah pendidikan sebelumnya. Ijazah tersebut 
mudah ditemukan dan dapat segera disediakan ketika diperlukan. 
Pelayanan ketatausahaan yang berbentuk blangko presensi peserta didik 
dimulai dari menghimpun nama-nama peserta didik yang secara resmi telah 
diterima di SMK Negeri 2 Sewon. Pada awal tahun pelajaran baru, blangko 
presensi kehadiran peserta didik baru tidak dapat dibuat secara segera. Hal 
tersebut dikarenakan data valid peserta didik baru dapat dipastikan setelah 2 (dua) 
minggu aktivitas belajar peserta didik dimulai sehingga terlebih dahulu disediakan 
blangko presensi yang bersifat sementara. Hal yang utama adalah kehadiran 
peserta didik selama mengikuti aktivitas pembelajaran sudah dapat direkam 
meskipun menggunakan presensi sementara.  
Sebagaimana pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa petugas tata 
usaha sekolah telah memenuhi tugas memberikan pelayanan persuratan peserta 
didik pada saat perencanaan peserta didik. Hal-hal yang berbentuk surat maupun 
blangko untuk keperluan peserta didik telah disediakan pada saat perencanaan 
peserta didik. Hal tersebut akan berguna pula untuk memenuhi kebutuhan 
pelayanan ketatausahaan peserta didik pada saat pembinaan. 
112 
 
3) Pelaksanaan Pelayanan Dokumentasi  
Pelayanan dokumentasi merupakan tugas pelayanan yang diberikan oleh 
petugas tata usaha sekolah terkait hal-hal yang berbentuk dokumen tersimpan. 
Dokumen tersimpan tersebut berupa buku induk siswa dan laporan pelaksanaan 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Petugas tata usaha sekolah selalu 
mencatat identitas peserta didik baru pada buku induk yang dilakukan pada setiap 
awal tahun pelajaran baru. Pada pelaksanaannya, buku tersebut tidak dapat segera 
dibuat oleh petugas tata usaha karena harus menunggu balikan isian form dari 
siswa. Sementara itu, terdapat beberapa peserta didik yang terlambat 
mengumpulan isian form data diri. Setelah data terkumpul, membutuhkan waktu 
lama untuk melakukan pencatatan data diri peserta didik pada buku induk karena 
pencatatan dilakukan secara manual. Jika terdapat permintaan data induk siswa 
maka petugas tidak dapat memberikan pelayanan secara segera meskipun telah 
memasuki masa pembinaan kecuali terdapat hal yang mendesak maka tata usaha 
menyediakan data peserta didik sementara. 
Laporan penerimaan peserta didik baru merupakan dokumentasi pelaksanaan 
penerimaan peserta didik baru. Laporan tersebut disimpan dan dikelola oleh tata 
usaha sekolah namun sistem penyimpanan dan pemeliharaannya belum baik. 
Ketika terdapat permintaan pelayanan maka pelayanan tidak dapat dilaksanakan 
dengan cekatan karena petugas kesulitan untuk menemukan kembali laporan 
kegiatan penerimaan peserta didik pada tahun-tahun tertentu. 
Berdasarkan pemaparan mengenai pelaksanaan pelayanan ketatausahaan 
peserta didik yang berbentuk dokumentasi maka dapat disimpukan bahwa petugas 
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tata usaha sekolah belum dapat memberikan pelayanan dokumentasi dengan 
segera sesuai permintaan kebutuhan. Ketepatan dan kecepatan pelaksanaan 
pelayanan ketatausahaan dapat berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan 
pendidikan di suatu sekolah. 
 
b. Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik pada saat 
Pembinaan  
Pelayanan ketatausahaan peserta didik pada saat pembinaan dapat 
dilaksanakan jika ketatausahaan peserta didik pada saat perencanaan telah 
terpenuhi. Ketatausahaan peserta didik yang dikelola dan disediakan pada saat 
pembinaan mengacu pada ketatausahaan peserta didik yang disediakan pada saat 
perencanaan. Pelayanan ketatausahaan peserta didik pada saat pembinaan peserta 
didik meliputi pelayanan data, pelayanan persuratan, dan pelayanan informasi. 
1) Pelaksanaan Pelayanan Data 
Tujuan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan anak 
melainkan juga untuk mengembangkan sikap kepribadian, aspek sosial emosional, 
dan keterampilan (Mulyasa, 2007:47). Oleh karena itu, SMK Negeri 2 Sewon  
melaksanakan pembinaan pengenalan lingkungan, pembinaan belajar di kelas, 
pembinaan belajar praktik di luar kelas, pembinaan disiplin siswa, dan pembinaan 
minat bakat siswa. Keadaan dan perkembangan peserta didik selama masa 
pembinaan berada pada tingkat yang berbeda-beda sehingga diperlukan catatan 
dan data yang lengkap mengenai keadaan peserta didik selama pembinaan. Fakta 
di lapangan menunjukkan bahwa data maupun catatan peserta didik pada saat 
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pembinaan tersebut belum tersedia. Hal tersebut dikarenakan setiap kegiatan 
pembinaan sudah memiliki penanggung jawab masing-masing sehingga catatan 
perkembangan peserta didik dianggap bukan sebagai tanggung jawab tata usaha. 
Adapun data yang tersedia berupa data siswa penerima beasiswa atau jenis 
bantuan lain yang dihimpun berdasarkan pengumuman hasil seleksi penerima 
beasiswa dari Kementerian Pendidikan Nasional yang dapat langsung diterima 
oleh sekolah melalui Dinas Pendidikan setempat. Selain itu, terdapat pula data 
hasil rekapitulasi prestasi peserta didik yang digunakan untuk memantau prestasi 
siswa pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Data tersebut 
dihimpun berdasarkan laporan hasil kegiatan lomba yang dikelola oleh bidang 
kesiswaan sehingga data tersebut diperoleh dari staf manajemen bidang 
kesiswaan. Pencatatan data prestasi peserta didik dilakukan oleh petugas 
pelayanan data, namun pada pelaksanaannya petugas tata usaha sekolah tidak 
selalu melakukan pembaharuan data jika belum mendapat permintaan kebutuhan. 
Data penerima bantuan dana pendidikan dan data prestasi tersebut perlu 
diolah agar menjadi informasi yang mudah dipahami oleh pihak pengguna. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pihak tata usaha sekolah belum mengolah data 
yang diterima pada saat pembinaan peserta didik. Hal tersebut diindikasi dengan 
tidak tersedia data statistik siswa terutama statistik prestasi peserta didik. Data 
statistik prestasi peserta didik merupakan laju perkembangan prestasi sekolah 
yang diwakili oleh peserta didik pada bidang kompetisi tertentu dan pada tingkat 
wilayah tertentu. Ketidaktersediaan data statistik tersebut dikarenakan petugas tata 
usaha sekolah belum memahami kepentingan data statistik. 
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada saat 
pembinaan peserta didik, pelayanan data yang diberikan oleh petugas tata usaha 
sekolah belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan belum dapat disediakan 
tepat waktu. Selain itu, catatan kemampuan dan perkembangan peserta didik pada 
setiap aktivitas pembinaan belum dapat disediakan oleh pihak tata usaha sekolah. 
Hal tersebut dikarenakan catatan perkembangan peserta didik merupakan 
tanggung jawab masing-masing pembina yang berada di bawah pemantauan staf 
manajemen bidang kesiswaan. 
2) Pelaksanaan Pelayanan Persuratan 
Pembinaan peserta didik meliputi kegiatan orientasi peserta didik baru, 
pembinaan disiplin, pengelolaan kelas, dan pembinaan minat bakat. Selama 
menempuh kegiatan tersebut peserta didik memerlukan pelayanan ketatausahan 
peserta didik berupa persuratan. Ketika peserta didik menghendaki pelayanan 
persuratan maka terlebih dahulu mengisi blangko yang sudah disediakan oleh TU, 
selanjutnya menuliskan mengenai hal apa yang menjadi kebutuhannya. Isian 
blangko tersebut dikumpulkan kepada petugas tata usaha. Jika terdapat pegawai 
yang sedang tidak dalam pekerjaan maka berdasarkan isian blangko tersebut 
segera dibuatkan surat sesuai kebutuhan. Jika seluruh pegawai sedang dalam 
pekerjaan yang lain maka permohonan pembuatan surat tidak dapat segera 
dipenuhi. Selanjutnya, surat tersebut membutuhkan pengesahan, ketika kepala 
sekolah sedang di tempat maka surat akan segera mendapat pengesahan namun 
jika kepala sekolah sedang tidak berada di tempat maka harus menunggu lebih 
lama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cepat atau lambat pelayanan 
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persuratan peserta didik yang diberikan oleh petugas tata usaha sekolah 
tergantung dari kesibukan petugas tata usaha sekolah dan kepala sekolah. 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa petugas tata usaha 
sekolah telah memenuhi tugas memberikan pelayanan persuratan peserta didik 
pada saat pembinaan guna mendukung aktivitas belajar peserta didik. Pelayanan 
persuratan pada saat pembinaan peserta didik tergolong lengkap dan pada 
pelaksanaannya dapat dipenuhi oleh petugas tata usaha sekolah namun pemberian 
pelayanan persuratan peserta didik masih sering tertunda. 
3) Pelaksanaan Pelayanan Informasi 
Pelaksanaan pelayanan informasi mengenai bantuan pendidikan dilakukan 
oleh petugas tata usaha sekolah dengan menginformasikan kepada seluruh peserta 
didik mengenai persyaratan-persyaratan pengajuan beasiswa atau bantuan 
pendidikan. Tata usaha sekolah mendapatkan informasi bantuan pendidikan 
pemerintah melalui sosialisasi dinas pendidikan setempat. Dalam hal ini, pihak 
sekolah kurang aktif mencari atau memberbarui informasi secara mandiri. Pihak 
sekolah mempercayai jika terdapat informasi mengenai hal apapun dari 
pemerintah pusat pasti akan disampaikan oleh pemerintah daerah, sedangkan 
pemerintah daerah akan menyampaikan informasi tersebut kepada pihak sekolah. 
Tata usaha sekolah merupakan pintu masuk utama bagi segala bentuk 
hubungan dengan pihak eksternal sehingga berbagai macam informasi maupun 
pemberitahuan pasti akan melalui tata usaha sekolah sebelum pada akhirnya 
diarahkan kepada yang lebih bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat beberapa informasi dari pihak luar yang ditujukan kepada 
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organsisasi kesiswaan di SMK Negeri 2 Sewon tidak tersampaikan sampai pada 
batas tanggal kegunaan sehingga informasi tersebut sudah tidak memiliki nilai 
guna. Dengan demikian, peserta didik kehilangan kesempatan untuk melakukan 
kerjasama dengan pihak terkait dalam menunjang aktivitas organisasi sekolah. 
Sebagaimana uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan 
pelayanan informasi peserta didik pada saat pembinaan yang dilakukan oleh 
petugas tata usaha sekolah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Petugas tata 
usaha kurang aktif mencari, memperbarui, dan mensosialisasikan informasi-
informasi yang dianggap penting bagi kebutuhan pembinaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon. 
 
c. Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik pada saat Evaluasi 
Belajar  
Keberhasilan, kemajuan, dan prestasi belajar peserta didik memerlukan data 
yang otentik, dapat dipercaya, dan memiliki keabsahan (Mulyasa, 2007:47). 
Kemajuan peserta didik secara periodik harus dilaporkan kepada orang tua 
sebagai masukan untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan serta membimbing 
belajar anak, baik di rumah maupun di sekolah. Oleh karena itu, hasil pelaksanaan 
evaluasi belajar peserta didik secara periodik perlu dilakukan pencatatan. 
1) Pelaksanaan Pelayanan Data 
Sebelum pelaksanaan evaluasi peserta didik, tata usaha sekolah menyediakan 
data peserta evaluasi yang dihimpun dari data peserta didik untuk diserahkan 
kepada panitia pelaksana evaluasi jika terdapat permintaan data. Pada pelaksanaan 
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ujian nasional, tata usaha sekolah juga menyediakan data normatif ujian nasional 
untuk mendaftarkan peserta didik yang akan mengikuti ujian nasional. Setelah 
melakukan ujian nasional, nilai hasil ujian nasional setiap peserta didik dihimpun 
dalam bentuk data nilai ujian nasional peserta didik pada setiap perode kelulusan. 
Adapun nilai hasil evaluasi belajar peserta didik pada tengah semester maupun 
akhir semester dikelola oleh guru kelas masing-masing. 
Pencatatan data peserta ujian nasional disesuaikan dengan format ketentuan 
dari panitia penyelenggara, selanjutnya dilakukan diverifikasi data peserta didik 
agar data dapat dipastikan valid. Data normatif peserta ujian nasional disediakan 
lebih awal oleh petugas tata usaha sekolah agar dapat melayani kebutuhan 
pendaftaran peserta ujian nasional secara tepat waktu dan tidak menghambat 
kesempatan peserta didik untuk mengikuti ujian nasional.  
Data nilai hasil evaluasi belajar peserta didik perlu diolah dalam bentuk 
statistik agar dapat melihat perkembangan hasil belajar peserta didik, apakah 
mengalami laju kenaikan atau justru mengalami penurunan, namun hal tersebut 
belum dapat tersedia. Ketidaktersediaan statistik perkembangan peserta didik 
tersebut dikarenakan petugas tata usaha sekolah belum memahami kepentingan 
dari data statistik. 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 
pelayanan data peserta evaluasi belajar telah dilaksanakan oleh petugas tata usaha 
sekolah secara lebih awal agar tidak menghambat kesempatan peserta didik untuk 
mengikuti evaluasi belajar. Pelayanan data hasil evaluasi belajar peserta didik 
dilaksanakan guna memenuhi permintaan data, tetapi petugas tata usaha sekolah 
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belum menyediakan statistik hasil evaluasi belajar seluruh peserta didik pada 
jangka waktu tertentu untuk melihat laju perkembangan hasil kegiatan 
pembelajaran di sekolah secara periodik. 
2) Pelaksanaan Pelayanan Dokumentasi 
Petugas tata usaha sekolah selalu menghimpun nilai hasil evaluasi semester 
peserta didik sebagaimana nilai peserta didik pada buku rapor. Kumpulan nilai 
tersebut dibukukan dalam bentuk buku leger. Buku leger siswa merupakan daftar 
nilai perkembangan siswa yang dirangkum pada setiap akhir semester, pembuatan 
buku leger dilakukan setelah guru mengumpulkan daftar nilai siswa pada akhir 
semester. Kumpulan nilai tersebut digunakan sebagai arsip nilai setiap peserta 
didik selama menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon, sehingga ketika 
terdapat laporan peserta didik kehilangan transkip nilai maka dapat dibuatkan 
kembali berdasarkan arsip nilai yang tersimpan. 
Bentuk dokumentasi lain berupa laporan hasil kegiatan evaluasi belajar 
peserta didik yang dilaksanakan oleh panitia khusus. Laporan tersebut dikelola, 
disimpan, dan disediakan oleh petugas tata usaha sekolah untuk memenuhi 
permintaan, tetapi sistem penyimpanan dan pemeliharaan terhadap laporan-
laporan tersebut kurang baik. Ketika terdapat permintaan, pelayanan tidak dapat 
diberikan dengan cekatan karena petugas kesulitan untuk menemukan kembali 
laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi peserta didik pada tahun-tahun tertentu. 
Berdasarkan pemaparan pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik 
yang berbentuk dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa tata usaha sekolah 
belum dapat memberikan pelayanan dokumentasi evaluasi belajar peserta didik 
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dengan segera sesuai permintaan kebutuhan. Ketersediaaan dan kecepatan 
pelaksanaan pelayanan ketatausahaan akan berpengaruh terhadap baik atau 
buruknya suatu penyelenggaraan pendidikan. 
 
d. Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik pada saat Mutasi 
Mutasi peserta didik merupakan perpindahan peserta didik pada satu sekolah 
maupun ke luar sekolah. Mutasi dilakukan agar peserta didik mendapat pelayanan 
pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berdasarkan tujuan tersebut 
maka sekolah perlu membantu, mempermudah, dan memperlancar pelaksanaan 
mutasi peserta didik. Berkaiatan dengan persyaratan administratif maka tata usaha 
sekolah memberikan pelayanan ketatausahaan guna menunjang kegiatan mutasi 
peserta didik. Pelayanan ketatausahaan peserta didik pada saat mutasi peserta 
didik berupa pelayanan data, pelayanan persuratan, dan pelayanan informasi. 
1) Pelaksanaan Pelayanan Data  
Pelayanan data yang dilaksanakan oleh petugas tata usaha sekolah pada saat 
mutasi peserta didik berupa pelayanan data mutasi. Data mutasi peserta didik 
tersebut berupa data mutasi keluar, yaitu data peserta didik yang melakukan 
mutasi keluar dari SMK Negeri 2 Sewon dengan berbagai alasan yang 
dipertimbangkan. Sementara itu, jarang ditemukan siswa yang melakukan mutasi 
masuk sehingga tidak ditemukan data mutasi masuk.  
Kegiatan menghimpun data mutasi peserta didik tidak membutuhkan waktu 
yang lama. Hal tersebut dikarenakan setiap mendapat laporan mutasi keluar salah 
seorang peserta didik dari guru bimbingan konseling akan segera didata oleh 
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petugas tata usaha sekolah guna melakukan pembaharuan data peserta didik. Jadi, 
data mutasi keluar tersebut dihimpun berdasarkan laporan guru bimbingan 
konseling yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan mutasi peserta didik, tata 
usaha sekolah hanya memenuhi kewajiban administratif. 
Pencatatan data mutasi peserta didik yang utama adalah memuat identitas 
peserta didik dan alasan yang bersangkutan melakukan mutasi. Ketersediaan data 
tersebut akan mempermudah penelusuran peserta mutasi serta pelayanan 
persuratan mutasi keluar. Data mutasi keluar peserta didik dapat diolah dalam 
bentuk statistik yang menggambarkan laju pelaksanaan mutasi keluar jadi dapat 
dilihat pelaksanaan mutasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan atau 
penurunan. Selain itu, berdasarkan data statistik dapat diidentifikasi faktor 
tertinggi penyebab pelaksanaan mutasi peserta didik yang dapat digunakan 
sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sejauh ini, 
pelayanan mengenai hal tersebut belum dilaksanakan oleh petugas tata usaha 
sekolah kerena petugas belum memahami kepentingan data tersebut. 
Pemaparan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan data pada saat 
mutasi peserta didik belum dapat terlaksana sepenuhnya. Pelaksanaan pelayanan 
data mutasi dapat terlaksana sesuai permintaan tetapi tata usaha sekolah belum 
dapat memberikan pelayanan statistik laju perkembangan pelaksanaan mutasi 
keluar peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon. 
2) Pelaksanaan Pelayanan Persuratan 
Pelaksanaan pelayanan persuratan pada saat mutasi peserta didik sama halnya 
dengan pelayanan persuratan pada kegiatan pembinaan. Ketika peserta didik 
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menghendaki pelayanan persuratan maka terlebih dahulu mengisi blangko 
pengajuan surat yang sudah disediakan oleh tata usaha untuk mempermudah 
proses pembuatan surat. Isian blangko tersebut dikumpulkan kepada petugas tata 
usaha untuk segera dibuatkan surat sesuai permohonan. Jika terdapat pegawai 
yang sedang tidak dalam pekerjaan maka permohonan tersebut akan dapat segera 
dipenuhi, namun  jika seluruh pegawai sedang dalam pekerjaan yang lain maka 
permohonan pembuatan surat tersebut tidak dapat segera dipenuhi. Segala bentuk 
surat pasti membutuhkan pengesahan pimpinan, ketika kepala sekolah sedang di 
tempat maka surat tersebut akan segera mendapat pengesahan, namun jika kepala 
sekolah sedang tugas di luar maka harus menunggu lebih lama. Jadi, cepat atau 
lambat pelayanan persuratan peserta didik yang diberikan oleh petugas tata usaha 
sekolah tergantung dari kesibukan petugas tata usaha sekolah dan kepala sekolah. 
Pelayanan persuratan mutasi peserta didik sama halnya dengan pelayanan 
persuratan pada kegiatan yang lain, yaitu dapat terpenuhi namun terkesan ada 
penundaan karena kesibukan masing-masing petugas tata usaha dan kepala 
sekolah. Jika pelaksanaan mutasi peserta didik karena alasan pindah sekolah maka 
keterlambatan pelaksanaan pelayanan pesuratan akan berpengaruh terhadap 
kesempatan siswa yang bersangkutan dapat diterima di sekolah tujuan. 
3) Pelaksanaan Pelayanan Informasi 
Informasi peserta didik yang diberikan oleh petugas tata usaha sekolah pada 
pelaksanaan mutasi berupa informasi mengenai prosedur maupun persyaratan 
yang harus dipenuhi peserta didik ketika akan melakukan mutasi. Jika calon 
peserta didik menghendaki informasi mengenai mutasi masuk yaitu bagi siswa 
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yang berminat masuk di SMK Negeri 2 Sewon maka melalui tata usaha sekolah 
akan memberikan bantuan dan pendampingan bagi yang bersangkutan. 
Tata usaha sekolah akan memberikan informasi mengenai pelaksanaan mutasi 
serta membantu peserta didik melengkapi beberapa data diri maupun berkas yang 
dibutuhkan sebagai syarat. Perlengkapan syarat tersebut bukan hal yang utama 
manakala peserta didik yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari 
Dinas. Selanjutnya, tata usaha sekolah akan melakukan pendataan bagi peserta 
didik tersebut untuk penyesuaian administrasi. Pencatatan penerimaan peserta 
didik mutasi sama halnya dengan pencatatan penerimaan peserta didik baru. 
Selama ini pelaksanaan mutasi masuk jarang terjadi di SMK Negeri 2 Sewon 
sehingga pelaksanaan pelayanan juga jarang dilakukan. 
Sebagaimana uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
pelayanan informasi peserta didik pada saat mutasi masuk dilaksanakan secara 
antusias oleh petugas tata usaha sekolah. Petugas tata usaha melakukan 
pendampingan kepada calon peserta didik dalam melaksanakan prosedur mutasi 
masuk serta melengkapi segala bentuk persyaratan mutasi. 
 
e. Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik pada 
Pascakelulusan  
Pelayanan ketatausahaan pascakelulusan berupa pelayanan persuratan untuk 
memenuhi syarat lulusan memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan 
di perguruan tinggi. Surat yang dikelola dan disediakan oleh tata usaha sekolah 
berdasarkan permintaan kebutuhan pascakelulusan peserta didik berupa surat 
124 
 
rekomendasi, surat keterangan, serta untuk mempermudah pembuatan surat 
tersebut disediakan blangko pengajuan surat. Terdapat pula bentuk persuratan lain 
yaitu berkas kelulusan yang berupa surat keterangan bahwa peserta didik telah 
selesai menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon. Pelaksanaan pelayanan 
persuratan pascakelulusan sama halnya dengan pelayanan persuratan pada 
kegiatan yang lain. Dapat disimpulkan bahwa cepat atau lambat pelayanan 
persuratan peserta didik yang diberikan oleh petugas tata usaha sekolah 
tergantung dari kesibukan petugas tata usaha sekolah dan kepala sekolah.  
Selain dalam hal persuratan, sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah maka perlu pemantauan terhadap output 
pendidikan dengan mengetahui arah lulusan setelah menempuh pendidikan di 
SMK Negeri 2 Sewon. Penelusuran mengenai arah lulusan belum sepenunya 
dapat terlaksana, kegiatan tersebut membutuhkan waktu yang lama karena 
tergantung bagaimana feedback dari alumni yang bersangkutan. 
Berdasarkan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan 
ketatausahaan pada pascakelulusan yang diberikan oleh petugas tata usaha sekolah 
berupa pelayanan persuratan untuk memenuhi kebutuhan persyaratan bagi lulusan 
yang akan melamar pekerjaan maupun melanjutkan pendidikan. Adapun 
pelaksanaan pelayanan persuratan tidak dapat dilakukan dengan cekatan karena 
tergantung dari kesibukan petugas tata usaha sekolah dan kepala sekolah terhadap 
tugas lain yang lebih mendesak. Sementara itu mengenai informasi mengenai laju 
perkembangan arah lulusan setelah menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 
Sewon belum dapat disediakan oleh pihak ketatausahaan sekolah. 
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Petugas bagian ketatausahaan sekolah memberikan pelayanan ketatausahaan 
peserta didik dimaksudkan untuk mempermudah proses penyelenggaraan kegiatan 
pendidikan di sekolah (Tim Dosen AP, 2011: 118). Jadi, bagaimanapun 
pelaksanaan pelaksanaan pelayanan akan berpengaruh terhadap proses 
penyelenggaraan kegiatan pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon. Pelaksanaan 
pelayanan ketatausahaan peserta didik pada saat perencanaan, pembinaan, 
evaluasi belajar, mutasi, sampai pada pascakelulusan sebagaimana dikemukakan 
Mulyasa (2007: 47) memiliki tujuan sebagai berikut: 
e. Memudahkan pihak sekolah, guru, dan orang tua siswa dalam memantau 
keberhasilan, kemajuan, dan prestasi belajar para siswa selama mengikuti 
pembelajaran di sekolah. 
f. Mendeteksi kondisi setiap siswa sehingga pihak sekolah dapat memberikan 
bimbingan maupun bantuan terhadap siswa yang memiliki permasalahan. 
g. Menunjang aktivitas pengembangan pengetahuan, sikap kepribadian, aspek 
sosial emosional, dan keterampilan setiap siswa sehingga dapat tumbuh dan 
berkembang secara optimal sesuai potensi masing-masing. 
h. Mengetahui dan mengontrol keberhasilan atau prestasi kepala sekolah sebagai 
manajer pendidikan di suatu sekolah. 
 
3. Kendala Pelayanan Ketatausahaan 
Berdasarkan pemaparan data hasil penelitian pelayanan ketatausahaan peserta 
didik di SMK Negeri 2 Sewon maka peneliti akan mencoba melakukan analisis 
terhadap kendala pelayanan ketatausahaan peserta didik untuk menjawab rumusan 
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masalah penelitian. Berikut ini analisis mengenai beberapa hal yang menjadi 
kendala tugas tata usaha sekolah dalam memberikan pelayanan ketatausahaan 
peserta didik pada penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon. 
a. Kendala Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik 
Pada pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon terdapat 4 (empat) hal yang menjadi kendala petugas tata usaha sekolah 
dalam memberikan pelayanan ketatausahaan peserta didik. Ketatusahaan 
merupakan salah satu bentuk pelayanan yang menunjang aktivitas belajar peserta 
didik. Jadi, jika pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon 
terkendala maka peserta didik dapat mengalami hambatan ketika melakukan 
aktivitas belajar selama menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon. Empat 
kendala dalam pelayanan ketatausahaan peserta didik tersebut, meliputi: 
1) Ruang tata usaha sekolah belum representatif 
Ruang tata usaha sekolah merupakan tempat dimana pelaksanaan pelayanan 
ketatausahaan dilakukan. Kenyataannya, ruang tersebut belum didesain 
sebagaimana layaknya sebuah ruang tata usaha yang memiliki fungsi sebagai 
tempat mengelola, menyimpan, dan memberikan pelayanan ketatausahaan kepada 
para pengguna pendidikan. Ruang tata usaha sekolah jika ditinjau dari aspek input 
menurut Aan Komariah dan Cepi Triatna (2006: 2) merupakan input material 
pendidikan. Material tersebut merupakan sarana prasarana yang digunakan untuk 
mendukung segala bentuk aktivitas pelayanan ketatausahaan peserta didik dalam 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Material yang tersedia harus memadai 
serta memiliki kualitas yang baik dan layak pakai. Tanpa ruang tata usaha sekolah 
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yang memadai dan memenuhi standar kualitas maka kegiatan ketatausahaan 
peserta didik dapat terhambat. Dengan demikian, pelayanan ketatausahaan peserta 
didik tidak dapat terpenuhi secara maksimal. 
2) Jumlah petugas tata usaha sekolah belum memadai 
Pihak yang melakukan pelayanan ketatausahaan peserta didik adalah petugas 
tata usaha sekolah, terutama pelaksana urusan kesiswaan. Jumlah petugas tata 
usaha di SMK Negeri 2 Sewon tergolong belum memadai. Hal tersebut 
dikarenakan SMK Negeri 2 Sewon hanya memiliki 3 orang petugas pelaksana 
urusan administrasi, sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi 
Sekolah/Madrasah merumuskan bahwa petugas pelaksana urusan administrasi 
mencakup minimal 7 orang petugas bagi sekolah yang memiliki rombel belajar 
lebih dari 6 kelas.  Jumlah petugas tata usaha sekolah yang terbatas menyebabkan 
semua pihak harus dapat memberikan pelayanan ketatausahaan tanpa memandang 
bidang apa yang menjadi tanggung jawabnya. 
Petugas tata usaha sekolah merupakan petugas pelayanan ketatausahaan 
peserta didik, jika ditinjau dari aspek input menurut Aan Komariah dan Cepi 
Triatna (2006: 2) merupakan input personalia pendidikan. Kendala yang berasal 
dari personalia dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas. Dilihat dari segi 
kuantitas adalah mengenai ketersediaan petugas tata usaha sekolah yang diberi 
tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan ketatausahaan peserta didik. 
Keterbatasan personalia dapat menghambat kinerja pelayanan ketatausahaan 
peserta didik karena ketika para pegawai sedang memiliki tugas yang lebih darurat 
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maka pelayanan ketatausahaan peserta didik akan tertunda. Dengan demikian, 
siswa tidak akan mendapatkan pelayanan ketatausahaan secara maksimal. 
3) Mobilitas kerja kepala sekolah sangat tinggi 
Kepala sekolah adalah seorang pemimpin dan penanggung jawab utama 
penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah. Dapat dikatakan bahwa kepala 
sekolah merupakan salah satu duta sekolah yang akan mewakili sekolah untuk 
berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan pihak-pihak eksternal. 
Dengan demikian, hal yang wajar manakala seorang kepala sekolah memiliki 
mobilitasi kerja yang tinggi dan sering bertugas dinas ke luar kota.  Selain tugas 
eksternal, kepala sekolah SMK Negeri 2 Sewon tetap memiliki tugas internal 
sebagai sorang pemimpin di SMK Negeri 2 Sewon. Mobilitas kerja kepala 
sekolah merupakan hambatan dari aspek personalia (Aan Komariah dan Cepi 
Triatna, 2006: 2) berupa kesiapsiagaan memberikan pelayanan ketika diperlukan. 
Keberadaan kepala sekolah untuk menjalankan tugas di luar sekolah menjadi 
hambatan ketika dalam pelayanan ketatausahaan membutuhkan pengesahan dari 
seorang kepala sekolah. Hal tersebut mengakibatkan pelayanan ketatausahaan 
peserta didik yang diberikan oleh petugas tata usaha menjadi tertunda. 
4) Kesadaran pegawai terhadap tugas dan tanggung jawabnya masih kurang 
Ketiga hal di atas merupakan kendala yang berasal dari eksternal individu 
atau keadaan di luar diri sendiri. Sementara itu, mengenai hal yang bersifat 
internal individu belum disadari oleh petugas ketatausahaan yang bersangkutan. 
Kendala tersebut berupa kesadaran individu dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya sebagai petugas pelayanan ketatausahaan peserta didik.  
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Kesadaran petugas tata usaha terhadap tugas dan tanggung jawabnya jika 
ditinjau dari aspek input menurut Aan Komariah dan Cepi Triatna (2006: 2) 
merupakan input personalia pendidikan. Sisi personalia tidak hanya dapat dilihat 
dari aspek kuantitatif melainkan juga aspek kualitatif. Tingkat kemampuan dan 
keterampilan setiap tenaga tata usaha sekolah dapat berpengaruh terhadap 
pelayanan ketatausahaan yang diberikan. Selain itu, kesiapan, kesanggupan, dan 
kesadaran setiap petugas tata usaha sekolah terhadap tugas dan tanggung 
jawabnya juga akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. 
 
b. Solusi atas Kendala Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik 
Berdasarkan berbagai kendala yang dihadapi selama memberikan pelayanan 
ketatausahaan peserta maka pihak tata usaha sekolah berupaya untuk melakukan 
tindakan sebagai solusi atas kendala tersebut. Solusi yang telah diupayakan oleh 
pihak sekolah untuk mengantisipasi atau meminimalisasi akibat dari empat 
kendala tersebut, meliputi: 
1) Ruangan yang belum representatif diakibatkan karena luas ruang tidak 
memadai sehingga tidak dapat didesain sebagaimana menggambarkan sebagai 
sebuah ruang pelayanan. Oleh karena itu, sekolah berupaya membuat desain 
ruang secara sederhana agar tidak tampak penuh dan kacau balau. Tata letak 
meja dibuat linier agar semua pelayanan dapat terjangkau oleh petugas. 
Barang-barang inaktif atau barang yang sekiranya tidak memiliki nilai guna 
tinggi disimpan pada tempat tempat penyimpanan barang sehingga tidak akan 
memenuhi ruang tata usaha sekolah. Melihat kondisi gedung sekolah, 
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permasalahan mengenai keterbatasan ruang membutuhkan solusi berupa 
pengembangan ruang. Pengembangan tersebut merupakan upaya perbaikan 
pada salah satu lembaga pendidikan milik pemerintah sehingga perlu melalui 
prosedur yang ketat dan sistematis. Oleh karena itu, upaya perbaikan tersebut 
memerlukan waktu yang lama dan tidak dapat ditempuh secara instan. 
2) Jumlah petugas pelayanan ketatausahaan yang terbatas maka sekolah 
memberdayakan guru untuk membantu memegang tugas administrasi. Tugas 
yang diperbantukan kepada guru adalah tugas inventarisasi sarana prasarana 
sekolah dan pengelola keuangan sekolah. Selain memberdayakan guru, setiap 
pegawai tata usaha dituntut mampu dan bersedia melaksanakan berbagai 
bentuk pelayanan ketatausahaan. Siapapun pegawai yang pada saat terdapat 
permintaan pelayanan ketatausahaan peserta didik sedang tidak melakukan 
suatu pekerjaan maka harus secara sigap dapat memberikan pelayanan. 
Meskipun setiap petugas diberikan kewenangan double job, sesuatu yang 
dianggap perlu jika tugas dapat diatur dalam sebuah pembagian tugas yang 
jelas sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyebutkan bahwa “semua 
pemimpin, pendidik, dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan 
penyelenggaraan dan administrasi pendidikan”. 
3) Mobilitas kerja kepala sekolah yang tinggi menuntut setiap pihak yang 
membutuhkan pelayanan ketatausahaan dengan pengesahan kepala sekolah 
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harus menunggu. Meskipun demikian, siswa maupun pihak lain yang 
menghendaki pelayanan ketatausahaan dapat terlebih dahulu mengisi blangko 
yang sudah disediakan oleh TU, selanjutnya menuliskan mengenai hal apa 
yang menjadi kebutuhannya. Jika terdapat pegawai yang sudah tidak dalam 
pekerjaan maka berdasarkan blangko tersebut kemudian diolah menjadi surat 
sesuai kebutuhan. Jika kepala sekolah sudah di tempat maka surat akan segera 
diberikan pengesahan dan dapat segera disediakan. Mobilitas kerja kepala 
sekolah yang tinggi diupayakan sebuah solusi dengan menyediakan blangko 
permintaan kebutuhan pelayanan masih belum sepenuhnya mempercepat 
pelayanan yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan, setiap pihak yang 
dilayani tetap harus menunggu ketika kebutuhan belum terpenuhi. Oleh 
karena itu, sekolah dapat menerapkan strategi pelimpahan wewenang 
terhadap bawahan kepala sekolah sesuai bidang tugasnya. 
4) Kesadaran tugas dan tanggung jawab pegawai sejauh ini belum tampak ada 
solusi karena kendala tersebut belum disadari oleh pimpinan maupun petugas 
yang bersangkutan. Hal tersebut perlu pendekatan dari pihak pimpinan agar 
setiap petugas ketatausahaan memiliki motivasi untuk melaksanakan tugas 
dan tanggung jawabnya dengan baik. Pimpinan langsung pada struktur tata 
usaha sekolah adalah kepala tata usaha yang secara langsung dapat memantau 
dan membina kinerja anggotanya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga 
Administrasi Sekolah/Madrasah yang menyatakan bahwa seorang kepala 
tenaga administrasi sekolah harus memiliki kompetensi membina staf. 
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Sejauh ini, pihak sekolah telah berupaya meminimalisasi kendala yang 
mungkin muncul selama pelayanan ketatausahaan peserta didik. Meskipun 
demikian, hasil yang dicapai belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan tidak 
semua kendala dapat diatasi dengan upaya yang instan. Terdapat beberapa kendala 
yang merupakan keterbatasan kemampuan dan kondisi sekolah yang tidak dapat 
dibenahi dalam waktu singkat. Perbaikan tersebut merupakan perbaikan pada 
salah satu lembaga pendidikan milik pemerintah jadi harus melalui prosedur-
prosedur yang ketat dan sistematis sehingga memerlukan waktu yang lama. 
Berdasarkan keseluruhan pembahasan hasil penelitian di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 
2 Sewon yang diberikan mulai dari peserta didik memasuki sekolah sampai yang 
bersangkutan keluar dari sekolah tersebut meliputi empat bentuk pelayanan 
ketatausahaan. Empat bentuk pelayanan ketatausahaan tersebut berupa pelayanan 
data, pelayanan persuratan, pelayanan dokumentasi, dan pelayanan informasi.  
Pelaksanaan pelayanan data belum dapat terlaksana tepat waktu serta belum 
semua data yang dibutuhkan dapat tersedia. Hal tersebut dikarenakan petugas tata 
usaha sekolah sebagai pihak pelaksana pelayanan ketatausahaan memiliki personil 
yang terbatas. Keterbatasan tersebut menyebabkan petugas tata usaha sekolah 
tidak dapat menyediakan dan memberikan pelayanan data dengan segera 
sementara yang bersangkutan sedang mengerjakan tugas yang lain. Jumlah 
petugas yang belum memadai sudah diupayakan untuk dapat diatasi dengan 
memberdayakan guru serta mengoptimalkan kemampuan petugas tata usaha 
sekolah untuk dapat melaksanakan berbagai tugas ketatausahaan. Meskipun 
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demikian, jumlah petugas yang memadai tidak menutup kemungkinan bahwa 
pelayanan data yang diberikan belum mencapai hasil maksimal, baik dari segi 
waktu penyelesaian maupun dari segi ketersediaan data. Hal tersebut dikarenakan 
kesadaran petugas tata usaha terhadap tugas dan tanggung jawabnya masih 
kurang. Petugas tata usaha sekolah cenderung menunggu adanya instruksi tanpa 
ada inisiatif individu untuk melaksanakan tugas menyediakan data dan memenuhi 
kebutuhan data yang berkaitan dengan peserta didik selama penyelenggaraan 
pendidikan berlangsung. Sejauh ini, permasalahan mengenai kesadaran tugas dan 
tanggung jawab pegawai belum tampak ada solusi karena kendala tersebut belum 
disadari oleh pimpinan maupun petugas yang bersangkutan. 
Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik dalam bentuk persuratan 
sering mengalami penundaan. Hal tersebut dikarenakan jumlah petugas tata usaha 
sekolah belum sebanding dengan banyaknya beban tugas ketatausahaan. 
Keterbatasan jumlah petugas mengakibatkan pelayanan persuratan tidak dapat 
segera diberikan jika petugas yang bersangkutan sedang dalam pekerjaan yang 
lain. Antisipasi terhadap hal tersebut adalah dengan memberdayakan guru untuk 
membantu tugas ketatausahaan serta menuntut semua petugas tata usaha untuk 
dapat melaksanakan berbagai tugas ketatausahaan. Hal lain yang menjadi kendala 
pada pelayanan ketatausahaan peserta didik adalah mobilitas kerja kepala sekolah 
selaku pimpinan di sekolah sangat tinggi. Pelayanan pengesahan persuratan tidak 
dapat segera diperoleh ketika kepala sekolah sedang dalam tugas dinas ke luar 
sekolah. Sejauh ini tampak belum ada solusi terhadap kendala tersebut. Kendala 
yang lain adalah kesadaran pegawai terhadap tugas dan tanggung jawab dalam 
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melaksanakan pelayanan persuratan masih kurang. Tidak ada inisiatif petugas 
untuk segera memenuhi permintaan persuratan peserta didik. Hal tersebut menjadi 
permasalahan yang belum terpecahkan karena pimpinan maupun petugas yang 
bersangkutan belum menyadari keberadaan permasalahan tersebut. Di sisi lain, 
pada saat peserta didik menghendaki pelayanan persuratan, tidak terdapat tempat 
tunggu sehingga permintaan persuratan tidak dapat ditunggu ditempat. Ruang tata 
usaha sekolah sebagai ruang sirkulasi pelayanan belum merepresentasikan sebagai 
tempat pelayanan yang nyaman. Oleh karena itu, ruang tata usaha didesain 
sederhana agar menjadi ruang bebas untuk memudahkan sirkulasi pelayanan. 
Pelayanan dalam bentuk dokumentasi tidak dapat secara cekatan diberikan 
sesuai permintaan kebutuhan. Kendala pada pelayanan dokumentasi adalah 
mengenai ruang tata usaha sekolah sebagai tempat untuk melakukan aktivitas 
pengelolaan serta pelayanan dokumentasi belum memadai. Ruang tersebut tidak 
memiliki space yang memadai untuk menempatkan berbagai macam dokumentasi 
kegiatan peserta didik selama yang bersangkutan menempuh pendidikan di SMK 
Negeri 2 Sewon. Oleh karena itu, sekolah mengupayakan desain ruang yang 
sederhana serta barang-barang yang sudah jarang/tidak digunakan disimpan pada 
ruang khusus agar tidak memenuhi ruang tata usaha. Selain itu, kesadaran petugas 
tata usaha sekolah untuk mengadakan, mengelola, dan menyimpan berbagai jenis 
dokumentasi peserta didik masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari 
penyimpanan dokumentasi peserta didik yang kurang terawat serta sistem 
penyimpanan yang tidak sistematis sehingga menyulitkan penelusuran. Meskipun 
demikian, belum ada upaya untuk menumbuhkan kesadaran para petugas. 
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Pelaksanaan pelayanan dalam bentuk informasi belum sepenuhnya terlaksana 
dengan baik. Hal tersebut dikarenakan petugas kurang aktif mencari, 
memperbarui, dan mensosialisasikan informasi. Tidak ada inisiatif dari petugas 
untuk mencari, memperbarui, dan segera mensosialisasikan informasi yang 
dianggap penting untuk keperluan peserta didik selama menempuh pendidikan di 
SMK Negeri 2 Sewon. Hal tersebut mengindikasi bahwa kesadaran petugas 
terhadap tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan informasi 
peserta didik masih kurang. Belum ada upaya dari pihak sekolah untuk 
menumbuhkembangkan kesadaran petugas tata usaha sekolah terhadap tugas dan 
tanggung jawabnya. Adapun pengelolaan informasi tidak dapat dilaksanakan 
secara sistematis dan berkelanjutan karena tidak ada petugas yang ditunjuk secara 
khusus bertanggung jawab pada hal-hal yang berkaitan dengan informasi peserta 
didik. Hal tersebut disebabkan jumlah tenaga administrasi tidak memadai untuk 
dilakukan pembagian tugas sesuai dengan bidang kelola tata usaha sekolah 
sehingga tugas tersebut dibebankan kepada seluruh petugas tata usaha sekolah. 
Seluruh petugas tata usaha sekolah memiliki tugas yang sama untuk memberikan 
pelayanan informasi peserta didik secara maksimal. 
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian mengenai pelaksanaan masing-
masing bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di atas menunjukkan bahwa 
bentuk pelayanan ketatausahaan yang paling banyak memiliki kendala pelayanan 
adalah pada pelayanan persuratan. Terdapat empat kendala yang menghambat 
pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik berupa persuratan.  
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Secara keseluruhan, empat hal yang menjadi kendala pada pelayanan 
ketatausahaan meliputi ruang tata usaha sekolah belum representatif, jumlah 
petugas tata usaha sekolah belum memadai, mobilitas kerja kepala sekolah sangat 
tinggi, dan kesadaran pegawai terhadap tugas dan tanggung jawabnya masih 
kurang. Sejauh ini, pihak sekolah telah berupaya untuk mengantisipasi dan 
meminimalisasi terhadap empat kendala tersebut. Dua di antara empat kendala 
telah diupayakan solusi, yaitu desain ruang tata usaha sekolah yang lebih 
sederhana sebagai solusi atas permasalahan mengenai ruang tata usaha sekolah 
yang belum representatif. Sementara itu, upaya pemberdayaan guru serta 
pengoptimalan peran tata usaha sekolah merupakan solusi atas permasalahan 
mengenai jumlah pegawai tata usaha sekolah yang belum memadai. Dua di antara 
empat kendala yang belum diperoleh solusi yaitu mobilitas kerja kepala sekolah 
yang tinggi serta kesadaran petugas tata usaha sekolah terhadap tugas dan 
tanggung jawab yang masih rendah. 
 
D. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian mengenai pelayanan ketatausahaan peserta didik pada 
penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon memiliki keterbatasan 
penelitian sebagai berikut. 
1. Pengumpulan data melalui metode penelitian wawancara hanya dapat 
diperoleh dari 2 (dua) sumber data yaitu kepala tata usaha sekolah dan 1 
(satu) petugas tata usaha sekolah sebagai pihak yang bersedia memberikan 
keterangan untuk kepentingan penelitian. 
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2. Fokus penelitian mengungkap pelayanan ketatausahaan peserta didik yang 
dilaksanakan oleh petugas tata usaha sekolah, tanpa mengungkap pelayanan 
ketatausahaan peserta didik pada suatu kegiatan kepanitiaan yang 
dilaksanakan oleh panitia khusus. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 
bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon yang 
diberikan mulai dari peserta didik memasuki sekolah sampai keluar dari sekolah 
tersebut meliputi empat bentuk pelayanan ketatausahaan. Empat bentuk pelayanan 
ketatausahaan tersebut meliputi pelayanan data, pelayanan persuratan, pelayanan 
dokumentasi, dan pelayanan informasi. 
Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik dalam bentuk data belum 
dapat terlaksana tepat waktu serta belum semua data yang dibutuhkan dapat 
tersedia. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik dalam bentuk 
persuratan sering mengalami penundaan. Pelayanan dalam bentuk dokumentasi 
tidak dapat secara cekatan diberikan sesuai permintaan kebutuhan. Pelaksanaan 
pelayanan dalam bentuk informasi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. 
Berdasarkan identifikasi keterlaksanaan pelayanan terhadap empat bentuk 
ketatausahaan maka dapat diketahui bahwa dari empat bentuk pelayanan 
ketatausahaan tersebut belum dapat diberikan secara segera dan belum semua hal 
yang dibutuhkan dapat diberikan sesuai permintaan.  
Beberapa hal yang menjadi kendala pada pelayanan ketatausahaan peserta 
didik meliputi ruang tata usaha sekolah belum representatif, jumlah petugas tata 
usaha sekolah belum memadai, mobilitas kerja kepala sekolah sangat tinggi, dan 
kesadaran pegawai terhadap tugas dan tanggung jawabnya masih kurang. Dua di 
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antara empat kendala telah diupayakan solusinya, yaitu desain ruang tata usaha 
sekolah yang lebih sederhana sebagai solusi atas permasalahan mengenai ruang 
tata usaha sekolah yang belum representatif. Sementara itu, upaya pemberdayaan 
guru serta pengoptimalan peran tata usaha sekolah merupakan solusi atas 
permasalahan mengenai jumlah pegawai tata usaha sekolah yang belum memadai. 
Dua di antara empat kendala yang belum diperoleh solusi yaitu mobilitas kerja 
kepala sekolah yang tinggi serta kesadaran petugas tata usaha sekolah terhadap 
tugas dan tanggung jawab yang masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian 
mengenai pelaksanaan masing-masing bentuk pelayanan ketatausahaan peserta 
didik menunjukkan bahwa bentuk pelayanan ketatausahaan yang paling banyak 
memiliki kendala pelayanan adalah pada pelayanan persuratan.  
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelayanan ketatausahaan peserta didik 
di SMK Negeri 2 Sewon maka dapat diketahui bahwa terdapat dua kendala pada 
pelayanan ketatausahaan peserta didik yang belum diupayakan solusinya. Oleh 
sebab itu, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 
1. Kepala sekolah dapat memberikan pelimpahan wewenang terhadap anggota 
di bawah kepala sekolah sesuai dengan kapasitas dan bidang tugasnya. 
2. Pimpinan perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan 
ketatausahaan peserta didik, sedangkan pelaksana perlu mengembangkan 
inisiatif dalam melaksanakan tugas ketatausahaan secara mandiri tanpa harus 
menunggu adanya instruksi atau pemberitahuan dari pihak lain. 
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LAMPIRAN 1 
INSTRUMEN PENELITIAN 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN  
PELAYANAN KETATAUSAHAAN PESERTA DIDIK 
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMK N 2 SEWON 
 
Variabel Sub Variabel Indikator 
Sumber 
Data 
Metode 
No 
Item 
Ketatausahaan 
Peserta Didik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Bentuk Pelayanan 
Ketatausahaan Peserta 
Didik 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Pelayanan ketatausahaan pada saat 
perencanaan peserta didik 
Kepala TU Wawancara 1 
Staf TU Wawancara 1 
Dokumen Studi Dokumen 1 
2) Pelayanan ketatausahaan pada saat 
pembinaan peserta didik 
 
Kepala TU Wawancara 2 
Staf TU Wawancara 2 
Dokumen Studi Dokumen 2 
3) Pelayanan ketatausahaan pada saat 
evaluasi belajar peserta didik 
 
Kepala TU Wawancara 3 
Staf TU Wawancara 3 
Dokumen Studi Dokumen 3 
4) Pelayanan ketatausahaan pada saat 
mutasi peserta didik 
Kepala TU Wawancara 4 
Staf TU Wawancara 4 
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Dokumen Studi Dokumen 4 
5) Pelayanan ketatausahaan pada saat 
pasca kelulusan peserta didik 
Kepala TU Wawancara 5 
Staf TU Wawancara 5 
Dokumen Studi Dokumen 5 
b. Pelaksanaan Pelayanaan 
Ketatausahaan Peserta 
Didik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Pelaksanaan pelayanan 
ketatausahaan pada saat 
perencanaan peserta didik 
Kepala TU Wawancara 6 
Staf TU Wawancara 6 
Dokumen Studi Dokumen 6 
Kegiatan Observasi 1 
2) Pelaksanaan pelayanan 
ketatausahaan pada saat pembinaan 
peserta didik 
Kepala TU Wawancara 7 
Staf TU Wawancara 7 
Dokumen Studi Dokumen 7 
Kegiatan Observasi 2 
3) Pelaksanaan pelayanan 
ketatausahaan pada saat evaluasi 
belajar peserta didik 
Kepala TU Wawancara 8 
Staf TU Wawancara 8 
Dokumen Studi Dokumen 8 
Kegiatan Observasi 3 
4) Pelaksanaan pelayanan Kepala TU Wawancara 9 
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ketatausahaan pada saat mutasi 
peserta didik 
Staf TU Wawancara 9 
Dokumen Studi Dokumen 9 
5) Pelaksanaan pelayanan 
ketatausahaan pada saat pasca 
kelulusan peserta didik 
Kepala TU Wawancara 10 
Staf TU Wawancara 10 
Dokumen Studi Dokumen 10 
Kegiatan Observasi 4 
c. Kendala dan Solusi atas 
Kendala pada Pelayanaan 
Ketatausahaan Peserta 
Didik 
1) Kendala Pelayanan Ketatausahaan 
Peserta Didik 
Kepala TU Wawancara 11, 12 
Staf TU Wawancara 11, 12 
Keadaan Observasi 5 
2) Solusi Mengenai Kendala 
Pelayanan Ketatausahaan Peserta 
Didik 
Kepala TU Wawancara 13, 14 
Staf TU Wawancara 13, 14 
Keadaan Observasi 5 
 
  
 147 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
PELAYANAN KETATAUSAHAAN PESERTA DIDIK  
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMK N 2 SEWON 
 
Sumber Data (Informan) : ________________________________________ 
Jabatan   : ________________________________________ 
Hari, Tanggal   : ________________________________________ 
Waktu    : ________________________________________ 
Tempat   : ________________________________________ 
Daftar Pertanyaan  :  
4. Bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon 
f. Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon pada saat perencanaan peserta didik? 
g. Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon pada saat pembinaan peserta didik? 
h. Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon pada saat evaluasi peserta didik? 
i. Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon pada saat mutasi peserta didik? 
j. Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon pasca kelulusan peserta didik? 
5. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon 
k. Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat perencanaan peserta didik? 
KEPALA TATA USAHA 
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l. Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat pembinaan peserta didik? 
m. Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat evaluasi peserta didik? 
n. Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat mutasi peserta didik? 
o. Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pasca kelulusan peserta didik? 
6. Kendala dan solusi atas kendala pada pelayanan ketatausahaan peserta didik 
di SMK Negeri 2 Sewon 
p. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala selama melaksanakan pelayanan 
ketatausahaan peserta didik?  
q. Bagaimana hal tersebut dapat menjadi kendala dalam pelayanan 
ketatausahaan peserta didik?  
r. Bagaimana upaya pihak sekolah mengantisipasi atau meminimalisasi 
kendala pada pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik? 
s. Apakah upaya tersebut sudah sepenuhnya dilakukan dan dapat 
berpengaruh terhadap upaya minimalisasi kendala pada pelaksanaan 
pelayanan ketatausahaan peserta didik? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
PELAYANAN KETATAUSAHAAN PESERTA DIDIK  
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMK N 2 SEWON 
 
Sumber Data (Informan) : ________________________________________ 
Jabatan   : ________________________________________ 
Hari, Tanggal   : ________________________________________ 
Waktu    : ________________________________________ 
Tempat   : ________________________________________ 
Daftar Pertanyaan  :  
a. Bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon 
1) Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon pada saat perencanaan peserta didik? 
2) Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon pada saat pembinaan peserta didik? 
3) Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon pada saat evaluasi peserta didik? 
4) Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon pada saat mutasi peserta didik? 
5) Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon pasca kelulusan peserta didik? 
b. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon 
6) Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat perencanaan peserta didik? 
STAF TATA USAHA 
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7) Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat pembinaan peserta didik? 
8) Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat evaluasi peserta didik? 
9) Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat mutasi peserta didik? 
10) Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pasca kelulusan peserta didik? 
c. Kendala dan solusi atas kendala pada pelayanan ketatausahaan peserta didik 
di SMK Negeri 2 Sewon 
11) Hal-hal apa saja yang menjadi kendala selama melaksanakan pelayanan 
ketatausahaan peserta didik?  
12) Bagaimana hal tersebut dapat menjadi kendala dalam pelayanan 
ketatausahaan peserta didik?  
13) Bagaimana upaya pihak sekolah mengantisipasi atau meminimalisasi 
kendala pada pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik? 
14) Apakah upaya tersebut sudah sepenuhnya dilakukan dan dapat 
berpengaruh terhadap upaya minimalisasi kendala pada pelaksanaan 
pelayanan ketatausahaan peserta didik? 
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PEDOMAN STUDI DOKUMEN 
PELAYANAN KETATAUSAHAAN PESERTA DIDIK  
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMK N 2 SEWON 
 
Sumber Data : __________________________ 
Hari, Tanggal : __________________________ 
Waktu  : __________________________ 
Tempat : __________________________ 
 
No Jenis Dokumen Uraian 
Bentuk Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik 
1 Pelayanan ketatausahaan 
pada saat perencanaan 
peserta didik  
 
2 Pelayanan ketatausahaan 
pada saat pembinaan 
peserta didik 
 
3 Pelayanan ketatausahaan 
pada saat evaluasi belajar 
peserta didik 
 
4 Pelayanan ketatausahaan 
pada saat mutasi peserta 
didik 
 
5 Pelayanan ketatausahaan 
pada saat pasca kelulusan 
peserta didik 
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Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan Peserta Didik 
6 Pelayanan ketatausahaan 
pada saat perencanaan 
peserta didik  
 
7 Pelayanan ketatausahaan 
pada saat pembinaan 
peserta didik 
 
8 Pelayanan ketatausahaan 
pada saat evaluasi belajar 
peserta didik 
 
9 Pelayanan ketatausahaan 
pada saat mutasi peserta 
didik 
 
10 Pelayanan ketatausahaan 
pada saat pasca kelulusan 
peserta didik 
 
11 Profil Lembaga   
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PEDOMAN OBSERVASI 
PELAYANAN KETATAUSAHAAN PESERTA DIDIK  
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMK N 2 SEWON 
 
Sumber Data : __________________________ 
Hari, Tanggal : __________________________ 
Waktu  : __________________________ 
Tempat : __________________________ 
 
No Obyek Pengamatan Uraian 
1 Kegiatan pelayanan ketatausahaan yang dilakukan oleh staf tata 
usaha pada saat perencanaan peserta didik 
 
2 Kegiatan pelayanan ketatausahaan yang dilakukan oleh staf tata 
usaha pada saat pembinaan peserta didik 
 
3 Kegiatan pelayanan ketatausahaan yang dilakukan oleh staf tata 
usaha pada saat evaluasi belajar peserta didik 
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4 Kegiatan pelayanan ketatausahaan yang dilakukan oleh staf tata 
usaha setelah peserta didik dinyatakan lulus dari sekolah 
 
5 Situasi dan kondisi mengenai hal-hal yang dianggap menjadi 
kendala pada pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta 
didik  
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LAMPIRAN 2 
DATA HASIL PENELITIAN 
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CATATAN LAPANGAN 
PELAYANAN KETATAUSAHAAN PESERTA DIDIK 
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMK N 2 SEWON 
 
1. Rabu, 21 Mei 2014  
Proposal penelitian telah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing I, 
dosen pembimbing II, Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan, serta Wakil Dekan 
I Fakultas Ilmu Pendidikan pada pukul 13.15 WIB. Proposal yang telah disetujui 
digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan surat pengantar ijin penelitian dari 
Fakultas Ilmu Pendidikan melalui sub bagian pendidikan. Pada pukul 13.30 
melakukan entri data pengajuan surat izin penelitian. 
2. Kamis, 22 Mei 2014 
Surat pengantar ijin penelitian dari Fakultas Ilmu Pendidikan terbit pada 
pukul 09.30 WIB. Berdasarkan surat pengantar izin penelitian dari Fakultas Ilmu 
Pendidikan kemudian digunakan sebagai syarat untuk membuat surat ijin 
penelitian di tingkat provinsi melalui kantor Sekretariat Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Pada pukul 10.30 WIB surat tersebut telah terbit, kemudian 
menyerahkan tembusan surat tersebut di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah 
Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tepat pukul 11.45 WIB.  
Berdasarkan surat pengantar izin penelitian dari provinsi kemudian diajukan 
sebagai syarat untuk membuat surat izin penelitian di kabupaten Bantul melalui 
kantor Bappeda Bantul. pada pukul 14.15 WIB surat izin penelitian dari Bappeda 
Bantul telah terbit, kemudian menyerahkan tembusan surat tersebut di kantor 
 157 
 
Kesbangpol kabutpaten Bantul pada pukul 14.30 WIB serta menyerahkan 
tembusan surat yang sama pada pukul 14.45 WIB di kantor Dinas Pendidikan 
Menengah dan Nonformal Kabupaten Bantul.  
3. Jumat, 23 Mei 2014 
Surat izin penelitian yang telah diterbitkan oleh kator Bappeda Bantul 
diserahkan ke lokasi penelitian sebagai bentuk legalitas perijinan penelitian, 
sehingga pada pukul 09.00 WIB surat tersebut diserahkan ke SMK Negeri 2 
Sewon sebagai lokasi pelaksanaan penelitian. Pada waktu yang sama dengan 
waktu penyerahan surat izin penelitian tersebut, peneliti membuat kesepakatan 
dengan kepala tata usaha sekolah berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang 
akan dilakukan agar selama penelitian tidak mengganggu aktivitas narasumber. 
4. Rabu, 28 Mei 2014 
Sesuai perjanjian dengan pihak tata usaha sekolah maka pada pukul 09.00 
WIB, peneliti mulai melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada 
kepala tata usaha sekolah, dilanjutkan pada pukul 10.15 WIB dengan instrumen 
yang sama peneliti melakukan wawancara dengan petugas tata usaha sekolah. 
Pada kesempatan tersebut peneliti mendapatkan informasi mengenai bentuk 
pelayanan ketatausahaan peserta didik, pelaksanaan pelayanan ketatausahaan 
peserta didik, serta kendala dan soluasi pelayanan ketatausahaan peserta didik 
pada penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon melalui pernyataan-
pernyataan yang diberikan oleh kepala tata usaha sekolah dan salah seorang 
petugas tata usaha sekolah yang terlibat langsung pada pelayanan ketatausahaan 
peserta didik. 
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5. Jumat, 30 Mei 2014  
Pada pukul 09.00 WIB, peneliti bertemu dengan kepala tata usaha sekolah 
dan petugas tata usaha sekolah untuk melakukan wawancara guna mendapatkan 
informasi mengenai dokumen ketatausahaan peserta didik yang disediakan pada 
saat penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon. Hal tersebut guna 
mengembangkan panduan studi dokumen. Pada saat itu, peneliti memperoleh 
gambaran mengenai bentuk-bentuk dokumen ketatausahaan peserta didik dibuat, 
dikelola, digunakan, dan disimpan oleh petugas tata usaha guna menunjang 
aktivitas peserta didik selama menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Sewon. 
6. Kamis, 05 Juni 2014 observasi 
Sesuai dengan kesepakatan pihak tata usaha sekolah maka pada pukul 09.00 
WIB, peneliti kembali datang ke sekolah untuk melakukan observasi keadaan 
lapangan serta crosscheck hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan pelayanan 
ketatausahaan peserta didik serta kendala pelayanan ketatatusahaan peserta didik. 
pelaksanaan observasi tersebut sesuai dengan panduan observasi yang telah dibuat 
dengan penyesuaian beberapa hal terhadap kondisi lokasi. 
7. Jumat, 06 Juni 2014 Studi dokumen 
Berdasarkan hasil penelitian pada hari Jum’at tanggal 30 Mei 2014 maka 
pukul 09.00 WIB peneliti melakukan kegiatan tindak lanjut yaitu studi dokumen. 
Peneliti melakukan crosscheck hasil wawancara dan hasil obervasi lokasi dengan 
menggunakan metode studi dokumen terhadap dokumen-dokumen ketatausahaan 
peserta didik. Pada penelitian tersebut, peneliti menemukan bentuk-bentuk 
dokumen ketatausahaan peserta didik yang dikelola dan disediakan kepada 
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pengguna pendidikan guna mendukung aktivitas peserta didik mulai dari yang 
bersangkutan memasuki sekolah sampai dinyatakan keluar dari SMK Negeri 2 
Sewon. Melalui studi dokumen tersebut peneliti tidak hanya mendapat kepastian 
mengenai bentuk ketatausahaan peserta didik yang diberikan sebagai pelayanan 
melainkan mengkaji pula format isi dan kegunaan dari dokumen-dokumen 
kesiswaan tersebut. 
8. Sabtu 07 Juni 2014 
Pada pukul 09.00 WIB, peneliti mendapatkan surat keterangan yang 
menyatakan bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitia di SMK Negeri 
2 Sewon. Pada saat yang sama sekaligus memohon pamit dan mengucapkan 
terima kasih kepada pihak tata usaha sekolah yang telah berkenan membantu 
memberikan informasi selama pelaksanaan penelitian berlangsung. Pada saat itu 
pula, pihak tata usaha memberikan kesempatan dan membuka silaturahmi jika 
sewaktu-waktu masih ada hal-hal lain yang diperlukan kembali terkait penelitian. 
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TRANSKIP WAWANCARA 
PELAYANAN KETATAUSAHAAN PESERTA DIDIK  
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMK N 2 SEWON 
 
Sumber Data (Informan) : Ngatijan, S.Pd  
Jabatan   : Kepala Tata Usaha Sekolah 
Hari, Tanggal   : Rabu, 28 Mei 2014 
Waktu    : 08.55-09.29 WIB 
Tempat   : Ruang Tata Usaha Sekolah 
Interviewer : Mika Hariyani (MH) 
Interviewee : Ngatijan (NG) 
a. Bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon 
MH : Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat perencanaan peserta didik? 
NG : Perencanaan itu  kegiatan recruitment peserta didik baru itu ya mba, 
namun kegiatan itu sepenuhnya dikelola oleh panitia khusus sehingga 
TU tidak memiliki tugas pada perenanaan peserta didik, namun berkas 
pendaftaran tetap disimpan TU apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. 
Setelah penerimaan peserta didik baru TU bertugas menyediakan data 
lengkap berdasarkan dengan laporan penerimaan peserta didik baru 
yang telah diberikan oleh panitia PPDB. Setelah mendokumentasikan 
data siswa, TU juga membuatkan Nomor Induk Siswa (NIS) kepada 
peserta didik baru yang ditulis pada buku induk siswa. 
KEPALA TATA USAHA 
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MH : Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat pembinaan peserta didik? 
NG : Untuk pembinaan peserta didik yang pertama adalah pengenalan 
lingkungan kepada siswa melalui kegiatan Masa Orientasi Siswa 
(MOS), namun pada kegiatan MOS dilakukan dan dikelola oleh 
panitia khusus sehingga TU tidak memiliki peran khusus untuk 
memberikan pelayanan ketatausahaan. 
MH : Selanjutnya untuk bentuk pelayanan pada pembinaan belajar di kelas, 
seperti apa pak? 
NG : Kalau untuk pembinaan belajar di kelas, TU memberikan pelayanan 
hanya yang berhubungan dengan administrasi aja to mba, misalnya 
berbentuk blangko presensi siswa dan blangko-blangko lain yang 
dibutuhkan siswa. Tetapi kalau pengisian presensi siswa setiap hari 
yang lebih tahu ya gurunya mba, hanya kalau rekapan setiap akhir 
semester itu baru dikelola TU. 
MH  : Terus kalau SMK itu kan ada Pratik Kerja Industri ya pak? Bentuk 
pelayanan ketatausahaan yang diberikan oleh TU seperti apa pak? 
NG  : Kalau untuk Pratik Kerja Industri itu dikelola oleh guru jurusan 
masing-masing, TU hanya memberikan layanan persuratan kalau guru 
meminta maka TU akan membuatkan surat itu.  
MH  : Selanjutnya, mengenai bentuk pelayanan ketatausahaan yang diberikan 
oleh petugas tata usaha sebagai bentuk pelayanan pada saat 
pembinaan disiplin peserta didik itu seperti apa pak? 
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NG  : Kalau pembinaan disiplin siswa itu menjadi tanggung jawab guru BK 
mba, jadi TU hanya memberikan bantuan dalam membuatkan surat 
pemanggilan atau semacamnya jika ada permintaan dari guru BK. 
MH : Kemudian untuk catatan atau data perkembangan dan kedisiplinan 
siswa itu dikelola oleh TU atau tidak pak? 
NG   : Untuk catatan disiplin siswa itu dikelola keseluruhannya oleh guru BK.  
MH  : Selanjutnya pak,  pelayanan ketatausahaan selama pembinaan minat 
bakat peserta didik itu seperti apa? 
NG  : Pembinaan minat bakat itu berupa kegiatan ekstrakurikuler itu mba  
dikelola oleh bisang kesiwaaan. Kemudian nanti bisa dilihat 
perkembangannya juga yang lebih mengetahui kepala sekolah bidang 
kesiswaan. Kalau misalnya ada kompetisi itu yang lebih tahu 
mengenai siapa yang akan diajukan itu dari data yang dimiliki oleh 
guru pembina maupun dari bidang kesiswaan. 
MH : Nah kalau untuk beasiswa ini pak, pelayanan ketatausahaan yang 
diberikan pada saat pengajuan beasiswa itu seperti apa bentuknya? 
NG   : Untuk pengajuan beasiswa itu dilayani oleh TU mulai dari informasi, 
pengumpulan berkas atau syarat, data siswa yang akan diajukan. 
MH : Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat evaluasi peserta didik? 
NG :  Pada kegiatan evaluasi siswa, TU ikut membantu mba, misalnya untuk 
dokumentasi hasil nilai itu seperti apa akan disimpan juga tetapi yang 
lebih berwenang ya guru. Kalau ada kegiatan apa saja biasanya juga 
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dibuat laporan untuk kemudian disimpan oleh TU termasuk kegiatan 
evaluasi belajar tadi. Kegiatan evaluasi belajar yang dikelola bersama 
berupa evaluasi tengah semester maupun akhir semester tetapi 
menjadi tanggungjawab guru maupun panitia evaluasi belajar, kalau 
evaluasi harian yang lebih tahu ya gurunya mba. 
MH : Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat mutasi peserta didik? 
NG : Mutasi itu ada mutasi keluar dan mutasi masuk. Kalau mutasi masuk itu 
bisa bisa kami bantu selama masih ada kursi bisa dilakukan, tetapi 
biasanya mutasi masuk itu ketika di kelas X pada semester genap. 
Kalau masuk di kelas XI atau XII belum pernah dijumpai mba. Itu 
juga nanti harus melalui Dinas dulu mba. Kalau sudah mendapat 
rekomendasi dari Dinas bisa langsung diterima.  
MH : Kalau untuk syarat mutasi itu seperti apa pak? Apakah TU membantu 
memberikan pelayanan pada saat mutasi? 
NG  : Syarat masuk siswa mutasi sama dengan syarat masuk siswa baru, nanti 
kami akan membantu siswa untuk melengkapi beberapa data diri 
maupun berkas yang dibutuhkan. 
MH : Kalau untuk mutasi keluar ya pak, bagaimana bentuk pelayanan 
ketatausahaan yang diberikan oleh TU? 
NG  : Bagi siswa yang mutasi keluar itu yang lebih tahu guru BP, TU hanya 
membantu membuatkan surat –surat rekomendasi jika dibutuhkan 
sebagai syarat. Selanjutnya kami akan membuat data mutasi siswa. 
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MH : Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon  peserta didik? 
NG   : Bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan itu yang lebih proaktif 
justru dari lembaga-lembaga perguruan tinggi. Jadi TU akan 
menyediakan informasi yang diterima dari lembaga pendidikan tinggi 
kemudian ditempel di papan pengumuman. Siswa bisa melihat dari 
pengumuman yang sudah ditempel tadi. Nah kalau suatu saat 
membutuhkan surat keterangan bahwa siswa yang bersangkutan sudah 
mengikuti ujian karena mungkin ijazah belum jadi ya nanti itu akan 
dilayani oleh TU, kami akan membuatkan itu. Itu satu hal ya mba, 
namun jika ada siswa yang berminat melanjutkan pendidikan, sekolah 
tidak lepas untuk membantu mengelola siswa yang akan melanjutkan 
perguruan tinggi. Jadi ada pihak yang ditunjuk dari guru khusus 
bertanggung jawab untuk membantu siswa yang ingin mendaftar di 
perguruan tinggi karena siswa pasti masih memerlukan bimbingan.  
MH : Lalu kalau untuk siswa yang menghendaki ingin melanjutkan di 
perguruan tinggi, apa bentuk pelayanan ketatausahaan yang diberikan 
oleh TU, pak? 
NG  : Bagi siswa yang ingin melanjutkan kerja itu yang lebih berperan juga 
guru BP sama ada BKK ya mba itu khusus untuk membantu 
menyalurkan kerja bagi lulusan. TU melayani surat-surat yang 
sekiranya dibutuhkan sebagai syarat untuk melamar kerja aja. TU juga 
akan mendokumentasikan arah lulusan namun hal tersebut kan 
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menunggu feedback dari yang bersangkutan ya mba jadi informasi 
alumni yang kami sediakan juga tergantung bagaimana feedback dari 
lulusan karena kebanyakan dari mereka tidak memberikan informasi. 
 
b. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon 
MH : Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 Sewon pada saat perencanaan peserta didik? 
NG  : Kegiatan perencanaan itu hampir semua justru tidak dikelola oleh tata 
usaha sekolah, kerena untuk recruitment peserta didik baru menjadi 
tanggung jawab dari panitia khusus mulai dari penentuan daya 
tampung, promosi, proses penerimaan, seleksi, sampai pada hasil 
peserta didik yang diterima itu dikelola oleh panitia. Kemudian panitia 
PPDB berkewajiban untuk membuat laporan kegiatan. Berdasarkan 
laporan kegiatan PPDB baru kemudian TU memiliki tugas untuk 
menyediakan data lengkap siswa yang telah diterima, tetapi untuk 
mendapatkan data yang lengkap dan valid tidak bisa dilakukan dengan 
cepat karena menunggu balikan form yang lengkap dari siswa juga 
kadang tidak segera dikumpul. 
MH  : Kemudian pak, data tersebut diolah dan disediakan oleh TU nantinya 
digunakan untuk apa saja? 
NG   : Data itu akan digunakan untuk berbagai keperluan kesiswaan selama di 
sekolah misalnya untuk pengajuan beasiswa, karena pengajuan 
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beasiswa itu nanti juga yang mengelola, membantu mengurus 
pendaftaran, dan pengajuan dari pihak TU. TU akan membuat daftar 
nama yang akan diajukan untuk menerima beasiswa berdasarkan data 
siswa, tetapi nanti kalau sudah ada pemberitahuan dari dinas. 
MH  : Bagaimana dengan pelaksanaan pelayanan selain data tersebut?  
NG   : Setelah mendokumentasikan data siswa, TU akan membuatkan Nomor 
Induk peserta didik baru yang ditulis pada buku induk siswa tetapi 
sama dengan yang tadi untuk mendapatkan data yang lengkap dan 
valid tidak bisa dilakukan dengan cepat karena menunggu balikan 
form yang lengkap dari siswa yang suka terlambat. Selain itu, 
mengenai ijazah asli yang kami simpan sebagai jaminan, karena ijazah 
itu hal yang penting mba jadi kami simpan dan hanya dikeluarkan 
ketika akan digunakan dengan tujuan yang jelas. 
MH  : Mohon maaf ini pak, kalau petugas yang mengelola data dan lain 
sebagainya tersebut dari pihak TU siapa yang ditunjuk pak? 
NG   : Kalau untuk pihak yang membuat data itu dari TU ada petugas khusus 
yang menangani data. Jadi data tersebut dikelola menjadi satu. Jadi 
nanti kalau suatu saat diminta atau diperlukan oleh Dinas ya satu 
pihak tersebut yang berhubungan, karena sudah terbiasa. Kalau yang 
menangani semua tentang kesiswaan ya seharusnya bagian kesiswaan 
tetapi kan tidak mungkin dipegang 1 orang saja jadi ya dibantu siapa 
saja yang pada waktu itu sedang tidak ada pekerjan. 
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MH : Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 Sewon pada saat pembinaan peserta didik? 
NG : Pada kegiatan pembinaan peserta didik TU cenderung hanya terlibat 
dalam pembuatan surat. Surat dibuat oleh siapapun pegawai TU 
dengan prosedur seperti pembuatan surat pada umumnya. Kami 
membuat surat setelah ada permintaan dari pembina siswa yang 
bersangkutan. Misalnya, surat izin Pratik Kerja Industri atas 
permintaan dari guru jurusan, surat pengantar untuk mengikuti lomba 
atau kompetisi dari bidang kesiswaan, kemudian surat pemanggilan 
atau semacamnya sebagai permintaan dari guru BK.  
MH  : Lalu untuk pembinaan belajar di kelas, bagaimana pelayanannya pak? 
NG : Kalau untuk pembinaan belajar di kelas, TU menyediakan blangko 
presensi siswa berdasarkan data siswa dan blangko-blangko lain yang 
dibutuhkan siswa. Kemudian rekapan presensi dan perkembangan 
siswa setiap akhir semester itu dikelola dan disimpan oleh TU.  
MH  : Bagaimana dengan pelaksanaan pelayanan data penerima beasiswa dan 
data prestasi, pak? 
NG  : Data penerima beasiswa itu berupa pengumuman hasil seleksi penerima 
beasiswa yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan Nasional. Dta 
itu kita simpan dan dilakukan verivikasi ulang, kalau identitas siswa 
yang perlu diperbaiaki soalnya nanti kan bisa diajukan kembali untuk 
tahap berikutnya. Kalau data peserta didik berprestasi berasal dari 
bidang kesiswaan yang mendampingi setiap ada lomba. Kalau ada 
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pemintaan data ke tata usaha kayak mbaknya ini maka akan segera 
kami sediakan. 
MH : Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 Sewon pada saat evaluasi peserta didik? 
NG  : Pada kegiatan evaluasi siswa, TU lebih pada tugas menyimpan data 
hasil evaluasi karena jika sewaktu-waktu diperlukan bisa ditemukan di 
TU. Tugas kami hanya menyimpan data nilai tersebut setelah diterima 
dari guru yang bersangkutan kemudian dibukukan dalam buku leger, 
seperti rekapan rapor siswa sebenarnya. Terus kalau sebelum evaluasi 
itu mungkin jika panitia evaluasi membutuhkan data siswa yang akan 
mengikuti evaluasi bisa meminta kepada kami maka akan kami 
berikan. Kalau untuk UNAS itu nanti pihak TU kesiswaan ada petugas 
khusus yang akan menangani, mengurus persyaratan, pendataan, dan 
pengajuan mulai dari tingkat sekolah sampai pada Dinas. Selanjutnya 
untuk pelaksanaan akan dikelola oleh panitia, baru kemudian nilai 
hasil evaluasi siswa dikelola dan disimpan oleh TU termasuk laporan 
pertanggungjawaban. 
MH : Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 Sewon pada saat mutasi peserta didik? 
NG  : Mutasi siswa nanti bisa tanya sama pegawai yang lain dulu mba, tetapi 
yang jelas untuk mutasi itu harus melalui Dinas dulu mba. Kalau 
sudah mendapat rekomendasi dari Dinas bisa langsung diterima. Kami 
akan memberikan informasi mengenai syarat masuk siswa mutasi 
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yang kebetulan syaratnya sama dengan syarat masuk siswa baru, 
kemudian kami akan membantu siswa untuk melengkapi beberapa 
data diri maupun berkas yang dibutuhkan. Kemudian bagi siswa yang 
mutasi keluar itu TU hanya membantu dalam membuatkan surat–surat 
rekomendasi jika dibutuhkan sebagai syarat. 
MH : Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 Sewon pada pascakelulusan peserta didik? 
NG : Jika ada informasi masuk perguruan tinggi bisa dilihat di papan 
pengumuman. Jika siswa membutuhkan surat keterangan bahwa yang 
bersangkutan sudah mengikuti ujian karena mungkin ijazah belum jadi 
ya nanti itu akan dilayani oleh TU, kami akan membuatkan itu. Proses 
pendaftaran akan ada pihak guru yang ditunjuk secara khusus untuk 
mendampingi siswa yang akan mendaftar di perguruan tinggi.  
MH  : Lalu pak, bagaimana dengan pelayanan ketatausahaan siswa bagi siswa 
yang ingin bekerja?  
NG  : Sama ya mba, bagi siswa yang ingin melanjutkan kerja, TU melayani 
surat-surat yang sekiranya dibutuhkan sebagai syarat untuk melamar 
kerja aja. Prosedur persuratannya sama dengan yang lainnya. 
Kemudian, TU akan mendokumentasikan lulusan yang diterima kerja 
tersebut, diterima kapan dan diterima di mana. Begitu juga dengan 
lulusan yang melanjutkan pendidikan akan didokumentasikan. Kami 
akan menelusuri hal tersebut namun membutuhkan waktu yang lama 
karena menunggu feedback dari alumni yang bersangkutan. 
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c. Kendala dan solusi atas kendala pada pelayanan ketatausahaan peserta 
didik di SMK Negeri 2 Sewon 
MH : Hal-hal apa saja yang menjadi kendala selama melaksanakan 
pelayanan ketatausahaan peserta didik?  
NG  : Pertama ruangannya belum representatif, bisa dilihat kan ini bahwa 
ruangan masih sederhana. Kedua, pegawai TU itu belum memadai, 
kalau sekolah lain itu kan ada yang sampai sepuluh tapi kalau disini 
hanya ada 2 orang yang PNS jadi lebih banyak memberdayakan 
pegawai tidak tetap sama guru. Hal yang utama menjadi kendala ya 
kedua hal tersebut mba. Kalau untuk fasiltas sepertinya tidak menjadi 
kendala, kemampuan TI pegawai juga sudah unggul.  
MH : Bagaimana hal tersebut dapat menjadi kendala dalam pelayanan 
ketatausahaan peserta didik? 
NG : Mengenai ruangan yang belum representatif, ukuran ruangan yang 
terbatas maka desain ruangpun hanya sememungkinkannya saja, tidak 
dapat didesain dengan sedemikian rupa yang nyaman untuk bekerja 
maupun bertatap muka memberikan pelayanan kepada siswa. Hal itu 
membuat siswa belum dapat dilayani secara prima. Mengenai 
banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan oleh TU sementara 
jumlah pegawai yang terbatas, jadi kalau ada siswa yang menghendaki 
layanan misalnya untuk dibuatkan surat keterangan menjadi tidak 
dapat terlayani dengan maksimal karena terdapat pekerjaan lain yang 
harus segera diselesaikan sementara jumlah pegawai terbatas. 
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MH :Bagaimana upaya pihak sekolah mengantisipasi atau 
meminimalisasi kendala pada pelaksanaan pelayanan 
ketatausahaan peserta didik? 
NG : Pekerjaan yang idealnya harus dikerjakan oleh TU terpaksa harus 
dimintakan bantuan kepada guru, misalnya untuk petugas inventaris 
barang yang seharusnya menjadi pekerjaan dari TU tetapai karena 
pegawai belum cukup jadi harus ditangani oleh guru. Dengan 
demikian, beban kerja TU untuk melayani siswa tidak akan terbebani 
penuh dengan pekerjaan yang lain.  
MH : Lalu mengenai kendala ruangan yang belum representatif, bagaimana 
upaya antisipasinya pak? 
NG  : Mengenai ruangan yang belum representatif ya terpaksa seadanya harus 
terima dulu karena memang tidak memungkinkan secara instan untuk 
diperbaiki karena ini mengenai fasilitas sekolah sehingga harus 
melalui prosedur. Sekarang ini juga baru diupayakan pembangunanan 
namun pembangunanpun harus dilakukan secara bertahap. Tidak 
menutup kemungkinan adanya pembangunan ruang untuk pelayanan 
ketatausahaan di gedung unit 2. Tetapi kembali lagi ya mba, namanya 
pembangunan fasilitas sekolah pasti tidak dapat dilakukan secara 
instan karena harus melalui prosedur. 
MH : Apakah upaya tersebut sudah sepenuhnya dilakukan dan dapat 
berpengaruh terhadap upaya minimalisasi kendala pada 
pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik? 
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NG  : Sejuah ini sudah diupayakan mengenai bagaimana agar sekolah dapat 
memberikan pelayanan ketatausahaan kepada siswa yang baik terlepas 
dari segala keterbatasan tetapi tidak semua dapat dipenuhi secara 
instan, terlebih untuk memenuhi ruangan TU yang representatif. 
Sewon, 28 Mei 2014 
Informan, 
 
Ngatijan, S.Pd 
NIP 196212231982011002 
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TRANSKIP WAWANCARA 
PELAYANAN KETATAUSAHAAN PESERTA DIDIK  
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMK N 2 SEWON 
 
Sumber Data (Informan) : Nur Arifah Hanum 
Jabatan   : Staf Adminisrasi 
Hari, Tanggal   : Rabu, 28 Mei 2014 
Waktu    : 09.49-10.15 WIB 
Tempat   : Ruang Tata Usaha Sekolah 
Interviewer : Mika Hariyani (MH) 
Interviewee : Nur Arifah Hanum (NA) 
a. Bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon 
MH : Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat perencanaan peserta didik? 
NA  : Perencanaan itu berupa penerimaan peserta didik baru tetapi yang 
bertanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada panitia yang 
berasal dari guru danTU. Biasanya kalau dari TU hanya membantu 
untuk promosi sekolah karena itu ada tugas dari kepanitiaan jika 
panitia meminta data sekolah sasaran promosi. TU menyediakan data 
mengenai SMP mana saja yang akan menjadi sasaran promosi. Setelah 
penerimaan siswa baru kemudian TU menerima nama-nama siswa 
yang telah diterima kemudian diolah menjadi data induk siswa atau 
istilahnya data pribadi siswa. TU meminta istilahnya data pribadi 
STAF TATA USAHA 
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siswa yang sudah diterima dan sudah valid kepada panitia PPDB. Data 
tersebut tidak dapat langsung diterima tetapi membutuhkan waktu 1-2 
minggu setelah diterima karena pada waktu-waktu tersebut masih 
memungkinkan bagi siswa yang diterima akan keluar. Kemudian TU 
juga menyimpan berkas berupa Ijazah asli sebagai jaminan.  
MH : Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat pembinaan peserta didik? 
NA  : Pembinaan pertama kalau untuk MOS, TU tidak begitu berperan karena 
itu justru dari guru atau tim kepanitiaan yang sudah ditunjuk.  
MH  : Selanjutnya untuk bentuk pelayanan selama kegiatan belajar di kelas, 
seperti apa bu? 
NA  : Kalau untuk pembinaan di kelas, TU menfasilitasi dalam KBM untuk 
membuatkan daftar hadir, daftar nilai, dan menyediakan fasilitas untuk 
kegiatan belajar mengajar.  
MH : Kemudian kalau untuk dokumentasi perkembangan siswa, apakah 
dikelola oleh TU? 
NA : Kalau untuk catatan perkembangan siswa yang lebih tahu ya guru 
masing-masing mba, kita hanya menyimpan pendokumentasian pada 
nilai akhir semester saja. 
MH  : Kemudian kalau SMK itu kan ada Pratik Kerja Industri ya bu? Bentuk 
pelayanan ketatausahaan yang diberikan oleh TU seperti apa? 
NA : Mengenai Pratik Kerja Industri itu dikelola oleh guru, TU hanya 
memberikan layanan persuratan kalau guru meminta dibuatkan. 
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MH : Selanjutnya, mengenai bentuk pelayanan ketatausahaan yang diberikan 
oleh petugas tata usaha sebagai bentuk pelayanan pada saat 
pembinaan disiplin peserta didik itu seperti apa bu? 
NG : Pada pembinaan mengenai disiplin peserta didik itu yang lebih tahu 
guru BP, itu sudah menjadi tanggung jawab guru BP. Catatan disiplin 
peserta didik juga yang mengetahui guru BP. TU hanya membantu 
membuat surat tertentu berdasarkan dengan keperluan dan kebutuhan. 
Kita membuatkan hal-hal yang berkaitan dengan persuratan, misalnya 
BP akan melakukan home visit maka TU membuatkan surat sesuai 
dengan permintaan dari guru BP.  
MH  : Lalu kalau yang terkait dengan pembinaan minat bakat, seperti apa? 
NA  : Begitu juga pada pembinaan minat bakat siswa, biasanya TU berperan 
membantu membuat surat tergantung dari permintaan dari pihak yang 
bersangkutan. Misalnnya dari akan ada siswa yang mengikuti 
perlombaan maka TU akan membuatkan surat rekomendasi atau surat 
keterangan, jika itu pengajuan personal siswa ya akan segera kita 
buatkan tetapi kalau itu dari beberapa siswa maka akan diakomodasi 
terlebih dahulu melalui bidang kesiswaan, tetapi biasanya melalui 
bidang kesiswaan terlebih dahulu. Kalau untuk catatan perkembangan 
siswa mengenai kemampuan ekstrakurikuler yang lebih tahu ya guru 
yang bersangkutan sama bidang kesiswaan. 
MH : Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat evaluasi peserta didik? 
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NA  : Evaluasi peserta didik berupa UTS, UAS, UN itu mba semua dikelola 
oleh panitia khusus. Semua kegiatan evaluasi belajar itu dikelola oleh 
panitia khusus tetapi jika panitia evaluasi membutuhkan data siswa 
bisa dimintakan ke TU, TU menyediakan data tersebut namun pada 
pelaksanaan seluruhnya dikelola oleh panitia. Baru setelah kegiatan 
itu sudah selesai, TU akan dikasih laporan jadi TU menyimpan 
laporan kegiatan evaluasi. 
MH : Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat mutasi peserta didik? 
NA  : Pada kegiatan mutasi misalnya untuk mutasi keluar, TU memberikan 
layanan persuratan, misalnya mengenai pembuatan surat keterangan 
atau rekomendasi untuk siswa yang ingin keluar. Terus kalau 
mengenai mutasi keluar juga nanti alasan mengapa dan kapan 
dilakukan mutasi juga kita dokumnetasikan. Begitu pula dengan 
mutasi masukpun juga dicatat dan didata oleh TU. 
MH : Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon  peserta didik? 
NA  : Kalau SMK itu ada tim BKK (Bursa Kerja Khusus) jadi setiap ada 
surat masuk atau informasi dari lembaga mengenai lowongan kerja itu 
akan masuk ke TU tetapi akan kami arahkan ke BKK. Biasanya 
memang dari PT itu akan berhubungan langsung dengan BKK. Jika 
memang ada siswa yang menanyakan hal mengenai lowongan kerja 
akan kami arahkan ke BKK. Jadi TU tidak melayani hal tersebut. Bagi 
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siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi juga ada panitia 
khusus. Kalau ada siswa yang ingin melanjutkan akan ada yang 
memandu secara khusus jadi ada panitia yang memandu. TU hanya 
melayani misalnya untuk membuatkan surat rekomendasi. Pada 
akhirnya TU juga mendata kemana mereka akan melanjutkan. 
 
b. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon 
MH : Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 Sewon pada saat perencanaan peserta didik? 
NA  : Pelayanan ketatausahaan peserta didik seperti tadi yang sudah dibahas 
bahwa pertama, biasanya kalau dari TU itu hanya membantu untuk 
promosi sekolah dengan menyediakan data sekolah sasaran promosi. 
TU memiliki data lengkap mengenai SMP mana saja yang akan 
menjadi sasaran promosi. Setelah penerimaan siswa baru selesai, TU 
menyimpan laporan PPDB dan akan menerima nama-nama siswa 
berupa data pribadi siswa yang sudah diterima dari panitia PPDB. 
Data tersebut tidak dapat langsung dibuat tetapi membutuhkan waktu 
sekitar 1-2 minggu setelah siswa yang bersangkutan diterima karena 
pada waktu-waktu tersebut masih memungkinkan bagi siswa yang 
diterima akan keluar. Berdasarkan data tersebut digunakan untuk 
membuat data pribadi siswa dalam buku induk, daftar hadir siswa, dan 
blangko daftar nilai. Terus kalau untuk data pengajuan beasiswa itu 
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memang kadang diminta pada peserta didik baru di awal tahun 
pelajaran ya, tapi itu nanti menunggu ada pemberitahuan dulu mba. 
MH : Selain yang berkaitan dengan data tersebut, apakah ada bentuk yang 
lain, kemudian digunakan untuk apa dan dikelola oleh siapa? 
NA  : Selain itu, TU juga menyimpan berkas pendaftaran berupa SKHUN asli 
sebagai jaminan. Berkas tersebut diperoleh pada saat pendaftaran yang 
kemudian disimpan oleh TU untuk disiapkan jika kemudian hari 
dibutuhkan untuk kepentingan siswa karena ijazah itu kan berkas yang 
sangat penting. Jangan sampai ada hal yang mendesak dan 
membutuhkan berkas tadi tetapi tidak dapat tersedia, bisa-bisa nanti 
mengacaukan kesempatan siswa.  
MH : Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 Sewon pada saat pembinaan peserta didik? 
NA : Selama pembinaan peserta didik pada pembinaan apapun itu layanan 
ketatausahaan yang diberikan oleh TU lebih pada layanan persuratan 
ya mba. Jika ada permintaan persuratan maka TU akan membuatkan 
sesuai dengan permintaan dan yang membuat surat siapa saja yang 
memiliki waktu luang. Surat sudah ada konsepnya jadi tinggal dibuat 
sesuai permintaan kemudian disahkan oleh kepala sekolah, dicatat 
pada buku agenda, kemudian ada arsip yang disimpan. Permintaan 
surat dapat dilayani secara langsung dan personil bagi siswa namun 
untuk beberapa hal bisa diakomodasi melalui bidang kesiswaan atau 
guru yang bersangkutan. Jika siswa menghendaki mengajukan 
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permohonan surat secara personil maka TU menyediakan blangko 
untuk ditulis mengenai keperluan pembuatan surat. Selain dalam hal 
persuratan tadi juga menyediakan daftar hadir, daftar nilai. Masing-
masing daftar tersebut akan diisi oleh guru yang bersangkutan 
mengenai perkembangan siswa. Baru kemudian pada akhir semester 
data nilai sebagai data perkembangan siswa akan disimpan dan 
dikelola oleh TU sebagai informasi jika suatu saat diperlukan kembali 
maka TU menyediakan. 
MH  : Bagaimana dengan pelaksanaan pelayanan data penerima beasiswa dan 
data prestasi peserta didik, bu? 
NA  : Data penerima beasiswa atau bantuan lain kita dapat dari pengumuman 
hasil seleksi penerima beasiswa dari Kementerian Pendidikan 
Nasional yang dapat langsung diterima oleh sekolah melalui Dinas 
Pendidikan setempat. Kalau data peserta didik berprestasi berasal dari 
laporan hasil kegiatan lomba oleh bidang kesiswaan. Biasanya ada 
permintaan dari dinas sehingga TU akan menyediakan data prestasi. 
MH : Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 Sewon pada saat evaluasi peserta didik? 
NA : Pelayanan ketatausahaan peserta didik pada saat evaluasi juga sama 
dengan yang lainnya terkait dengan penyediaan data siswa. Jika 
panitia evaluasi membutuhkan data siswa bisa dimintakan ke TU, TU 
menyediakan data tersebut namun pada pelaksanaan seluruhnya 
dikelola oleh panitia yang bersangkutan. Data peserta evaluasi itu kan 
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sebenarnya berasal dari data siswa juga, kecuali untuk data peserta 
ujian nasional harus disesuaikan dengan format ketentuan dari panitia 
penyelenggara dan dibuat serta diajukan lebih awal untuk pendaftaran. 
Setelah kegiatan evaluasi sudah selesai, TU akan menyimpan laporan 
kegiatan evaluasi untuk dipertanggungjawabkan pada Dinas dan 
apabila diperlukan kembali maka akan disediakan oleh TU. TU juga 
menyimpan nilai hasil evaluasi setiap siswa karena itu kan penting 
kalau-kalau ada yang kehilangan masih ada arsip. 
MH : Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 Sewon pada saat mutasi peserta didik? 
NA  : Kegiatan mutasi itu ada mutasi keluar dan mutasi masuk. Sebenarnya 
Kalau pelayanan ketatausahaan pada saat mutasi keluar, TU 
memberikan layanan persuratan, misalnya mengenai pembuatan surat 
keterangan atau rekomendasi untuk siswa yang ingin keluar. Kalau 
secara prosedur sama dengan pengajuan surat yang lainnya mba. 
Kalau mengenai informasi itu guru BP yang lebih tahu. Jika 
membutuhkan persyaratan atau pemberkasan untuk mutasi ke sekolah 
luar begitu, kami akan membantu untuk memenuhi. 
MH  : Selain hal tersebut, bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan 
terkait dengan pelayanan data? 
NA : TU akan mencatat alasan mengapa dan kapan dilakukan mutasi, jadi 
nanti akan didokumentasikan pada catatan mutasi. Selanjutnya nama 
yang bersangkutan akan dikeluarkan dari daftar presensi dan daftar 
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siswa pada tahun pelajaran tersebut. Begitu pula dengan mutasi masuk 
juga dicatat dan didata oleh TU, kemudian dimasukkan ke dalam 
daftar presensi dan daftar siswa pada tahun pelajaran tersebut. Jadi 
kalau ada yang menghendaki penelusuran peserta didik yang 
melakukan mutasi maka kami dapat menyediakan permintaan itu tadi. 
MH : Kalau untuk pelayanan informasi mutasi masuk tadi yang lebih tahu 
adalah guru BK ya bu? Lalu bagaimana dengan pelaksanaan 
pelayanan informasi peserta didik pada saat mutasi masuk? 
NA : Informasi mengenai pelaksanaan mutasi peserta didik akan diberikan 
oleh tata usaha kepada siapapun pihak yang menghendaki informasi 
tersebut. Selanjutnya, kami akan mendampingi dan membantu calon 
peserta didik untuk memenuhi segala persyaratannya. Kalau untuk 
persyaratan mutasi masuk sama dengan syarat masuk peserta didik 
baru, dengan catatan masih ada kursi kosong untuk menerima siswa 
pindahan. Sekolah akan menerima manakala siswa yang bersangkutan 
sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat. 
MH : Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 Sewon pascakelulusan peserta didik? 
NA : Layanan ketatausahaan bagi siswa yang ingin mendaftar kerja itu  
biasanya begini, setiap ada surat masuk atau informasi dari lembaga 
mengenai lowongan kerja itu akan masuk ke TU tetapi akan kami 
arahkan ke BKK. Jika memang ada siswa yang menanyakan hal 
mengenai lowongan kerja akan kami arahkan ke BKK. Jadi TU tidak 
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melayani itu. Jika ada yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi 
sudah ada panitia khusus yang memandu. Kalau ada informasi 
penerimaan mahasiswa baru, akan kami berikan kepada panitia. 
MH : Lalu apakah pascakelulusan, TU sama sekali tidak memberikan 
pelayanan kepada lulusan? 
NA  : Pelayanan kepada lulusan adalah ketika lulusan ingin masuk perguruan 
tinggi maupun lembaga kerja pasti membutuhkan beberapa hal 
sebagai persyaratan jadi TU memberikan layanan pemberkasan 
misalnya foto kopi legalisir ijazah, SKHUN, ataupun surat keterangan 
dari sekolah. Tetapi kalau legalitas tersebut belum jadi maka tata 
usaha sekolah menyiapkan surat pengganti sementara. Prosedur 
pelayanannya sama dengan pelayanan surat yang lain. Nah, setelah 
siswa yang bersangkutan diterima di perguruan tinggi maupun di 
lembaga kerja maka TU akan mendata arah lulusan tersebut.  
 
c. Kendala dan solusi atas kendala pada pelayanan ketatausahaan peserta 
didik di SMK Negeri 2 Sewon 
MH : Hal-hal apa saja yang menjadi kendala selama melaksanakan 
pelayanan ketatausahaan peserta didik?  
NA : Mobilitasi kerja kepala sekolah yang tinggi dan sering keluar kota 
menjadi hambatan ketika TU memberikan layanan persuratan untuk 
pengesahan karena tidak dapat langsung mendapat tanda tangan 
kepala sekolah. Selain itu juga mengenai ruangan ini kan juga masih 
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terbatas ya mba. Kemudian jumlah tenaga juga masih terbatas jadi 
kalau ada siswa yang membutuhkan layanan tidak ditugaskan kepada 
satu orang saja melainkan kepada siapa saja yang memang memiliki 
waktu luang untuk membantu melayani. 
MH : Bagaimana hal tersebut dapat menjadi kendala dalam pelayanan 
ketatausahaan peserta didik? 
NA  : Kepala sekolah sering pergi ke luar sekolah jadi ketika ada hal yang 
memerlukan pengesahan maupun penilaian dari kepala sekolah tidak 
dapat segera ditindak lanjuti. Hal ini dapat menjadi hambatan ya mba 
dalam memberikan layanan kepada siswa. Kemudian untuk ruangan 
yang terbatas membuat layanan yang diberikan tidak dapat maksimal. 
Sementara itu untuk pegawai yang terbatas menuntut semua pegawai 
berperan mengelola atau bertugas memberikan layanan ketatausahaan 
kepada siswa. Layanan siswa dapat tertunda manakala para pegawai 
sedang memiliki tugas yang lebih insidental. 
MH :Bagaimana upaya pihak sekolah mengantisipasi atau 
meminimalisasi kendala pada pelaksanaan pelayanan 
ketatausahaan peserta didik? 
NA  : Mengenai mobilitasi kerja kepala sekolah yang tinggi maka ketika 
siswa membutuhkan sesuatu terutama surat yang perlu pengesahan 
kepala sekolah maka siswa tersebut harus mengisi blangko yang sudah 
disediakan oleh TU untuk kemudian menuliskan apa yang menjadi 
kebutuhannya. Jika dapat segera ditangani maka akan segera ditangani 
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namun jika tidak dapat segera ditangani terpaksa ditunda dulu. Selain 
itu juga melihat urgensi kebutuhan dari siswa, kalau memang 
mendesak ya segera ditangani. Kalau untuk ruangan yang terbatas 
sementara ini masih demikian adanya, lebih di desain sederhana saja 
agar tidak terlihat penuh. Sementara itu untuk pegawai yang terbatas 
menuntut semua pegawai dapat berperan mengelola atau bertugas 
memberikan layanan ketatausahaan kepada siswa. Jadi siapa pegawai 
yang pada saat itu sedang tidak ada pekerjaan harus secara cekatan 
dapat memberikan pelayanan. Kemudian beberapa kegiatan 
adminitrasi berupa inventaris dan bendahara dibantu oleh guru jadi 
beban tugas tata usaha berkurang.  
MH : Apakah upaya tersebut sudah sepenuhnya dilakukan dan dapat 
berpengaruh terhadap upaya minimalisasi kendala pada 
pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik? 
NA  : Kalau untuk meminimalkan bisa dibilang sudah namun masih belum 
bisa maksimal.  
 
 
 
 
 
Sewon, 28 Mei 2014 
Informan, 
 
Nur Arifah Hanum 
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HASIL STUDI DOKUMEN 
PELAYANAN KETATAUSAHAAN PESERTA DIDIK  
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMK N 2 SEWON 
 
Hari, Tanggal : Jum’at, 06 Juni 2014 
Waktu  : 08.30 – 10.10 WIB 
Tempat : Ruang Tata Usaha Sekolah 
 
No 
Jenis Dokumen 
Deskripsi 
Kegiatan Dokumen Ada Tidak 
Bentuk Data dan Dokumentasi 
1 Pelayanan 
ketatausahaan 
pada saat 
perencanaan 
peserta didik  
Data SMP (Sasaran Promosi Sekolah) 
 
Daftar Peminat 
 
Data Siswa Baru 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
Data sekolah sasaran promosi berupa data 
SMP beserta identitas alamat lengkap SMP 
Daftar peminat berupa daftar nama calon 
siswa yang mendaftar di SMK tersebut 
Data siswa baru berisi identitas peserta didik 
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Data Seluruh Siswa (per Tahun Ajaran) 
 
 
Laporan Pelaksanaan PPDB 
 
 
 
Buku Induk Siswa 
 
 
 
 
Buku Klaper 
 
Data Statistik Siswa 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
Data berisi data seluruh siswa mulai dari 
kelas X-XII yang dikategorikan berdasarkan 
kelas, jurusan, dan tahun ajaran 
Laporan berupa data dan informasi hasil 
pelaksanaan PPDB oleh panitia khusus yang 
dibukukan untuk dipertanggungjawaban di 
sekolah dan Dinas setempat 
Buku induk siswa berupa data pribadi siswa 
dan latar belakang pribadi siswa yang 
dibukukan pada setiap tahun pelajaran 
dengan format aturan diseragamkan sesuai 
pedoman pemerintah provinsi 
Sekolah tidak membuat data siswa pada 
buku klaper 
Sekolah selama ini tidak membuat data 
statistik Siswa karena belum paham 
kegunaannya. 
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Data Pengajuan Beasiswa √ Data tersebut berisi data identitas siswa, 
orang tua, dan nomor kependudukan yang 
akan diusulkan sebagai penerima beasiswa. 
2 Pelayanan 
ketatausahaan 
pada saat 
pembinaan 
peserta didik 
Presensi Siswa 
 
Buku Absensi 
 
 
 
Buku Kemajuan Kelas 
 
Daftar Minat Bakat siswa 
 
Daftar Perkembangan Minat Bakat 
 
Buku Angket Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
Presensi siswa dikelola oleh guru sehingga 
di TU tidak mengelola presensi 
Kehadiran siswa menjadi tanggung jawab 
guru sehingga catatan ketidakhadiran siswa 
atau data  absensi siswa terdapat pada rapor 
serta buku leger 
Catatan kemajuan kelas menjadi tanggung 
jawab guru setiap bidang studi 
Minat bakat siswa menjadi tanggung jawab 
bidang kesiswaan 
Daftar perkembangan minat bakat siswa 
menjadi tanggung jawab bidang kesiswaan 
Catatan pribadi siswa seharusnya menjadi 
ranah guru BP tetapi sejauh ini belum ada 
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Buku Angket Orang Tua 
 
 
Buku Pribadi Siswa 
 
Daftar Penerima Beasiswa 
 
 
 
Data Prestasi Siswa 
 
Statistik Prestasi Siswa 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
Catatan kondisi orang tua merupakan 
tanggung jawab guru BP tetapi sejauh ini 
catatan tersebut belum ada 
TU selama ini belum menyediakan catatan 
mengenai pribadi setiap siswa 
Semua siswa penerima beasiswa didata pada 
setiap periode penerimaan berdasarkan jenis 
beasiswa dilengkapi dengan data pribadi 
untuk memudahkan dalam pengelolaan 
Data prestasi berisi nama siswa, bidang 
kejuaraan, peringkat, dan tahun kejuaraan 
Hasil prestasi siswa pada setiap periode 
tertentu belum direkap untuk diolah menjadi 
data statistik 
3 Pelayanan 
ketatausahaan 
pada saat evaluasi 
Data Siswa Peserta Evaluasi 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
Data tersebut berisi daftar siswa beserta 
identitas siswa yang dapat mengikuti 
pelaksanaan evaluasi 
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belajar peserta 
didik 
Daftar Normatif Peserta UN 
 
 
 
Buku Leger Siswa 
 
 
 
 
Data Nilai Hasil UN 
 
 
 
Statistik Hasil UN 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
Data tersebut berisi daftar siswa beserta 
identitas siswa yang akan mengikuti UN 
dengan format menyesuaikan peraturan dari 
pemerintah  
Buku tersebut berisi daftar nilai 
perkembangan siswa yang dirangkum pada 
setiap akhir semester dan dibukukan  secara 
keseluruhan  menjadi satu pada setiap akhir 
tahun pelajaran 
Data nilai hasil ujian nasional merupakan 
data nilai hasil UN setiap siswa berdasarkan 
NISN siswa yang disimpan pada setiap 
periode kelulusan 
Selama ini sekolah melalui TU belum 
melaksanakan tugas membuat statistik 
perkembangan nilai UN pada setiap periode 
kelulusan 
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Laporan Hasil Kegiatan Evaluasi √  Laporan berupa data dan informasi hasil 
pelaksanaan kegiatan evaluasi oleh panitia 
khusus yang dibukukan untuk 
dipertanggungjawaban di sekolah dan 
dikelola TU untuk dilaporkan di Dinas 
4 Pelayanan 
ketatausahaan 
pada saat mutasi 
peserta didik 
Data Mutasi Siswa 
 
 
 
 
Buku Mutasi Siswa 
 
 
 
Statistik Mutasi Siswa 
√  
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
Data mutasi siswa baru terdapat data mutasi 
keluar yang berisi data siswa yang keluar 
dari sekolah beserta alasan. Sedangkan untuk 
mutasi masuk akan langsung dimasukkan di 
data siswa baru 
Selama ini catatan mutasi peserta didik 
dibuat dalam bentuk file softcopy sehingga 
TU tidak membuat catatan secara manual 
pada buku mutasi 
Perkembangan mutasi siswa selama ini 
belum ditunjukkan dalam bentuk data 
statistik 
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5 Pelayanan 
ketatausahaan 
pada saat 
pascakelulusan 
peserta didik 
Data Alumni 
 
 
 
 
Statistik Alumni 
 √ 
 
 
 
 
√ 
Penelusuran alumni mengalami kesulitan 
pada adanya balikan dari yang bersangkutan 
sehingga tidak dapat selalu tersedia. Data 
masih berupa catatan yang belum valid di 
pihak jurusan 
Sejauh ini, perkembangan arah lulusan 
belum dibuat dalam data statistik 
Bentuk Surat dan Blangko 
6 Pelayanan 
ketatausahaan 
pada saat 
perencanaan 
peserta didik  
Ijazah Asli SMP 
 
 
Berkas Pendaftaran 
 
Blangko Presensi 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
Ijazah SMP yang asli disimpan oleh TU  
sebagai jaminan bagi siswa selama yang 
bersangkutan berada di sekolah tersebut 
Berkas pendaftaran berupa syarat-syarat 
pendaftaran tidak dalam penyimpanan di TU 
Blangko presensi merupakan lembar 
presensi kehadiran siswa yang diisi oleh 
guru yang mengajar pada setiap hari aktif 
sekolah  
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7 Pelayanan 
ketatausahaan 
pada saat 
pembinaan 
peserta didik 
Blangko Pengajuan Surat 
 
 
 
Surat Izin Kegiatan Bagi Siswa 
 
 
Surat Rekomendasi Siswa 
 
Surat Keterangan Siswa 
 
 
 
 
Surat Pemberitahuan 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 Blangko pengajuan surat merupakan lembar 
yang harus diisi siswa manakala hendak 
mengajukan surat untuk menuliskan identitas 
dan keperluan pembuatan surat 
Surat tersebut berisi permohonan izin bagi 
siswa untuk mengikuti kegiatan, misalnya 
lomba, Prakerin 
Surat tersebut berisi rekomendasi siswa 
untuk mengikuti suatu kegiatan 
Surat tersebut berisi keterangan mengenai 
keadaan siswa atau keterangan bahwa siswa 
yang bersangkutan benar-benar siswa yang 
sedang atau telah menempuh pendidikan di 
sekolah tersebut 
Surat tersebut berisi pemberitahuan 
mengenai keadaan siswa atau pemberitahuan 
untuk kepentingan siswa 
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8 Pelayanan 
ketatausahaan 
pada saat evaluasi 
belajar peserta 
didik 
Blangko buku rapor √  Blangko tersebut berisi identitas siswa serta 
draf lembar daftar rekap nilai siswa per 
semester yang dibukukan selama siswa 
berada di sekolah tersebut. Draf tersebut 
diserahkan oleh guru wali kelas untuk diisi 
guru wali kelas 
9 Pelayanan 
ketatausahaan 
pada saat mutasi 
peserta didik 
Blangko Pengajuan Surat 
 
 
 
Surat Rekomendasi Siswa 
 
 
Surat Keterangan Siswa 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 Blangko pengajuan surat merupakan lembar 
yang harus diisi siswa manakala hendak 
mengajukan surat untuk menuliskan identitas 
dan keperluan pembuatan surat 
Surat tersebut berisi rekomendasi bagi siswa 
untuk mengikuti suatu kegiatan yang 
diselenggarakan di luar sekolah 
Surat tersebut berisi keterangan mengenai 
keadaan siswa atau menerangkan bahwa 
siswa yang bersangkutan benar-benar siswa 
di sekolah tersebut 
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10 Pelayanan 
ketatausahaan 
pada saat 
pascakelulusan 
peserta didik 
Blangko Pengajuan Surat 
 
 
 
Surat Rekomendasi 
 
Surat Keterangan 
 
 
 
Berkas Kelulusan 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 Blangko pengajuan surat merupakan lembar 
yang harus diisi siswa manakala hendak 
mengajukan surat untuk menuliskan identitas 
dan keperluan pembuatan surat 
Surat tersebut berisi rekomendasi siswa 
untuk mengikuti suatu kegiatan 
Surat tersebut berisi keterangan mengenai 
keadaan siswa atau menerangkan bahwa 
siswa yang bersangkutan benar-benar siswa 
di sekolah tersebut 
Berkas kelulusan berupa ijazah, SKHUN, 
foto kopi legalisir ijazah, foto kopi legalisir 
SKHUN, serta sertifikat keikutsertaan 
berbagai kegiatan 
11 Profil Lembaga  Visi Misi Tujuan Sekolah 
 
 
√ 
 
 
 Visi sekolah “Menjadi SMK yang unggul, 
kompetitif, dan berakhlak mulia” yang 
direalisasikan melalui 7 misi dan 7 tujuan 
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Struktur Sekolah 
 
 
Struktur Tata Usaha 
 
 
Program Kerja Tata Usaha 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
Struktur sekolah menggambarkan garis 
kewenangan dan garis koordinasi setiap 
anggota sekolah 
Struktur tata usaha sekolah menggambarkan 
garis kewenangan dan garis koordinasi setiap 
pelaksana ketatausahaan sekolah 
Pogram kerja tata uasah sekolah mengacu 
pada peraturan pemerintah 
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HASIL OBSERVASI 
PELAYANAN KETATAUSAHAAN PESERTA DIDIK  
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMK N 2 SEWON 
 
Hari, Tanggal : Kamis, 05 Juni 2014 
Waktu  : 08.40-09.55 WIB 
Tempat : Ruang Tata Usaha Sekolah 
 
No Obyek Pengamatan Deskripsi 
1 Kegiatan pelayanan ketatausahaan yang dilakukan oleh 
staf tata usaha pada saat perencanaan peserta didik 
Penyimpanan laporan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru 
tidak tertata dengan sistematis dan terkesan kurang terawat sehingga 
ketika terdapat permintaan kebutuhan maka petugas kesulitan untuk 
menemukan kembali laporan pada tahun-tahun tertentu. 
Tata usaha sekolah menyediakan presensi sementara jika buku 
presensi permanen belum dapat disediakan karena data peserta didik 
yang valid belum dapat tersedia. 
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2 Kegiatan pelayanan ketatausahaan yang dilakukan oleh 
staf tata usaha pada saat pembinaan peserta didik 
Pada saat pembinaan peserta didik, tata usaha sekolah tidak 
memiliki keterlibatan secara langsung dalam pelaksanaannya, 
pelayanan ketatausahaan yang diberikan lebih pada hal yang berupa 
persuratan untuk menunjang kegiatan pembinaan peserta didik 
selama di sekolah tersebut. 
Terdapat informasi dari pihak luar yang ditujukan kepada pihak 
organsisasi kesiswaan  tetapi tidak tersampaikan sampai pada batas 
tanggal kegunaan sehingga informasi tersebut sudah tidak memiliki 
nilai guna. Informasi tersebut diketahui oleh peserta didik justru 
ketika peserta didik berinisiatif untuk bertanya kepada petugas tata 
usaha setelah mendapat pemberitahuan dari pihak pengirim. 
3 Kegiatan pelayanan ketatausahaan yang dilakukan oleh 
staf tata usaha pada saat evaluasi belajar peserta didik 
Nilai hasil evaluasi belajar peserta didik pada tengah semester 
maupun akhir semester dikelola oleh guru kelas masing-masing. 
Tata usaha hanya dapat memberikan pelayanan nilai peserta didik 
setiap akhir semester setelah mendapat tindasan nilai rapor siswa 
dari guru kelas. Kumpulan nilai tersebut dibukukan agar mudah 
disimpan dan mudah ditemukan kembali.  
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Laporan hasil kegiatan evaluasi peserta didik dikelola, disimpan, 
dan disediakan oleh petugas tata usaha sekolah namun sistem 
penyimpanan dan pemeliharaannya kurang baik sehingga ketika 
terdapat permintaan pelayanan maka pelayanan tidak dapat 
dilaksanakan dengan cekatan karena petugas kesulitan untuk 
penemuan kembali laporan. 
4 Kegiatan pelayanan ketatausahaan yang dilakukan oleh 
staf tata usaha setelah peserta didik dinyatakan lulus 
dari sekolah 
Tata usaha sekolah memberikan pelayanan yang berupa persuratan 
dan pemberkasan untuk mendukung lulusan yang  hendak melamar 
pekerjaan maupun melanjutkan pendidikan. Setiap peserta didik 
yang sudah lulus dan menghendaki surat keterangan lulus akan 
dibuatkan oleh petugas TU. 
5 Situasi dan kondisi mengenai hal-hal yang dianggap 
menjadi kendala pada pelaksanaan pelayanan 
ketatausahaan peserta didik  
Pada saat pelayanan ketatausahan sedang dilaksanakan, siswa tidak 
secara langsung mendapatkan apa yang dibutuhkan melainkan harus 
menunggu karena pegawai sedang dalam tugas yang lain.  
Adapun mengenai ruang tata usaha masih belum ideal untuk 
memberikan pelayanan karena ruang yang sempit dan tidak terdapat 
tempat duduk bagi pelanggan sekolah yang memerlukan pelayanan. 
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Selain itu, tampak kesadaran petugas tata usaha sekolah terhadap 
tugas dan tanggungjawabnya. Petugas saling lempar tugas, mereka 
cenderung pasif terhadap tugas yang bukan menjadi bagian 
tugasnya. Sementara itu, kepala tata usaha kurang memberikan 
perhatian kepada anggotanya. 
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REKAPITULASI HASIL WAWANCARA 
PELAYANAN KETATAUSAHAAN PESERTA DIDIK  
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMK N 2 SEWON 
 
Lokasi  : SMK N 2 Sewon 
Informan : Kepala Tata Usaha : Ngatijan (NG) 
Staf Tata Usaha : Nur Arifah Hanum (NA) 
 
a. Bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon 
1) Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat perencanaan peserta didik? 
NG : TU memiliki tugas untuk menyediakan data lengkap siswa yang 
telah diterima berdasarkan dengan laporan penerimaan peserta 
didik baru yang telah diberikan oleh panitia PPDB. Setelah 
mendokumentasikan data siswa, TU juga membuatkan Nomor 
Induk Siswa (NIS) kepada peserta didik baru yang ditulis pada 
buku induk siswa. Berkas pendaftaran juga disimpan TU apabila 
sewaktu-waktu dibutuhkan. 
NA  : Kita itu hanya membantu untuk promosi sekolah karena itu ada 
tugas dari kepanitiaan jika panitia meminta data sekolah sasaran 
promosi. Setelah penerimaan siswa baru kemudian TU menerima 
nama-nama siswa yang telah diterima kemudian diolah menjadi 
daftar hadir siswa, blangko daftar nilai,dan  data pribadi siswa 
untuk dikelola oleh sekolah. Kemudian TU juga menyimpan 
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berkas berupa SKHUN asli sebagai jaminan, foto kopi ijazah, dan 
form data pribadi yang sudah diisi. 
2) Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat pembinaan peserta didik? 
NG  : Pada pembinaan belajar di kelas, TU memberikan pelayanan hanya 
yang berhubungan dengan administrasi, misalnya berbentuk 
blangko presensi siswa serta blangko lain yang dibutuhkan siswa. 
Rekapan presensi setiap akhir semester itu baru dikelola TU. Pada 
kegiatan pembinaan bakat dan disiplin siswa, TU hanya 
memberikan layanan persuratan, misalnya untuk rekomendasi 
keikutsertaan pada perlombaan dan surat pemanggilan atau 
semacamnya jika ada permintaan dari guru BK. Sedangkan untuk 
pengajuan beasiswa dilayani oleh TU mulai dari informasi, 
pengumpulan berkas atau syarat, data siswa yang akan diajukan. 
NA : Kalau untuk pembinaan di kelas, TU menfasilitasi dalam KBM 
untuk membuatkan daftar hadir, daftar nilai, dan menyediakan 
fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar serta pendokumentasian 
nilai pada akhir semester. Selanjutnya, untuk yang lainnya TU 
melayani hal-hal yang bersifat persuratan, misalnya mengenai 
surat pengantar praktik kerja industri, surat pengantar untuk 
melakukan home visit ke rumah orang tua siswa, dan surat 
rekomendasi atau surat keterangan bagi siswa yang ditunjuk 
mengikuti lomba. 
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3) Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat evaluasi peserta didik? 
NG : Selama kegiatan evaluasi siswa, TU ikut membantu untuk 
dokumentasi hasil nilai itu seperti apa dan akan disimpan tetapi 
yang lebih berwenang untuk pelaksanaan adalah guru. 
NA : TU menyediakan data siswa sebagai peserta evaluasi. Baru setelah 
kegiatan evaluasi sudah selesai, TU akan dikasih laporan jadi TU 
menyimpan laporan kegiatan evaluasi. 
4) Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat mutasi peserta didik? 
NG : Pada kegiatan mutasi masuk, TU akan membantu siswa untuk 
melengkapi beberapa data diri maupun berkas yang dibutuhkan. 
Bagi siswa yang mutasi keluar yang lebih tahu guru BP, TU 
hanya membantu membuatkan surat–surat rekomendasi jika 
dibutuhkan sebagai syarat. Selanjutnya kami akan membuat data 
mutasi siswa. 
NA : Pada kegiatan mutasi misalnya untuk mutasi keluar, TU 
memberikan layanan persuratan, misalnya mengenai pembuatan 
surat keterangan atau rekomendasi untuk siswa yang ingin keluar. 
Selanjutnya mengenai mutasi keluar, alasan mengapa dan kapan 
dilakukan mutasi akan dokumnetasikan. Begitu pula dengan 
mutasi masukpun juga dicatat dan didata oleh TU sebagai data 
mutasi siswa. 
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5) Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pasca kelulusan peserta didik? 
NG : TU akan menyediakan informasi pendidikan lanjut dari lembaga 
pendidikan tinggi kemudian ditempel di papan pengumuman. Jika 
suatu saat membutuhkan surat keterangan bahwa siswa yang 
bersangkutan sudah mengikuti ujian karena mungkin ijazah 
belum jadi maka akan dilayani oleh TU, TU akan membuatkan 
surat tersebut. Bagi siswa yang ingin melanjutkan kerja, TU 
melayani surat-surat yang sekiranya dibutuhkan sebagai syarat 
untuk melamar pekerjaan. TU juga akan mendokumentasikan 
arah lulusan tersebut. 
NA : Pasca keluluasan, siswa akan mendapat layanan untuk mendaftar 
perguruan tinggi maupun untuk masuk di lembaga kerja, 
sedangkan TU akan melayani persuratan, misalnya untuk 
membuatkan surat rekomendasi. Pada akhirnya TU juga mendata 
kemana mereka akan melanjutkan. 
 
b. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon 
6) Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 Sewon pada saat perencanaan peserta didik? 
NG  : Kegiatan perencanaan itu hampir semua justru tidak dikelola oleh 
tata usaha sekolah, kerena untuk recruitment peserta didik baru 
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menjadi tanggung jawab dari panitia khusus. TU memiliki tugas 
untuk menyediakan data lengkap siswa berdasarkan laporan 
PPDB, tetapi untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid 
tidak bisa dilakukan dengan cepat karena menunggu balikan form 
yang lengkap dari siswa yang tidak selalu dapat segera terkumpul. 
Data tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan 
kesiswaan selama di sekolah. 
NA  : TU memiliki data lengkap mengenai SMP mana saja yang akan 
menjadi sasaran promosi. Setelah penerimaan siswa baru selesai, 
TU akan menerima nama-nama siswa berupa data pribadi siswa 
yang sudah diterima dan sudah valid dari panitia PPDB. Data 
tersebut tidak dapat langsung dibuat tetapi membutuhkan waktu 
sekitar 1-2 minggu setelah siswa yang bersangkutan diterima 
karena pada waktu-waktu tersebut masih memungkinkan bagi 
siswa yang diterima akan keluar. Data tersebut kemudian diolah 
menjadi daftar hadir siswa, blangko daftar nilai, dan  data pribadi 
siswa untuk dikelola oleh sekolah. Selain itu, TU menyimpan 
setiap berkas pendaftaran berupa SKHUN asli sebagai jaminan, 
foto kopi ijazah, dan form data pribadi yang sudah diisi. 
7) Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 Sewon pada saat pembinaan peserta didik? 
NG : Pelayanan persuratan dibuat oleh siapapun pegawai TU dengan 
prosedur seperti pembuatan surat pada umumnya. Kami membuat 
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surat setelah ada permintaan dari pembina siswa yang 
bersangkutan. Misalnya, surat izin Pratik Kerja Industri atas 
permintaan dari guru jurusan, surat pengantar untuk mengikuti 
lomba atau kompetisi dari bidang kesiswaan, kemudian surat 
pemanggilan atau semacamnya sebagai permintaan dari guru BK. 
Pada kegiatan pembelajaran di kelas, TU menyediakan blangko 
presensi siswa berdasarkan data siswa. Kemudian rekapan 
presensi dan perkembangan siswa setiap akhir semester itu 
dikelola dan disimpan oleh TU.  
NA : TU menfasilitasi dalam KBM untuk membuatkan daftar hadir, 
daftar nilai, dan menyediakan fasilitas untuk kegiatan belajar 
mengajar. Kalau untuk catatan perkembangan siswa yang lebih 
tahu adalah guru masing-masing, TU hanya menyimpan 
pendokumentasian pada nilai akhir semester saja. Selain itu, TU 
berperan membantu membuat surat tergantung permintaan dari 
pihak yang bersangkutan. 
8) Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 Sewon pada saat evaluasi peserta didik? 
NG  : Tugas TU hanya menyimpan data nilai hasil terakhir setelah 
diterima dari guru yang bersangkutan. Kalau sebelum evaluasi itu 
mungkin jika panitia evaluasi membutuhkan data siswa yang akan 
mengikuti evaluasi bisa meminta kepada TU. Jika mengenai 
UNAS itu nanti pihak TU kesiswaan ada petugas khusus yang 
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akan menangani, mengurus persyaratan, pendataan, dan 
pengajuan mulai dari tingkat sekolah sampai pada pengajuan di 
Dinas Kabupaten.  
NA : TU menyediakan data peserta evaluasi untuk diserahkan kepada 
panitia evaluasi. Baru setelah kegiatan itu sudah selesai, TU akan 
dikasih laporan jadi TU menyimpan laporan kegiatan evaluasi. 
9) Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 Sewon pada saat mutasi peserta didik? 
NG  : TU akan memberikan informasi mengenai syarat masuk siswa 
mutasi yang kebetulan syaratnya sama dengan syarat masuk siswa 
baru, kemudian TU akan membantu siswa melengkapi beberapa 
data diri maupun berkas yang dibutuhkan. Bagi siswa yang mutasi 
keluar, TU hanya membantu dalam membuatkan surat–surat 
rekomendasi jika dibutuhkan sebagai syarat. 
NA : Pada kegiatan mutasi misalnya untuk mutasi keluar, TU 
memberikan layanan persuratan, misalnya mengenai pembuatan 
surat keterangan atau rekomendasi untuk siswa yang ingin keluar. 
Terus kalau mengenai mutasi keluar juga nanti alasan mengapa 
dan kapan dilakukan mutasi juga kita dokumentasikan. Begitu 
pula dengan mutasi masukpun juga dicatat dan didata oleh TU 
sebagai pembaharuan data siswa pada sekolah. 
10) Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 Sewon pasca kelulusan peserta didik? 
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NG : Tata Usaha hanya akan membuatkan surat rekomendasi bagi 
lulusan yang akan memasuki lembaga kerja maupun lembaga 
perguruan tinggi secara segera. Begitu juga dengan lulusan yang 
melanjutkan pendidikan akan didokumentasikan. Kami akan 
menelusuri hal tersebut namun membutuhkan waktu yang lama 
karena menunggu feedback dari alumni yang bersangkutan. Jadi, 
pendataan alumni belum sepenuhnya dapat terlaksana. 
NA  : Ketika lulusan ingin masuk perguruan tinggi maupun lembaga 
kerja pasti membutuhkan beberapa hal sebagai persyaratan jadi 
TU memberikan layanan pemberkasan misalnya foto kopi 
legalisir ijazah, SKHUN, ataupun surat keterangan dari sekolah. 
Setelah siswa yang bersangkutan diterima di perguruan tinggi 
maupun di lembaga kerja maka TU akan mendata arah lulusan. 
 
c. Kendala dan solusi atas kendala pada pelayanan ketatausahaan peserta 
didik di SMK Negeri 2 Sewon 
11) Hal-hal apa saja yang menjadi kendala selama melaksanakan 
pelayanan ketatausahaan peserta didik?  
NG : Pertama ruangannya belum representatif. Kedua, pegawai TU 
belum memadai, sehingga lebih banyak memberdayakan pegawai 
tidak tetap sama guru. 
NA  : Mobilitasi kerja kepala sekolah yang tinggi dan sering keluar kota 
menjadi hambatan ketika TU memberikan layanan persuratan 
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untuk pengesahan. Selain itu juga mengenai ruangan ini kan juga 
masih terbatas mba. Kemudian jumlah tenaga kerja masih terbatas 
dan belum memadai. 
12) Bagaimana hal tersebut dapat menjadi kendala dalam pelayanan 
ketatausahaan peserta didik? 
NG : Ukuran ruangan yang terbatas maka desain ruangpun hanya 
sememungkinkannya saja, sehingga kurang nyaman untuk bekerja 
maupun bertatap muka memberikan pelayanan kepada siswa. Hal 
itu membuat siswa belum dapat dilayani secara prima. Sementara 
itu, jumlah pegawai yang terbatas, jika ada siswa yang 
menghendaki layanan misalnya untuk dibuatkan surat keterangan 
menjadi tidak dapat terlayani dengan maksimal karena terdapat 
pekerjaan lain yang harus segera diselesaikan. 
NA  : Kepala sekolah sering pergi ke luar sekolah jadi ketika ada hal 
yang memerlukan pengesahan maupun penilaian dari kepala 
sekolah tidak dapat segera ditindak lanjuti. Kemudian untuk 
ruangan yang terbatas membuat layanan yang diberikan tidak 
dapat maksimal. Sementara itu untuk pegawai yang terbatas 
manakala para pegawai sedang memiliki tugas yang lebih urgen 
maka siswa tidak dapat segera mendapatkan pelayanan. 
13) Bagaimana upaya pihak sekolah mengantisipasi atau 
meminimalisasi kendala pada pelaksanaan pelayanan ketatausahaan 
peserta didik? 
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NG   : Pekerjaan yang idealnya harus dikerjakan oleh TU terpaksa harus 
dimintakan bantuan kepada guru. Mengenai ruangan yang belum 
representatif terpaksa seadanya harus terima dulu karena memang 
tidak memungkinkan secara instan untuk diperbaiki karena ini 
mengenai fasilitas sekolah sehingga harus melalui prosedur. 
NA  : Mengenai mobilitasi kerja kepala sekolah yang tinggi maka ketika 
siswa membutuhkan sesuatu terutama surat yang perlu 
pengesahan kepala sekolah maka siswa tersebut harus mengisi 
blangko yang sudah disediakan oleh TU untuk kemudian 
menuliskan apa yang menjadi kebutuhannya. Kalau untuk 
ruangan yang terbatas sementara ini masih demikian adanya, 
lebih didesain sederhana saja agar tidak terlihat penuh. Sementara 
itu untuk pegawai yang terbatas menuntut siapa saja pegawai 
yang pada saat itu sedang tidak ada pekerjaan harus secara 
cekatan dapat memberikan pelayanan. 
14) Apakah upaya tersebut sudah sepenuhnya dilakukan dan dapat 
berpengaruh terhadap upaya minimalisasi kendala pada 
pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik? 
NG  : Sejuah ini sudah diupayakan untuk dapat memberikan pelayanan 
yang baik terlepas dari segala keterbatasan tetapi tidak semua 
dapat dipenuhi secara instan. 
NA : Kalau untuk meminimalkan bisa dibilang sudah namun masih 
belum bisa maksimal. 
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REKAPITULASI HASIL PENELITIAN 
PELAYANAN KETATAUSAHAAN PESERTA DIDIK  
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMK N 2 SEWON 
 
a. Bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon 
1) Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 Sewon pada saat perencanaan peserta didik? 
Wawancara 
Bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik pada saat perencanaan 
berupa pelayanan data berupa data sekolah sasaran promosi dan data 
pribadi peserta didik yang berisi mengenai informasi pribadi siswa. Data 
tersebut berupa data induk siswa yang ditulis pada buku induk siswa. 
Studi dokumen 
Pelayanan data yang tersedia di sekolah pada saat perencanaan peserta 
didik meliputi data sekolah sasaran, daftar peminat, data siswa baru, data 
seluruh siswa yang dikategorikan per kelas dan per-angkatan, laporan 
pelaksanaan PPDB, buku induk siswa, data pengajuan beasiswa. 
Pelayanan ketatausahaan yang berbentuk persuratan, meliputi dokumen 
ijazah asli SMP dan blangko presensi peserta didik.  
2) Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 sewon pada saat pembinaan peserta didik? 
Wawancara 
Bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik pada saat pembinaan 
berupa pelayanan data, persuratan, dan informasi. Data tersebut berupa 
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data siswa yang akan mengajukan beasiswa, blangko kehadiran siswa, 
dan blangko nilai siswa. Persuratan berupa surat-surat yang menunjang 
segala aktivitas siswa selama yang bersangkutan berada di sekolah 
tersebut, misalnya berkaitan dengan disiplin, rekomendasi keikutsertaan 
lomba, pengantar pengajuan beasiswa, pengantar praktik kegiatan 
industri. Informasi berupa informasi pengajuan beasiswa. 
Studi dokumen 
Pelayanan data yang diberikan pada saat pembinaan peserta didik 
meliputi daftar penerima beasiswa dan data siswa berprestasi. Pelayanan 
ketatausahaan yang berbentuk persuratan, meliputi blangko pengajuan 
surat, surat izin kegiatan, surat rekomendasi siswa, surat keterangan 
siswa, dan surat pemberitahuan. 
3) Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 sewon pada saat evaluasi peserta didik? 
Wawancara 
Bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik pada saat evaluasi peserta 
didik berupa layanan data yang meliputi data peserta evaluasi dan data 
nilai hasil evaluasi siswa pada setiap akhir semester. 
Studi dokumen 
Pelayanan data yang diberikan pada saat evaluasi peserta didik meliputi 
data siswa peserta evaluasi, daftar normatif UN, buku leger siswa, data 
nilai hasil UN, dan laporan hasil kegiatan evaluasi. Pelayanan 
ketatausahaan yang berbentuk blangko, meliputi blangko buku rapor.  
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4) Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 sewon pada saat mutasi peserta didik? 
Wawancara 
Bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik pada saat mutasi peserta 
didik berupa data mutasi keluar dan mutasi masuk peserta didik. Selain 
itu, pelayanan informasi mengenai prosedur dan syarat perlengkapan 
mutasi. Pelayanan persuratan juga diberikan pada saat mutasi manakala 
siswa yang bersangkutan membutuhkan surat rekomendasi atau surat 
keterangan sebagai syarat melakukan mutasi. 
Studi dokumen 
Pelayanan data yang diberikan pada saat mutasi peserta didik meliputi 
data mutasi siswa. Pelayanan ketatausahaan yang berbentuk persuratan, 
meliputi blangko pengajuan surat, surat rekomendasi siswa, dan surat 
keterangan bagi siswa. 
5) Apa saja bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK 
Negeri 2 sewon pasca kelulusan peserta didik? 
Wawancara 
Pada saat peserta didik lulus dan sekolah maka pihak sekolah masih 
memiliki tugas untuk untuk memberikan pelayanan bagi lulusan. Adapun 
pelayanan ketatausahaan bagi lulusan berupa pelayanan persuratan bagi 
lulusan yang menghendaki surat sebagai pengantar atau rekomendasi 
sekolah untuk memasuki dunia kerja dan perguruan tinggi. Setelah itu, 
lulusan akan ditelusuri dan dicatat pada data alumni. 
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Studi dokumen 
Pelayanan data yang diberikan pada pasca kelulusan peserta didik tidak 
ditemukan dengan alasan sedang dalam proses. Pelayanan ketatausahaan 
yang berbentuk persuratan, meliputi blangko pengajuan surat, surat 
rekomendasi, surat keterangan, dan berkas kelulusan. 
 
b. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 
Sewon 
11) Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 sewon pada saat perencanaan peserta didik? 
Wawancara 
Pelayanan ketatausahaan peserta didik yang berupa pelayanan data pada 
saat perencanaan peserta didik menjadi hal pokok dan utama bagi siswa 
untuk memenuhi keperluan kesiswaan selama di sekolah. Pada 
pelaksanaannya penyediaan data tidak dapat dilaksanakan secara cepat 
namun membutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu pasca peserta didik 
mulai aktif bersekolah. Hal tersebut menyebabkan blangko presensi dan 
blangko daftar nilai siswa juga tidak dapat dibuat segera. Penyediaan data 
tersebut dilakukan oleh petugas pengolahan data. 
Studi dokumen 
Data sekolah sasaran promosi berupa data SMP beserta identitas alamat 
lengkap SMP namun data tersebut tidak selalu ada perbaruan artinya data 
yang diguanakan setiap tahun cenderung sama. Daftar peminat berupa 
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daftar nama calon siswa yang mendaftar di SMK tersebut namun data 
tersebut diterima apa adanya dari pihak panitia tanpa ada rekapitulasi 
atau dibuat dalam bentuk data statistik yang lebih memiliki fungsi. Data 
siswa baru berisi identitas diri peserta didik namun data yang diterima 
pada saat pendaftaran belum lengkap sehingga perlu verifikasi, pada 
tahap tersebut yang memerlukan waktu lama. Data seluruh siswa mulai 
dari kelas X-XII yang dikategorikan berdasarkan kelas, jurusan, dan 
tahun ajaran namun untuk siswa kelas XI dan XII tidak ada perbaruan 
data pada setiap awal tahun pelajaran jika tidak terdapat siswa yang 
mutasi. Laporan PPDB berupa data dan informasi hasil pelaksanaan 
PPDB oleh panitia khusus yang dikelola TU untuk sumber informasi jika 
diperlukan suatu saat, namun laporan tersebut tersimpan tanpa ada 
pemeliharaan jadi jika dibutuhkan kembali kesulitan untuk ditemukan. 
Penulisan data pribadi peserta didik pada buku induk siswa sudah rutin 
dilakukan dengan format sudah sesuai pedoman pemerintah provinsi. 
Pembuatan data pengajuan beasiswa hanya dilakukan manakala ada 
permohonan jadi data tersebut dibuat tergesa-gesa sehingga pengisian 
data tidak sesuai dengan kelengkapan format. Pelayanan ketatausahaan 
yang berbentuk persuratan yang berupa dokumen ijazah asli SMP 
disimpan pada brangkas yang aman, sedangkan blangko presensi peserta 
didik dibuat segera setelah mendapatkan data siswa yang dinyatakan 
sudah final atau data dianggap sudah valid sehingga perlu menggunakan 
presensi sementara sebelum presensi dari data yang sudah valid tersedia. 
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12) Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 sewon pada saat pembinaan peserta didik? 
Wawancara 
Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik berupa pelayanan 
data pada saat pembinaan peserta didik berupa blangko kehadiran siswa 
dan blangko nilai siswa disediakan secara segera karena digunakan pada 
saat pembelajaran. Sedangkan untuk data berupa data beasiswa tidak 
segera dibuat manakala belum ada pemberitahuan pengajuan beasiswa. 
Pelayanan persuratan juga akan diberikan manakala ada permintaan. 
Studi dokumen 
Pada saat pembinaan peserta didik, pelayanan ketatausahaan yang 
diberikan oleh petugas tata usaha belum maksimal karena tedapat banyak 
pelayanan data yang belum tersedia. Padahal data tersebut merupakan 
rekapitulasi perkembangan peserta didik yang menurut peraturan 
pemerintah perlu disediakan oleh tata usaha sekolah. Adapun data yang 
tersedia berupa data penerima beasiswa yang diterima berdasarkan 
pengumuman hasil seleksi penerima beasiswa dari kementrian 
pendidikan yang kelak akan diinformasikan kepada siswa dan akan 
dipertanggungjawabkan kepada negara. Selain itu, terdapat data prestasi 
yang direkap oleh petugas tata usaha guna memantau prestasi siswa di 
luar sekolah, namun data tersebut selalu terlambat untuk diperbarui dan 
belum terdapat grafik statistik perkembangan tingkat prestasi peserta 
yang dapat diinformasikan kepada umum. Pelayanan persuratan pada saat 
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pembinaan peserta didik tergolong lengkap dan dapat dipenuhi oleh 
petugas tata usaha sekolah namun dalam pemberian pelayanan kepada 
peserta didik masih sering tertunda. 
Observasi 
Pada saat pembinaan peserta didik, tata usaha sekolah tidak memiliki 
keterlibatan secara langsung dalam pelaksanaannya, pelayanan 
ketatausahaan yang diberikan lebih pada hal yang berupa persuratan 
untuk menunjang kegiatan pembinaan peserta didik selama di sekolah 
tersebut. Adapun pelaksanaan pelayanan kurang cekatan dan kurang 
antusias terhadap permintaan peserta didik. Bahkan terdapat beberapa 
informasi dari pihak luar yang tidak tersampaikan sampai pada tanggal 
lewat batas  sehingga informasi tersebut sudah tidak memiliki nilai guna. 
Informasi tersebut sampai pada peserta didik justru ketika peserta didik 
memiliki inisiatif untuk menanyakan kepada petugas tata usaha sekolah 
setelah mendapat pemberitahuan dari pihak pengirim. 
13) Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 sewon pada saat evaluasi peserta didik? 
Wawancara 
TU menyediakan data peserta evaluasi untuk diserahkan kepada panitia 
evaluasi yang berasal dari data peserta didik manakala ada permintaan 
dari panitia evaluasi. Setelah kegiatan selesai, TU mendapat laporan 
sehingga TU hanya menyimpan laporan kegiatan evaluasi dan 
mendokumentasikan nilai hasil evaluasi pada setiap akhir semester. 
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Studi dokumen 
Data siswa peserta evaluasi merupakan daftar siswa beserta identitas 
siswa yang dapat mengikuti pelaksanaan evaluasi yang disediakan 
berdasarkan data induk siswa. Data normatif ujian nasional tersebut 
merupakan daftar siswa beserta identitas siswa yang akan mengikuti UN 
dengan format menyesuaikan aturan pemerintah. Data tersebut 
diverifikasi ulang pada setiap hendak diajukan. Buku leger siswa 
merupakan daftar nilai perkembangan siswa yang dirangkum pada setiap 
akhir semester, pembuatan buku leger dilakukan setelah guru 
mengumpulkan daftar nilai siswa pada akhir semester, data tersebut 
terpenuhi pada setiap periode. Data nilai hasil ujian nasional merupakan 
data nilai hasil UN setiap siswa berdasarkan NISN siswa yang disimpan 
pada setiap periode kelulusan. Selama ini sekolah melalui TU belum 
melaksanakan tugas membuat statistik perkembangan nilai UN pada 
setiap periode kelulusan sehingga data tersebut tersedia setiap periode 
kelulusan. Petugas tata usaha sekolah tidak menyediakan statistik hasil 
evaluasi dari akumulasi seluruh peserta didik pada jangka waktu tertentu 
untuk melihat tingkat perkembangan hasil kegiatan pembelajaran di 
sekolah. Laporan hasil kegiatan evaluasi berupa data dan informasi hasil 
pelaksanaan kegiatan evaluasi oleh panitia khusus, namun penyimpanan 
dan pemeliharaannya kurang baik. Pelayanan lain berupa blangko rapor 
disediakan oleh tata usaha sekolah hanya manakala ada permintaan dan 
tidak ada perbaruan jika tidak ada himbauan peraturan perbaruan format. 
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14) Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 sewon pada saat mutasi peserta didik? 
Wawancara 
TU akan memberikan informasi mengenai syarat masuk siswa mutasi 
yang kebetulan syaratnya sama dengan syarat masuk siswa baru, 
kemudian TU akan membantu siswa melengkapi beberapa data diri 
maupun berkas yang dibutuhkan. Perlengkapan syarat tersebut bukan hal 
yang utama manakala peserta didik yang bersagkutan sudah mendapat 
rekomendasi dari Dinas. Bagi siswa yang mutasi keluar, TU hanya 
membantu dalam membuatkan surat–surat rekomendasi jika dibutuhkan 
sebagai syarat, segera dipenuhi manakala jika pegawai sedang tidak ada 
pekerjaan lain dan kepala sekolah sedang tidak tugas keluar. 
Studi dokumen 
Data mutasi siswa baru terdapat data mutasi keluar yang berisi data siswa 
yang keluar dari sekolah beserta alasan. Sedangkan untuk mutasi masuk 
tidak ada data khusus dan akan langsung dimasukkan di data siswa baru. 
Adapun data tersebut tidak dicatat secara manual dalam buku mutasi. 
Perkembangan mutasi siswa selama ini juga belum ditunjukkan dalam 
bentuk data statistik yang kelak dapat dilihat laju mutasi dan faktor 
tertinggi mutasi peserta didik. Pelayanan persuratan mutasi peserta didik 
sama halnya dengan pelayanan persuratan pada kegiatan yang lain, yaitu 
dapat terpenuhi namun terkesan ada penundaan karena petugas yang 
bersangkutan memiliki kesibukan yang lain. 
 219 
 
15) Bagaimana pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di 
SMK Negeri 2 sewon pasca kelulusan peserta didik? 
Wawancara 
Pelayanan ketatausahaan pasca kelulusan yang berupa pelayanan 
persuratan dilaksanakan secara segera manakala ada permintaan namun 
belum tentu dapat segera jadi pada hari itu juga, tergantung dari 
kesibukan TU dan keberadaan kepala sekolah selaku pihak yang 
mengesahkan. Penelusuran mengenai data alumni belum sepenuhnya 
terlaksana, kegiatan tersebut membutuhkan waktu yang lama karena 
menunggu feedback dari alumni yang bersangkutan. 
Studi dokumen 
Penelusuran alumni mengalami kesulitan pada adanya balikan dari 
lulusan yang bersangkutan sehingga data alumni tidak dapat selalu 
tersedia. Bahkan data alumni pada tahun-tahun sebelumnya juga tidak 
tersedia, hanya terdapat data yang masih berupa catatan yang belum valid 
di pihak jurusan. Sejauh ini, perkembangan arah lulusan juga belum 
dibuat dalam data statistik yang dapat digunakan untuk melihat laju arah 
lulusan. Pelayanan persuratan pasca kelulusan peserta didik terkait 
tujuannya untuk memnuhi syarat lulusan untuk memasuki dunia kerja 
maupun melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi sama halnya dengan 
pelayanan persuratan pada kegiatan yang lain, yaitu dapat terpenuhi 
namun terkesan ada penundaan karena petugas yang bersangkutan 
memiliki kesibukan yang lain. 
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Observasi 
Tata usaha sekolah memberikan pelayanan yang berupa persuratan dan 
pemberkasan untuk mendukung lulusan yang  hendak melamar pekerjaan 
maupun melanjutkan pendidikan. Adapun pelaksanaan pelayanan 
persuratan terkesan kurang cekatan dan kurang antusias terhadap 
permintaan peserta didik karena petugas tata usaha memiliki kesibukan 
sehingga permintaan tidak segera ditangani.  
 
c. Kendala dan solusi atas kendala pada pelayanan ketatausahaan peserta 
didik di SMK Negeri 2 Sewon 
15) Hal-hal apa saja yang menjadi kendala selama melaksanakan 
pelayanan ketatausahaan peserta didik?  
Wawancara 
Pertama, ruang TU belum representatif. Kedua, pegawai TU belum 
memadai, sehingga lebih banyak memberdayakan pegawai tidak tetap 
sama guru. Ketiga, mobilitasi kerja kepala sekolah yang tinggi dan sering 
keluar kota menjadi hambatan ketika hendak membutuhkan pengesahan. 
Observasi 
Pertama, ruang TU belum representatif dan tergolong sempit untuk 
menjadi tempat pelayanan karena arus sirkulasi sangat terbatas. Kedua, 
pegawai TU belum memadai, sehingga tidak ada pembagian tugas yang 
jelas dan terkesan semrawut. Pada saat pelaksanaan pelayanan semua 
petugas harus dapat dapat melakukannya atau menguasai berbagai tugas 
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ketatausahaan. Ketiga, kesadaran setiap pegawai untuk melakukan tugas 
dan tanggung jawabnya masih kurang baik sehingga terdapat berbagai 
pekerjaan yang tertunda karena saling menunggu antar pegawai. 
16) Bagaimana hal tersebut dapat menjadi kendala dalam pelayanan 
ketatausahaan peserta didik? 
Wawancara 
Ruangan yang belum representatif menyebabkan kurang nyaman untuk 
bekerja maupun bertatap muka memberikan pelayanan kepada siswa. Hal 
itu membuat siswa belum dapat dilayani secara prima. Sementara itu, 
jumlah pegawai yang terbatas manakala para pegawai sedang memiliki 
tugas yang lebih urgen maka siswa tidak mendapat pelayanan maksimal. 
Kepala sekolah sering pergi ke luar sekolah jadi ketika ada hal yang 
memerlukan pengesahan maupun penilaian dari kepala sekolah tidak 
dapat segera ditindaklanjuti. Hal tersebut mengakibatkan pelayanan 
ketatausahaan tidak dapat segera diberikan oleh petugas tata usaha. 
Observasi 
Ruang TU belum representatif dan tergolong sempit menyebabkan 
sirkulasi sangat terbatas sehingga pelayanan menjadi kurang nyaman. 
Pegawai TU yang belum memadai menyebabkan pelayanan ketatausahan 
secara langsung dilaksanakan, siswa tidak secara langsung mendapatkan 
apa yang dibutuhkan tetapi harus menunggu karena pegawai sedang 
melakukan pekerjaan yang lain. Siswa dituntut memiliki inisiatif untuk 
lebih aktif melakukan pengecekan di petugas tata usaha sekolah. 
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Pelayanan tersebut tertunda juga karena tidak segera mendapat 
pengesahan dari kepala sekolah. Hal tersebut mengindikasi pelayanan 
ketatausahaan peserta didik yang kurang maksimal dan dapat 
menghambat aktivitas peserta didik. Kesadaran setiap pegawai untuk 
melakukan tugas dan tanggung jawabnya masih kurang baik sehingga 
terdapat beberapa pekerjaan yang tertunda dan mengakibatkan 
penumpukan pekerjaan. Pada saat sampai pada batas waktu penyelesaian, 
pekerjaan cenderung dikerjakan tergesa-gesa sehingga hasil yang dicapai 
menjadi tidak maksimal. 
17) Bagaimana upaya pihak sekolah mengantisipasi atau 
meminimalisasi kendala pada pelaksanaan pelayanan ketatausahaan 
peserta didik? 
Wawancara 
Jika mengenai ruangan yang belum representatif maka ruang didesain 
sederhana agar tidak tampak kacau balau. Sementara itu, jumlah pegawai 
yang terbatas menuntut adanya bantuan dari pihak guru serta siapa saja 
pegawai yang pada saat ada kebutuhan pelayanan sedang tidak memiliki 
pekerjaan harus secara cekatan dapat memberikan pelayanan. Jika 
mengenai mobilitasi kerja kepala sekolah yang tinggi maka ketika siswa 
membutuhkan pelayanan yang perlu sepengetahuan kepala sekolah maka 
dihimbau untuk menunggu dan terlebih dahulu mengisi blangko yang 
sudah disediakan oleh TU untuk kemudian menuliskan hal apa yang 
menjadi kebutuhannya. 
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Observasi 
Ruang kerja tata usaha sebagai tempat untuk melakukan kegiatan 
pelayanan didesain sederhana dan barang yang sekiranya tidak memiliki 
nilai guna tinggi akan disimpan pada tempat yang lain. Sementara itu, 
jumlah pegawai yang terbatas menuntut semua tugas siap terhadap 
berbagai macam tugas dan apabila terdapat permintaan maka petugas 
yang pada saat itu tidak memiliki pekerjaan harus secara cekatan dapat 
memberikan pelayanan. Jika mengenai mobilitasi kerja kepala sekolah 
yang tinggi maka ketika siswa membutuhkan pelayanan yang perlu 
sepengetahuan kepala sekolah maka dihimbau untuk menunggu dan 
terlebih dahulu mengisi blangko yang sudah disediakan oleh TU untuk 
kemudian menuliskan hal apa yang menjadi kebutuhannya. Jika sudah 
ada pegawai yang sudah tidak dalam pekerjaan maka berdasarkan dari 
blangko tersebut kemudian diolah menjadi surat sesuai kebutuhan. 
Kesadaran tugas dan tanggung jawab pegawai belum tampak ada solusi. 
18) Apakah upaya tersebut sudah sepenuhnya dilakukan dan dapat 
berpengaruh terhadap upaya minimalisasi kendala pada 
pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik? 
Wawancara 
Sejauh ini, sekolah sudah berupaya meminimalisasi kendala yang 
mungkin muncul selama pelayanan ketatausahaan peserta didik, namun 
hasilnya belum maksimal karena kendala tidak dapat diatasi dengan 
upaya yang instan.  
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Observasi 
Sekolah sudah melakukan upaya untuk mengantisipasi adanya hambatan 
yang mungkin timbul dari adanya keterbatasan, namun upaya tersebut 
belum sepenuhnya dapat mengatasi karena beberapa permasalahan 
merupakan keterbatasan kemampuan dan kondisi sekolah yang tidak 
dapat dibenahi dalam satu waktu. 
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DATA HASIL PENELITIAN 
PELAYANAN KETATAUSAHAAN PESERTA DIDIK  
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMK N 2 SEWON 
 
No Pertanyaan Penelitian Jawaban Hasil Penelitian 
1 Bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon 
 
a. Apa saja bentuk 
pelayanan 
ketatausahaan peserta 
didik di SMK Negeri 
2 Sewon pada saat 
perencanaan peserta 
didik? 
Bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik 
pada saat perencanaan berupa pelayanan data, 
pelayanan persuratan, dan pelayanan dokumentasi. 
Pelayanan data yang tersedia di sekolah pada saat 
perencanaan peserta didik meliputi data sekolah 
sasaran, daftar peminat, data siswa baru, data 
seluruh siswa yang dikategorikan per kelas dan 
per-angkatan, serta data pengajuan beasiswa. 
Pelayanan ketatausahaan yang berbentuk surat 
berupa dokumen ijazah asli SMP dan berbentuk 
blangko presensi peserta didik. Pelayanan yang 
berbentuk dokumentasi adalah laporan 
pelaksanaan PPDB dan buku induk siswa. 
 
b. Apa saja bentuk 
pelayanan 
ketatausahaan peserta 
didik di SMK Negeri 
2 Sewon pada saat 
pembinaan peserta 
didik? 
Bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik 
pada saat pembinaan berupa pelayanan data, 
persuratan, dan informasi. Pelayanan data yang 
diberikan pada saat pembinaan peserta didik 
meliputi daftar penerima beasiswa dan data siswa 
berprestasi. Pelayanan ketatausahaan yang 
berbentuk surat, meliputi blangko pengajuan surat, 
surat izin kegiatan, surat rekomendasi siswa, surat 
keterangan siswa, dan surat pemberitahuan. 
Informasi berupa informasi pengajuan beasiswa. 
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c. Apa saja bentuk 
pelayanan 
ketatausahaan peserta 
didik di SMK Negeri 
2 Sewon pada saat 
evaluasi peserta 
didik? 
Bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik 
pada saat evaluasi peserta didik berupa layanan 
data. Pelayanan data yang diberikan pada saat 
evaluasi peserta didik meliputi data siswa peserta 
evaluasi, daftar normatif UN, dan data nilai hasil 
UN. Pelayanan yang berbentuk dokumentasi 
berupa buku leger siswa dan laporan hasil 
kegiatan evaluasi. Pelayanan ketatausahaan yang 
berbentuk blangko, meliputi blangko buku rapor. 
 
d. Apa saja bentuk 
pelayanan 
ketatausahaan peserta 
didik di SMK Negeri 
2 Sewon pada saat 
mutasi peserta didik? 
Bentuk pelayanan ketatausahaan peserta didik 
pada saat mutasi peserta didik berupa data, surat, 
dan informasi. Pelayanan data yang diberikan 
pada saat mutasi peserta didik meliputi data 
mutasi siswa. Pelayanan ketatausahaan yang 
berbentuk surat, meliputi blangko pengajuan surat, 
surat rekomendasi siswa, dan surat keterangan 
siswa. pelayanan yang berupa informasi 
merupakan informasi terkait mutasi masuk. 
 
e. Apa saja bentuk 
pelayanan 
ketatausahaan peserta 
didik di SMK Negeri 
2 Sewon pasca 
kelulusan peserta 
didik? 
Pelayanan ketatausahaan bagi lulusan berupa 
pelayanan persuratan. Pelayanan ketatausahaan 
yang berbentuk persuratan, meliputi balngko 
pengajuan surat, surat rekomendasi, surat 
keterangan, dan berkas kelulusan. 
2 Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon 
 
a. Bagaimana 
pelaksanaan 
pelayanan 
ketatausahaan peserta 
Data sekolah sasaran promosi berupa data SMP 
beserta identitas alamat lengkap SMP namun data 
tersebut tidak selalu ada perbaruan artinya data 
yang digunakan setiap tahun cenderung sama. 
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didik di SMK Negeri 
2 Sewon pada saat 
perencanaan peserta 
didik? 
Daftar peminat berupa daftar nama calon siswa 
yang mendaftar di SMK tersebut namun data 
tersebut diterima apa adanya dari pihak panitia 
tanpa dibuat dalam bentuk data statistik yang lebih 
memiliki fungsi. Pada pelaksanaannya penyediaan 
data tidak dapat dilaksanakan secara cepat namun 
membutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu pasca 
peserta didik mulai aktif bersekolah. Hal tersebut 
menyebabkan blangko presensi dan blangko daftar 
nilai siswa juga tidak dapat dibuat secara segera. 
Laporan PPDB berupa data dan informasi hasil 
pelaksanaan PPDB oleh panitia khusus yang 
dikelola TU untuk sumber informasi jika 
diperlukan suatu saat, namun laporan tersebut 
tersimpan tanpa ada pemeliharaan jadi jika 
dibutuhkan kembali kesulitan untuk ditemukan. 
Pembuatan data pengajuan beasiswa hanya 
dilakukan manakala ada permohonan jadi data 
tersebut dibuat tergesa-gesa sehingga pengisian 
data tidak sesuai dengan kelengkapan format. 
Pelayanan ketatausahaan yang berbentuk 
persuratan berupa dokumen ijazah asli SMP 
disimpan pada brangkas yang aman, sedangkan 
blangko presensi peserta didik dibuat segera 
setelah mendapatkan data siswa yang dinyatakan 
sudah final atau sudah valid sehingga perlu 
menggunakan presensi sementara sebelum 
presensi dari data yang sudah valid tersedia. 
 
b. Bagaimana 
pelaksanaan 
pelayanan 
Pada saat pembinaan peserta didik, pelayanan 
ketatausahaan yang diberikan oleh petugas tata 
usaha belum maksimal karena tedapat banyak 
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ketatausahaan peserta 
didik di SMK Negeri 
2 Sewon pada saat 
pembinaan peserta 
didik? 
pelayanan data yang belum tersedia. Padahal data 
tersebut merupakan rekapitulasi perkembangan 
peserta didik yang menurut peraturan pemerintah 
perlu disediakan oleh tata usaha sekolah. Adapun 
data yang tersedia berupa data penerima beasiswa 
yang diterma berdasarkan pengumuman hasil 
seleksi penerima beasiswa dari kementrian 
pendidikan yang kelak akan diinformasikan 
kepada siswa dan akan dipertanggungjawabkan 
kepada negara. Selain itu, terdapat data prestasi 
yang direkap oleh petugas tata usaha guna 
memantau prestasi siswa di luar sekolah, namun 
data tersebut selalu terlambat untuk diperbarui dan 
belum terdapat grafik statistik perkembangan 
tingkat prestasi peserta yang dapat diinformasikan 
kepada umum. Pelayanan persuratan pada saat 
pembinaan peserta didik tergolong lengkap dan 
dapat dipenuhi oleh petugas tata usaha sekolah 
namun dalam pemberian pelayanan kepada peserta 
didik masih sering tertunda. Bahkan terdapat 
beberapa informasi dari pihak luar yang tidak 
tersampaikan sampai pada tanggal lewat batas  
sehingga informasi tersebut sudah tidak memiliki 
nilai guna. Informasi tersebut sampai pada peserta 
didik justru ketika peserta didik berinisiatif untuk 
bertanya kepada petugas tata usaha setelah 
mendapat pemberitahuan dari pihak pengirim. 
 
c. Bagaimana 
pelaksanaan 
pelayanan 
ketatausahaan peserta 
TU menyediakan data peserta evaluasi untuk 
diserahkan kepada panitia evaluasi yang berasal 
dari data peserta didik manakala ada permintaan 
dari panitia evaluasi. Data tersebut berisi daftar 
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didik di SMK Negeri 
2 Sewon pada saat 
evaluasi peserta 
didik? 
siswa beserta identitas siswa yang dapat mengikuti 
pelaksanaan evaluasi yang disediakan berdasarkan 
data induk siswa. Data normatif ujian nasional 
merupakan daftar siswa beserta identitas siswa 
yang akan mengikuti UN dengan format sudah 
sesuai aturan pemerintah dan diverifikasi ulang 
pada setiap hendak diajukan. Buku leger siswa 
berupa daftar nilai perkembangan siswa yang 
dirangkum pada setiap akhir semester, pembuatan 
buku leger dilakukakan setelah guru 
mengumpulan daftar nilai siswa pada akhir 
semester, data tersebut terpenuhi pada setiap 
periode. Data nilai hasil ujian nasional berisi nilai 
hasil UN setiap siswa berdasarkan NISN siswa 
yang disimpan pada setiap periode kelulusan. 
Selama ini TU belum melaksanakan tugas 
membuat statistik perkembangan nilai UN pada 
setiap periode kelulusan sehingga data tersebut 
tersedia setiap periode kelulusan. Petugas tata 
usaha sekolah tidak menyediakan statistik hasil 
evaluasi dari akumulasi seluruh peserta didik pada 
jangka waktu tertentu untuk melihat tingkat 
perkembangan hasil kegiatan pembelajaran di 
sekolah. Laporan hasil kegiatan evaluasi berupa 
data dan informasi hasil pelaksanaan kegiatan 
evaluasi oleh panitia khusus, namun penyimpanan 
dan pemeliharaannya kurang baik. Pelayanan lain 
berupa blangko rapor disediakan oleh tata usaha 
sekolah hanya manakala ada permintaan dan tidak 
ada perbaruan jika tidak ada himbauan peraturan 
perbaruan format dari pemerintah. 
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d. Bagaimana 
pelaksanaan 
pelayanan 
ketatausahaan peserta 
didik di SMK Negeri 
2 Sewon pada saat 
mutasi peserta didik? 
TU akan memberikan informasi mengenai 
pelaksanaan mutasi, TU membantu siswa 
melengkapi beberapa data diri maupun berkas 
yang dibutuhkan sebagai syarat. Perlengkapan 
syarat tersebut bukan hal yang utama manakala 
peserta didik yang bersagkutan sudah mendapat 
rekomendasi dari Dinas. Data mutasi siswa baru 
terdapat data mutasi keluar yang berisi data siswa 
yang keluar dari sekolah beserta alasan. 
Sedangkan untuk mutasi masuk tidak ada data 
khusus dan hanya akan langsung dimasukkan di 
data siswa baru. Adapun data tersebut tidak dicatat 
secara manual dalam buku mutasi. Perkembangan 
mutasi siswa selama ini juga belum ditunjukkan 
dalam bentuk data statistik yang kelak dapat 
dilihat laju mutasi dan faktor tertinggi mutasi 
peserta didik. Pelayanan persuratan mutasi peserta 
didik sama halnya dengan pelayanan persuratan 
pada kegiatan yang lain, yaitu dapat terpenuhi 
namun terkesan ada penundaan karena petugas 
yang bersangkutan memiliki kesibukan yang lain. 
 
e. Bagaimana 
pelaksanaan 
pelayanan 
ketatausahaan peserta 
didik di SMK Negeri 
2 Sewon pasca 
kelulusan peserta 
didik? 
Pelayanan ketatausahaan pascakelulusan yang 
berupa pelayanan persuratan untuk memenuhi 
syarat lulusan memasuki dunia kerja maupun 
melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi sama 
halnya dengan pelayanan persuratan pada kegiatan 
yang lain. Pada pelaksanaan pelayanan persuratan 
terkesan kurang cekatan dan kurang antusias 
terhadap permintaan peserta didik karena petugas 
tata usaha memiliki kesibukan sehingga 
permintaan tidak segera ditangani.  Penelusuran 
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alumni mengalami kesulitan pada adanya balikan 
dari lulusan yang bersangkutan sehingga data 
alumni tidak dapat selalu tersedia. Bahkan data 
alumni pada tahun-tahun sebelumnya juga tidak 
tersedia, hanya terdapat data yang masih berupa 
catatan yang belum valid di pihak jurusan. Sejauh 
ini, perkembangan arah lulusan juga belum dibuat 
dalam data statistik yang dapat digunakan untuk 
melihat laju arah lulusan.  
3 Kendala pada pelayanan ketatausahaan peserta didik di SMK Negeri 2 Sewon 
 
a. Apa kendala yang 
dihadapi pada 
pelayanan 
ketatausahaan peserta 
didik di SMK Negeri 
2 Sewon? 
Kendala tersebut, pertama, ruang TU belum 
representatif menyebabkan kurang nyaman untuk 
bekerja maupun bertatap muka memberikan 
pelayanan kepada siswa. Hal itu membuat siswa 
belum dapat dilayani secara prima. Kedua, 
pegawai TU belum memadai, sehingga lebih 
banyak memberdayakan pegawai tidak tetap sama 
guru. Jumlah pegawai yang terbatas manakala 
para pegawai sedang memiliki tugas yang lebih 
urgen maka siswa tidak mendapat pelayanan 
maksimal. Ketiga, mobilitasi kerja kepala sekolah 
yang tinggi dan sering keluar kota menjadi 
hambatan ketika hendak membutuhkan 
pengesahan. Hal tersebut mengakibatkan 
pelayanan ketatausahaan tidak dapat segera 
diberikan oleh petugas tata usaha. Keempat, 
kesadaran setiap pegawai untuk melakukan tugas 
dan tanggung jawabnya masih kurang baik 
sehingga terdapat berbagai pekerjaan yang 
tertunda karena saling menunggu antar pegawai 
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dan mengakibatkan penumpukan pekerjaan. Pada 
saat sampai pada batas waktu penyelesaian, 
pekerjaan cenderung dikerjakan tergesa-gesa 
sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal.  
 
b. Bagaimana solusi atas 
kendala yang dihadapi 
pada pelayanan 
ketatausahaan peserta 
didik di SMK Negeri 
2 Sewon? 
Jika mengenai ruangan yang belum representatif 
maka ruang didesain sederhana agar tidak tampak 
kacau balau dan barang yang sekiranya tidak 
memiliki nilai guna tinggi akan disimpan pada 
tempat yang lain. Sementara itu, jumlah pegawai 
yang terbatas menuntut adanya bantuan dari pihak 
guru serta siapa saja pegawai yang pada saat ada 
kebutuhan pelayanan sedang tidak memiliki 
pekerjaan harus secara cekatan dapat memberikan 
pelayanan. Jika mengenai mobilitasi kerja kepala 
sekolah yang tinggi maka ketika siswa 
membutuhkan pelayanan yang perlu 
sepengetahuan kepala sekolah maka dihimbau 
untuk menunggu dan terlebih dahulu mengisi 
blangko yang sudah disediakan oleh TU untuk 
kemudian menuliskan hal apa yang menjadi 
kebutuhannya. Jika sudah ada pegawai yang sudah 
tidak dalam pekerjaan maka berdasarkan dari 
blangko tersebut kemudian diolah menjadi surat 
sesuai kebutuhan. Kesadaran tugas dan tanggung 
jawab pegawai belum tampak ada solusi. Sejauh 
ini, sekolah sudah berupaya meminimalisasi 
kendala yang mungkin muncul selama pelayanan 
ketatausahaan peserta didik, namun hasilnya 
belum maksimal karena kendala tidak dapat 
diatasi dengan upaya yang instan. 
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HASIL PENELITIAN 
PELAYANAN KETATAUSAHAAN PESERTA DIDIK  
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMK NEGERI 2 SEWON 
Tabel 1 
NO 
BENTUK 
PELAYANAN 
PELAKSANAAN (KETERLAKSANAAN) 
PELAYANAN 
KENDALA PELAYANAN SOLUSI 
a. Pelayanan ketatausahaan peserta didik pada saat perencanaan peserta didik 
1)  Data  Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan 
peserta didik dalam bentuk data belum dapat 
terlaksana tepat waktu serta terdapat data 
yang dibutuhkan pada saat perencanaan 
belum dapat tersedia. 
- Jumlah petugas tata usaha 
sekolah belum memadai 
 
 
- Kesadaran pegawai 
terhadap tugas dan 
tanggung jawabnya masih 
kurang 
- Memberdayakan guru serta  
mengoptimalkan kemampuan 
petugas tata usaha sekolah 
dalam melaksanakan tugas 
- (belum) 
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2) Persuratan Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan 
peserta didik dalam bentuk persuratan 
berupa ijazah SMP sederajat peserta didik 
dikelola dan disimpan secara terawat oleh 
petugas tata usaha sekolah untuk disediakan 
ketika sewaktu-waktu diperlukan. Pelayanan 
dalam bentuk blangko presensi kehadiran 
peserta didik baru pada awal tahun pelajaran 
baru tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. 
- Jumlah petugas tata usaha 
sekolah belum memadai 
- Memberdayakan guru serta  
mengoptimalkan kemampuan 
petugas tata usaha sekolah 
dalam melaksanakan tugas 
3) Dokumentasi Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dalam 
bentuk dokumentasi mengenai penyediaan 
buku induk siswa belum dapat terlaksana 
tepat waktu menjelang pembinaan peserta 
didik. Pelayanan dalam bentuk laporan 
penerimaan peserta didik baru disimpan dan 
dikelola oleh tata usaha sekolah namun 
sistem penyimpanan dan pemeliharaannya 
- Ruang tata usaha sekolah 
belum representatif 
- Jumlah petugas tata usaha 
sekolah belum memadai 
 
 
- Kesadaran pegawai 
terhadap tugas dan 
- Desain ruang yang dibuat 
lebih sederhana 
- Memberdayakan guru serta  
mengoptimalkan kemampuan 
petugas tata usaha sekolah 
dalam melaksanakan tugas 
- (belum) 
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belum baik sehingga petugas kesulitan untuk 
menemukan kembali laporan kegiatan jika 
terdapat permintaan pelayanan. 
tanggung jawabnya masih 
kurang 
b. Pelayanan ketatausahaan peserta didik pada saat pembinaan peserta didik 
1) Data  Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan 
peserta didik dalam bentuk data belum dapat 
terlaksana tepat waktu dan belum semua 
data yang dibutuhkan dapat tersedia. Catatan 
perkembangan pembinaan peserta didik 
belum disediakan. 
- Jumlah petugas tata usaha 
sekolah belum memadai 
 
 
- Kesadaran pegawai 
terhadap tugas / tanggung 
jawabnya masih kurang 
- Memberdayakan guru serta  
mengoptimalkan kemampuan 
petugas tata usaha sekolah 
dalam melaksanakan tugas 
- (belum) 
2) Persuratan Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan 
peserta didik dalam bentuk persuratan sering 
mengalami penundaan. 
- Ruang tata usaha sekolah 
belum representatif 
- Jumlah petugas tata usaha 
sekolah belum memadai 
 
 
- Desain ruang yang dibuat 
lebih sederhana 
- Memberdayakan guru serta  
mengoptimalkan kemampuan 
petugas tata usaha sekolah 
dalam melaksanakan tugas 
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- Mobilitas kerja kepala 
sekolah sangat tinggi 
- Kesadaran pegawai 
terhadap tugas / tanggung 
jawabnya masih kurang 
- (belum) 
 
- (belum) 
 
3) Informasi Pelaksanaan pelayanan dalam bentuk 
informasi belum sepenuhnya terlaksana 
dengan baik karena petugas tata usaha 
kurang aktif mencari atau memberbarui 
informasi secara mandiri. 
- Jumlah petugas tata usaha 
sekolah belum memadai 
 
 
- Kesadaran pegawai 
terhadap tugas / tanggung 
jawabnya masih kurang 
- Memberdayakan guru serta  
mengoptimalkan kemampuan 
petugas tata usaha sekolah 
dalam melaksanakan tugas 
- (belum) 
c. Pelayanan ketatausahaan peserta didik pada saat evaluasi peserta didik 
1) Data  Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan 
peserta didik dalam bentuk data yang sudah 
ada dapat terlaksana tepat waktu sesuai 
permintaan meskipun belum semua data 
- Jumlah petugas tata usaha 
sekolah belum memadai 
 
 
- Memberdayakan guru serta  
mengoptimalkan kemampuan 
petugas tata usaha sekolah 
dalam melaksanakan tugas 
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yang dibutuhkan pada saat evaluasi belajar 
dapat tersedia. 
- Kesadaran pegawai 
terhadap tugas dan 
tanggung jawabnya masih 
kurang 
- (belum) 
2) Dokumentasi Pelaksanaan pelayanan dokumentasi berupa 
himpunan nilai hasil belajar peserta didik 
dapat terlaksana sesuai permintaan 
kebutuhan. Meskipun demikian, untuk 
menemukan kembali arsip nilai maupun 
dokumentasi lain dalam bentuk laporan 
kegiatan evaluasi belajar peserta didik 
mengalami kesulitan. 
- Ruang tata usaha sekolah 
belum representatif 
- Kesadaran pegawai 
terhadap tugas / tanggung 
jawabnya masih kurang 
- Desain ruang yang dibuat 
lebih sederhana 
-  (belum) 
 
d. Pelayanan ketatausahaan peserta didik pada saat mutasi peserta didik 
1) Data  Pelaksanaan pelayanan data mutasi dapat 
terlaksana sesuai permintaan tetapi tata 
usaha sekolah belum dapat memberikan 
pelayanan statistik laju perkembangan 
- Jumlah petugas tata usaha 
sekolah belum memadai 
 
 
- Memberdayakan guru serta  
mengoptimalkan kemampuan 
petugas tata usaha sekolah 
dalam melaksanakan tugas 
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pelaksanaan mutasi keluar peserta didik di 
SMK Negeri 2 Sewon. 
- Kesadaran pegawai 
terhadap tugas / tanggung 
jawabnya masih kurang 
- (belum) 
2) Persuratan Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dalam 
bentuk persuratan sering terjadi penundaan 
dalam memenuhi permintaan pembuatan 
surat guna menunjang pelaksanaan mutasi 
peserta didik. 
- Ruang tata usaha sekolah 
belum representatif 
- Jumlah petugas tata usaha 
sekolah belum memadai 
 
 
- Mobilitas kerja kepala 
sekolah sangat tinggi 
- Kesadaran pegawai 
terhadap tugas dan 
tanggung jawabnya masih 
kurang 
- Desain ruang yang dibuat 
lebih sederhana 
- Memberdayakan guru serta  
mengoptimalkan kemampuan 
petugas tata usaha sekolah 
dalam melaksanakan tugas 
- (belum) 
 
- (belum) 
 
3) Informasi Pelaksanaan pelayanan informasi peserta 
didik pada saat mutasi masuk dilaksanakan 
- Jumlah petugas tata usaha 
sekolah belum memadai 
- Desain ruang yang dibuat 
lebih sederhana 
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secara antusias oleh petugas tata usaha 
sekolah dengan memberikan bantuan dan 
pendampingan bagi peserta didik yang 
melakukan mutasi. 
- Kesadaran pegawai 
terhadap tugas / tanggung 
jawabnya masih kurang 
- (belum) 
 
e. Pelayanan ketatausahaan peserta didik pada pascakelulusan peserta didik 
1) Persuratan Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan 
peserta didik berupa persuratan tidak dapat 
terlaksana dengan cekatan atau dapat 
mengalami penundaan pelayanan. 
- Ruang tata usaha sekolah 
belum representatif 
- Jumlah petugas tata usaha 
sekolah belum memadai 
 
 
- Mobilitas kerja kepala 
sekolah sangat tinggi 
- Kesadaran pegawai 
terhadap tugas / tanggung 
jawabnya masih kurang 
- Desain ruang yang dibuat 
lebih sederhana 
- Memberdayakan guru serta  
mengoptimalkan kemampuan 
petugas tata usaha sekolah 
dalam melaksanakan tugas 
- (belum) 
 
- (belum) 
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Tabel 2 
NO 
BENTUK 
PELAYANAN 
PELAKSANAAN 
(KETERLAKSANAAN) 
PELAYANAN 
KENDALA PELAYANAN SOLUSI 
1  Data  Penyediaan dan pelayanan data belum 
dapat terlaksana tepat waktu serta 
belum semua data yang dibutuhkan 
dapat tersedia. 
- Jumlah petugas tata usaha 
sekolah belum memadai 
 
 
- Kesadaran pegawai terhadap 
tugas dan tanggung jawabnya 
masih kurang 
- Memberdayakan guru serta  
mengoptimalkan kemampuan 
petugas tata usaha sekolah 
dalam melaksanakan tugas 
- (belum) 
2 Persuratan Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan 
peserta didik dalam bentuk persuratan 
sering mengalami penundaan. 
- Ruang tata usaha sekolah belum 
representatif 
- Jumlah petugas tata usaha 
sekolah belum memadai 
 
 
- Desain ruang yang dibuat 
lebih sederhana 
- Memberdayakan guru serta  
mengoptimalkan kemampuan 
petugas tata usaha sekolah 
dalam melaksanakan tugas 
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- Mobilitas kerja kepala sekolah 
sangat tinggi 
- Kesadaran pegawai terhadap 
tugas dan tanggung jawabnya 
masih kurang 
- (belum) 
 
- (belum) 
 
3 Dokumentasi Pelayanan dalam bentuk dokumentasi 
tidak dapat secara cekatan diberikan 
sesuai permintaan kebutuhan. 
- Ruang tata usaha sekolah belum 
representatif 
- Kesadaran pegawai terhadap 
tugas dan tanggung jawabnya 
masih kurang 
- Desain ruang yang dibuat 
lebih sederhana 
- (belum) 
 
4 Informasi Pelaksanaan pelayanan dalam bentuk 
informasi belum sepenuhnya 
terlaksana dengan baik karena petugas 
kurang aktif mencari/memperbarui 
informasi secara mandiri. 
- Jumlah petugas tata usaha 
sekolah belum memadai 
 
 
- Kesadaran pegawai terhadap 
tugas dan tanggung jawabnya 
masih kurang 
- Memberdayakan guru serta  
mengoptimalkan kemampuan 
petugas tata usaha sekolah 
dalam melaksanakan tugas 
- (belum) 
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LAMPIRAN 3 
DATA KESISWAAN 
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FORMAT DATA SEKOLAH SASARAN PROMOSI 
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FORMAT CATATAN DATA SISWA BARU 
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FORMAT DATA SISWA KELAS X, XI, XII 
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FORMAT DATA PENGAJUAN BEASISWA ATAU JENIS BANTUAN LAIN 
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FORMAT DATA PRESTASI SISWA 
 
  
 251 
 
FORMAT DATA NORMATIF UJIAN NASIONAL 
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FORMAT DATA NILAI HASIL UJIAN NASIONAL 
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LAMPIRAN 4 
SURAT KESISWAAN 
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FORMAT BLANGKO PENGAJUAN SURAT 
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CONTOH SURAT IJIN SISWA 
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CONTOH SURAT IJIN SISWA 
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CONTOH SURAT KETERANGAN SISWA 
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CONTOH SURAT KETERANGAN SISWA 
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LAMPIRAN 5 
DOKUMENTASI GAMBAR 
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FOTO HASIL DOKUMENTASI 
PELAYANAN KETATAUSAHAAN PESERTA DIDIK  
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMK NEGERI 2 SEWON 
 
Gambar 1.  Gedung SMK N 2 Sewon  
 
Gambar 2. Suasana Ruang Tata Usaha 
Sekolah 
 
Gambar 3.  Kegiatan Pelayanan 
Ketatausahaan Peserta Didik 
 
Gambar 4. Salah Satu Perangkat Kerja 
Ketatausahaan 
 
Gambar 5.  Kondisi Penyimpanan Buku 
Laporan Kegiatan 
 
Gambar 6. Kondisi Penyimpanan Berkas 
Kesiswaan 
 
 270 
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Gambar 7. Buku Induk Siswa 
 
 
 
 
 
   
 
Gambar 8. Buku Leger Siswa 
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LAMPIRAN 6 
SURAT IJIN PENELITIAN 
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